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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Berkat Rahmad, Taufiq dan Hidayahnya telah
tersusun Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat Daerah Sekretariat

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreterial sempurna masih
banyak kekurangan dalam penyajian data, oleh karena itu kami
mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak
utamanya dari Perangkat Daerah terkait pada Pemerintah Kabupaten

Tulang Bawang Barat untuk kesempurnaan laporan dan pelaksanaannya .

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan
Laporan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2024 dapat

di laporkan dan di pertanggungjawabkan.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Sekretariat Daerah

vang selanjutnva disebut ( RENJA ) Perubahan adalah dokumen

perencanaan pembangunan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah,

dan pelaksanaa tugas pelayanan publik sebagai tindak lanjut dari

perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan

kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan

untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayvanan Perangkat Daerah

vang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2024

Sekretariat Daerah dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah

dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan

Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernvataan Undang —

undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 avat

1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Sekretaris

Daerah, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnva

kesejahteraan masvyarakat melalui peningkatan  pelayvanan,

pemberdavaan dan peran serta masvarakat, dengan adanva

kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan

dava saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan

dalam pembangunan serta meningkatkan dava guna potensi

Kecamatan dan keanekaragaman sumber dayva manusia.

Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan

keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan

Sekretariat Daerah, maka perencanaan tujuan Sekretariat Daerah

mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan

maupun sasaran pembangunan vang ingin dicapai Sekretariat

Daerah bersinergi dengan tujuan maupun sasaran vang ingin

dicapai oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Tahun 2024 Sekretariat

Daerah memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Sekretariat

Daerah serta kerangka pendanaan daerah, Renja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi,

agenda Perangkat Daerah dan rencana resmi daerah( RKPD, RPJMD
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dan Renstra Perangkat Daerah ) dengan Renja K / L dan Renija

Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnva dengan proses

Penvusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang—- undang

Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus

mencakup 5 ( lima ) pendekatan vaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanva pemilihan Kepala

Daerah secara langsung, maka program - program vyang

ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan

melakukan kampanve harus dianggap sebagai proses

perencanaan pembangunan .

2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan

harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia.

3. Pendekatan partisipatif vang masyarakat bahwa proses

penyvusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan

masvarakat sebagai pihak vang berkepentingan ( Stake holder )

terhadap pembangunan.

4. Pendekatan Top - Down (Atas - Bawah) vaitu bahwa penyusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan program -

program jenjang pemerintah diatasnva .

5. Pendekatan Botom - Up (Bawah - Atas) vaitu penvusunan

perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan

dan Lkebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah

dibawahnva, hasil proses penyusunan rencana

pembangunan,Top Down dan Botom — Up diselaraskan melalui

musvawarah perencanaan pemban,qunan atau musrenbang.

Rencana Kerja ( RENJA ) Perubahan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi Perangkat Daerah, mengacu kepada Rencana Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024,

Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan priode sebelumnyva.

Landasan Hukum
Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam
penyusunan Renja OPD ini diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang
Bawang Barat di Provinsi Lampung;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembanguna
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalusi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
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Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2021
Tentang  Hasil  Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klarifikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2022;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2005-2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 26
Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026.

Maksud dan Tujuan
Maksud :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat
Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2024, dimaksudkan sebagai
bentuk penjabaran Visi, Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam
melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk
mencapai program — program, kebijakan - kebijakan dan tujuan
pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan
Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tulang Bawang Barat. Serta sebagai
kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran
dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan
serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip — prinsip
GOOD GOVERMANCE.

Tujuan :

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Perangkat
Daerah  Sekretariat Daerah tahun 2024 adalah untuk
merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai
kebijakan umum, sasaran — sasaran strategis, program — program

pembangunan selama tahun 2024.
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Sistematika Penulisan
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun

2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB1I PENDAHULUAN
1.1 Berisi Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Reviuw Terhadap rancangan Awal RKPD 2024

2.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Sampai
Dengan Triwulan II Tahnun 2024

2.3 Evaluasi Rencana Awal Program Kegiatan

2.4 Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya
Atau Melebihi Target Kinerja Program kegiatan

BAB III RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT
3.1 Rekapitulasi program kegiatan Perubahan 2024
3.2 Uraian perubahan Program, Kegiatan dan Sub

Kegiatan

BAB IV PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2024

Reviuw Terhadap rancangan Awal RKPD 2024

Secara umum Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah
Tahun 2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap
memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan
perencanaan pembangunan yang ada di Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari
hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak
terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat
Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan
masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sekretariat Daerah sampai
dengan Triwulan I perlu diadakan evaluasi untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan program kegiatan Tahun 2024 sampai
dengan Triwulan I, juga untuk mengetahui seberapa hasil
pencapaian pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan dalam
Renja terhadap Renstra 2023-2026 berdasarkan realisasi
pelaksannaan Renja Sekretariat Daerah Tahun sebelumnya.

Sekretariat Daerah melaksanakan 3 Program 16 Kegiatan 51
Sub Kegiatan dengan pagu murni sebesar Rp.30.240.204.788.-
dengan rincian dapat dilihat pada tabel 2.1.1 dibawah ini:



Tabel 2.1 .1
Rekapitulasi Pagu Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2024

Kode Rekening Indikator Kinerja Rencana Tahun 2024
Uraian Lokasi Output Pagu Indikatif
Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan . P Satuan g Sumber Dana
Kegiatan (Rp.)
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN
01 SEKRETARIAT DAERAH 30.240.204.405,00 Dana Alokasi
Umum
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan
PEMERINTAHAN DAERAH Persentase Serapan Program Penunjang Program Penunjang Sekretariat Daerah P ¢ 23.642.514.405,00 Dana Alokasi
01 01 KABUPATEN/KOTA Anggaran Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah TUBABA ersentase Umum
Daerah Daerah
01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Sekretariat Daerah Persentase 217.240.000,00 Dana Alokasi
Kinerja Perangkat Daerah TUBABA Umum
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen
i Dok i
o1 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Sekretariat Daerah 33.100.000,00 Dana Alokasi
Daerah Daerah Daerah TUBABA Umum
Tersedianya Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD
SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi ) Dok 47.000.000 00 )
01 | 01 | 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen RKA- Sekretariat Daerah -000.000, Dana Alokasi
SKPD TUBABA Umum
Dokumen RKASKPD SKPD
Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
o1 o1 501 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan Sekretariat Daerah Dok 29.100.000,00 Dana Alokasi
RKA- SKPD Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan RKA- TUBABA Umum
Perubahan RKA-SKPD SKPD
Tersedianya Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD
SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi ) Dok 43.100.000 00 )
01 01 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen DPA- Sekretariat Daerah oY Dana Alokasi
TUBABA Umum
Dokumen DPASKPD SKPD




Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan

Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan

o1 o1 201 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Hasil Koordinasi Penyusunan Hasil Koordinasi Penyusunan Sekretariat Daerah Dok 33.098.500,00 Dana Alokasi
’ Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Capaian Kinerjadan | Laporan Capaian Kinerja dan TUBABA Umum
Ikhtisar Realisasi Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD SKPD
Terlaksananya Evaluasi Jumlah Dokumen Evaluasi
01 | 01 | 2.01 07 Kinerja Perangkat Daerah Kinerja P kat D h Sekretariat Daerah laporan 31.841.500,00 Dana Alokasi
: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah J 8 inerja ferang aera TUBABA Umum
Persentase Pelaksanaan
Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Sekretariat Daerah laporan 10.849.139.927,00 Dana Alokasi
01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan eos .
Administrasi Keuangan TUBABA Umum
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Tersedianya Gaji dan »
i Jumlah Gaji dan ; Dok 10.447.199.927,00 i
01 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tunjangan ASN Tunjangan yang Sekretariat Daerah ’ Dana Alokasi
TUBABA Umum
terbayarkan
Terlaksananya
Penatausahaan dan Jumlah Pelaksanaan Dok
01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi llzenata}}sa/hsaf}fian. Sekrerlt%r;\tBliaerah 372.000.000,00 Dar{? Alokasi
P s Vi f-k iK SKPD engujian eriikasi mum
engujian/Verifikasi Keuangan Keuangan SKPD Keuangan SKPD
Tersedianya Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD
o . dan Laporan Hasil Koordinasi | Jumlah Koordinasi dan . Dok .
o1 01 9.02 o5 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Penyusunan Laporan Sekretariat Daerah o 29.940.000,00 Dana Alokasi
’ Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun TUBABA Umum
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD
Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan Sekretariat Daerah 1.602.807.650.00 Dana Alokasi
01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah PAdministrasi Umum PAdministrasi Umum T Persentase
UBABA Umum
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
. Jumlah Paket Komponen
Tersedianya Komponen L
Instalasi Listrik/Penerangan Instalasi Listrik/Penerangan Paket 85.000.000,00
01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Sekretariat Daerah R aad Dana Alokasi

Bangunan Kantor

Bangunan Kanto

Disediakan

TUBABA

Umum




Tersedianya Peralatan dan

Jumlah Paket Peralatan dan

Perlengk Ki i Paket i
01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor erlengapan Kantor yang Sekretariat Daerah 501.580.150,00 Dana Alokasi
Disediakan TUBABA Umum
. Jumlah Paket Peralatan
Tersedianya Peralatan R hT Paket 75.000.000.00
. umah langga yang Sekretariat Daerah . . ) Dana Alokasi
1 1 . Rumah Tangga
0 0 2.06 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jatet Disediakan TUBABA Umum
Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Paket 665.390.000.00
) . o Kantor . . Sekretariat Daerah - B , Dana Alokasi
01 01 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan TUBABA Umum
. Jumlah Paket Baran
Tersedianya Barang Cetakan dan P gd Paket 141.139.500,00
01 01 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan e a.n a.n enggandaan Sekretariat Daerah T Dana Alokasi
yang Disediakan TUBABA Umum
Terlaksananya Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat ) Laporan 134.698.000.00 )
01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Sekretariat Daerah HEEEEE Dana Alokasi
SKPD SKPD TUBABA Umum
SKPD
PersentasePenyediaan PersentasePenyediaan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jasa Penunjang Jasa Penunjang Sekretariat Daerah Persentase 7.169.960.000,00 Dana Alokasi
01 | 01} 2.08 Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan TUBABA Umum
Daerah Daerah
. Jumlah Laporan Penyediaan
Tersedianya Jasa .
Lo Jasa Komunikasi, Sumber
o1 01 2.08 o2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber Daya Dava Air dan Listrik van Sekretariat Daerah Laporan 612.500.000,00 Dana Alokasi
: dan Listrik Air dan Listrik Y yang TUBABA Umum
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan
Tersedianya Jasa Peralatan Jasa Peralatan dan Laporan 8.000.000.00
01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Sekretariat Daerah p 218. . , Dana Alokasi
Kantor TUBABA Umum
Disediakan
. Jumlah Laporan Penyediaan
Tersedianya Jasa Pelayanan ) Pel P U Y Laporan 6,339 460.000.00
01 01 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor asa refdyanan Fmum Sekretariat Daerah DA Dana Alokasi

Kantor yang Disediakan

TUBABA

Umum




Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Persenyase
Pemeliharaan Barang

Persenyase
Pemeliharaan Barang

Sekretariat Daerah

569.520.000,00

Dana Alokasi

11i 1li Persentase
01 01 2.09 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Milik Daerah Milik Daerah TUBABA Umum
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Tersed.lanya Jasa} Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya .
Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Kend P J Kendaraan Dinas Jabatan Sekretariat Daerah Unit 48.500.000,00 Dana Alokasi
01 01 2.09 01 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau endaraan Perorangan ang Dipelihara dan TUBABA Umum
Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan YA gbip )
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya . . T .

o1 o1 209 02 Pemeliharaan, Pemgllharaan, Pajak dzfm yang Dipelihara dan Sekretariat Daerah Unit 463.150.000,00 Dana Alokasi
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan TUBABA Umum
atau Lapangan Operasional atau Lapangan Perizinannya

Terlaksananya Jumlah Peralatan dan Mesin
01 01 2.09 06 P lih Peral d Mesin Lai Pemeliharaan Peralatan Lai Dinelih Sekretariat Daerah Unit 57.870.000,00 Dana Alokasi
. emeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Mesin lainnya ainnya yang Dipelihara TUBABA Umum
Persentase Persentase
Administrasi Administrasi
Administrasi Keuangan dan Operasional Keuangan dan Keuangan dan Sekretariat Daerah Persentase 591.854.478,00 Dana Alokasi
01 01 2.11 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Operasional Operasional TUBABA Umum
Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
. B Jumlah Orang yang
Tersedianya Gaji dan Menerima Gaii dan org/Bl
. ! )i I n
01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Tunjangan Kepala Daerah Tunjangan Kepala Daerah Sekretariat Daerah 528.854.478,00 Dana Alokasi
Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . TUBABA Umum
dan Wakil Kepala Daerah
. . i Jumlah Paket Pakaian Dinas
Tersedianya Pakaian Dinas X
dan Atribut Kelenek dan Atribut Kelengkapan
an Atribut Kelengkapan
P di Pakaian Di dan Atribut Kelengk: gkap : Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Daerah Paket 38.000.000,00 Dana Alokasi
01 01 2.11 02 enyediaan Fakaian Uinas dan Atribut selengkapan Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah

Kepala Daerah yang
Disediakan

TUBABA

Umum




Terlaksananya Medical

Jumlah Orang yang
Mengikuti Medical Check Up

o1 | o1 | 2.11 | o3 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Check Up Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan Wakil Sekretariat Daerah Orang 25.000.000,00 Dana Alokasi
Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah TUBABA Umum
Kepala Daerah
Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat PersentaseFasilitasi PersentaseFasilitasi Sekretariat Daerah 958.502.350,00 Dana Alokasi
01 01 2.12 Daerah Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan TUBABA Persentase Umum
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
Tersedianya Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Kepala i Paket 648.392.600,00 i
01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Y g8 P Y g8 . p Sekretariat Daerah 2 ’ Dana Alokasi
Daerah Daerah Daerah yang Disediakan TUBABA Umum
Terlaksananya Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan
Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Tangga Sekretariat i Paket . . i
01 01 2.12 03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat g8 g8 Sekretariat Daerah 810.109.750,00 Dana Alokasi
Daerah Sekretariat Daerah Daerah yang Disediakan TUBABA Umum
L. Persentase Pelaksanaan | Persentase Pelaksanaan Sekretariat Daerah Persentase 444.560.000,00 Dana Alokasi
01 01 2.13 Penataan Organisasi Penataan Organisasi Penataan Organisasi TUBABA Umum
Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen
Kelembagaan dan Analisis Pengelolaan Kelembagaan ; Dok 85.820.000,00 i
01 01 2.13 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan & & . g Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Jabatan dan Analisis Jabatan TUBABA Umum
Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil
Pelayanan Publik dan Tata Fasilitasi Pelayanan Publik i Laporan 211.760.000,00 i
01 01 2.13 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Y Y Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Laksana dan Tata Laksana TUBABA Umum
Terlaksananya Peningkatan Jumlah Dokumen
Kinerja dan Reformasi Peningkatan Kinerja dan ; Dok 61.760.000,00 ;
01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi i ! X & . J_ Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Birokrasi Reformasi Birokrasi TUBABA Umum
Terlaksananya Koordinasi Jumlah Dokumen Koordinasi Dok
o)
dan Penyusunan Laporan dan Penyusunan Laporan i 85.220.000,00 i
01 01 2.13 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja . v i P . v . P Sekretariat Daerah 22 ’ Dana Alokasi
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah TUBABA Umum
Persentase Persentase
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pelaksanaan Protokol Pelaksanaan Protokol Sekretariat Daerah 1.238.930.000,00 Dana Alokasi
01 01 2.14 Persentase
TUBABA Umum

Pimpinan

dan Komunikasi
Pimpinan

dan Komunikasi
Pimpinan




Terlaksananya Fasilitasi

Jumlah Laporan Hasil

e s e Sekretariat Daerah Laporan 593.330.000,00 Dana Alokasi
01 01 2.14 01 | Fasilitasi Keprotokolan Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan TUBABA Umum
o Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya Fasilitasi Fasilitasi Komunikasi Laporan 381.560.000,00
01 01 2.14 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Komunikasi Pimpinan . Sekretariat Daerah ’ ’ ’ Dana Alokasi
P|mp|nan TUBABA Umum
Terlaksananya Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas Pendokumentasian Tugas i Laporan 264.040.000,00 i
01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan L & L & Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Pimpinan Pimpinan TUBABA Umum
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Persentase Serapan Sekretariat Daerah 5.170.690.000,00 Dana Alokasi
o1 | 02 Anggaran TUBABA Persentase Umum
KESEJAHTERAAN RAKYAT :4:4
Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan
e A A Administrasi Tata Administrasi Tata Sekretariat Daerah p 621.320.000,00 Dana Alokasi
01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan Pemerintahan Pemerintahan TUBABA ersentase Umum
Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Penataan Penat Administrasi Dok 190.000.000.00
enataan Administrasi i . . , i
01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan Administrasi Pemerintahan . Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Pemerintahan TUBABA Umum
Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Pengelolaan Pengelolaan Administrasi Dok 141.320.000,00
01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Administrasi Kewilayahan gelotaa Sekretariat Daerah oI Dana Alokasi
Kew”ayahan TUBABA Umum
Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Otonomi Fasilitasi Pelaksanaan ; Dok 290.000.000,00 i
01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah i Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Daerah Otonomi Daerah TUBABA Umum
Persentase Persentase Sekretariat Daerah 3.882.200.000,00 Dana Alokasi
01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan TUBABA Persentase Umum
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil
Pengelolaan Bina Mental Fasilitasi Pengelolaan Bina i Dok 1.843.920.000,00 i
01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual . g . & Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Spiritual Mental Spiritual TUBABA Umum
Terlaksananya Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil Dok
.. . . : 0 ;
01 02 | 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Evaluasi, dan Capaian Kinerja | Kebijakan, Evaluasi, dan Sekretariat Daerah 1.753.420.000,00 Darllja Alokasi
mum

Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Terkait Kesejahteraan Sosial

Capaian Kinerja Terkait

TUBABA




yang Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB

Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB

Terlaksananya Kebijakan,
Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan
Masyarakat yang Meliputi

Jumlah Dokumen Hasil
Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait
Kesejahteraan Masyarakat

o1 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Urusan Kepemudaan dan yang Meliputi Urusan Sekretariat Daerah Dok 284.860.000,00 Dana Alokasi
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Olahraga, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, TUBABA Umum
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan,
Perpustakaan, Kearsipan, Kebudayaan, Perpustakaan,
Trantibum Linmas Kearsipan, Trantibum Linmas
Persentase Persentase
- . A . Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi Sekretariat Daerah p 667.170.000,00 Dana Alokasi
01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dan Koordinasi Hukum dan Koordinasi Hukum TUBABA ersentase Umum
Terfasilitasinya Penyusunan Jumlah Produk Hukum Dok 125.579.000.00
01 02 | 2.03 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Produk Hukum Daerah Daerah yang Disusun Sekretariat Daerah oo Dana Alokasi
TUBABA Umum
o Jumlah Kasus yang
Terlaksananya Fasilitasi Mendapatkan Fasilitasi Kasus 404.979.000.00
ilitasi ; . ) , .
01 02 2.03 02 Bantuan Hukum P Sekre’It%rl'laitB]iaerah Dar[l? Alokasi
Fasilitasi Bantuan Hukum Bantuan Hukum mum
Terlaksananya
A Jumlah Produk Hukum dan
Pendokumentasian Produk p ol Inf ) Dok 136.612.000.00
engelolaan Informasi i 612, i
01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Hukum dan Pengelolaan g ) ] Sekretariat Daerah ’ Dana Alokasi
Informasi Hukum ) Hukum yang Didokumentasi TUBABA Umum
Informasi Hukum
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Persentase Serapan Sekretariat Daerah 1.427.000.000,00 Dana Alokasi
01 03 Persentase

PEMBANGUNAN

Anggaran

TUBABA

Umum




Persentase Persentase
. . Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan Sekretariat Daerah p 274.560.000,00 Dana Alokasi
01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Perekonomian Perekonomian TUBABA ersentase Umum
Terlaksananya Koordinasi, Jumlah Dokumen Hasil
Sinkronisasi, Monitoring dan Koordinasi, Sinkronisasi,
o1 03 201 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Evaluasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Sekretariat Daerah Dok 81.060.000,00 Dana Alokasi
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Pengelolaan BUMD dan Kebijakan Pengelolaan TUBABA Umum
BLUD BUMD dan BLUD
. Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya Pengendalian p dalian dan Distribusi Laporan 94.250.000.00
engendalian dan Distribusi i .250. i
01 03 2.01 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Distribusi Perekonomian & ) Sekretariat Daerah ’ Dana Alokasi
Perekonomian TUBABA Umum
Terlaksananya Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil
dan Pengawasan Ekonomi Perencanaan dan D
o i ok 99.250.000,00 i
01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Mikro Kecil Pengawasan Ekonomi Mikro Sekretariat Daerah ) Dana Alokasi
. TUBABA Umum
Kecil :
Kecil
Persentase Persentase
Pelaksanaan Pelaksanaan
as . s . i 222.680.000,00 i
01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Administrasi Administrasi Sekre’lt%rliazXBDAaerah Persentase Darijar: lokasi
um
Pembangunan Pembangunan
o Jumlah Dokumen Hasil
Terlaksananya Fasilitasi o
Fasilitasi Penyusunan
o1 los | 202 |o1 Penyusunan Program o Pemb Sekretariat Daerah Dok 55.785.000,00 |  Dana Alokasi
. Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Pembangunan rogram Fembangunan TUBABA Umum
Daerah
Terlaksananya Pengendalian Jumlah Laporan Hasil
dan Evaluasi Program Pengendalian dan Evaluasi i Laporan 98.780.000,00 i
01 03 2.02 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan & & Sekretariat Daerah Dana Alokasi
Pembangunan Program Pembangunan TUBABA Umum
Jumlah Laporan Hasil
Terlaksananya Pengelolaan K
i Pengelolaan Evaluasi dan L
o1 03 5.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Evaluasi dan Pelaporan Pelaporan Pelaksanaan Sekretariat Daerah aporan 68.115.000,00 Dana Alokasi
Pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pembangunan TUBABA Umum
Pembangunan
Persentase Pelaksanaan | Persentase Pelaksanaan Sekretariat Daerah 929.760.000,00 Dana Alokasi
01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase

Pengelolaan Pengadaan

Pengelolaan Pengadaan

TUBABA

Umum




Barang dan Jasa

Barang dan Jasa

Terkelolanya Pengadaan

Jumlah Dokumen Hasil

Pengelolaan Pengadaan Sekretariat Daerah Dok 125.040.000,00 Dana Alokasi
01 03 2.03 o1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Barang dan Jasa Barang dan Jasa TUBABA Umum
Jumlah Dokumen Hasil
Terkelolanya Layanan
o1 03 .03 02 d lek ik Layanan Pengadaan Secara Sekretariat Daerah Orang 454.720.000,00 Dana Alokasi
. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektroni Elektronik TUBABA Umum
. Jumlah Orang yang
Terlaksananya Pembinaan L K
dan Advokasi P d Mengikuti Pembinaan dan Dok 350.000.000.00
an okasi Pengadaan i .000. i
01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan v : g Advokasi Pengadaan Barang Sekre’;%r];eXBliaerah ’ Darllja Alokasi
mum

Jasa

Barang dan Jasa

dan Jasa




2.2 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Sampai Dengan

Triwulan II Tahnun 2024

Secara kelembagaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi
daerah yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat baik secara lansung maupun tidak lansung dan
melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati
kepada Camat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah di
Kecamatan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah diukur
berdasarkan pencapaian terhadap target capaian indikator kinerja
pada renstra. Pencapain kinerja pelayanan Sekretariat Daerah
tahun 2024 yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai nilai 50 % dari
target yang ditetapkan pada Renstra dan,

2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan
untuk tahun 2024 belum ada program kegiatan.

Dalam  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan,
Perangkat Daerah Sekretariat Daerah sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi yang merupakan upaya-upaya khusus untuk
melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan
sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah merupakan bagian integritas dalam proses
perencanaan Srategis Pemerintah. Dalam pencapaian kinerja
Sekretariat Daerah, ditetapkan 2 (dua) indikator yaitu :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat

2. Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan indikator di atas dirumuskan indikator sasaran
sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan  Masyarakat (IKM) dengan  sasaran
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Sekretariat
Daerah;

2. Tingkat Kepuasan Mayarakat dengan sasaran tingkat partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan.

Analisis capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah dapat

dilihat pada Table 2.2.1 dibawah ini:



Tabel 2.2.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
SEKRETARIAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN 2024

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

SPM/

TARGET REALISASI CATATAN
NO. INDIKATOR STANDAR | IKK PROYEKSI
NASIONAL OPD CAPAIAN ANALISIS
1 2 3 4 5 6 7 8

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

75,0

50

75,0

Persentase layanan urusan
pemerintahan umum

100

100

100

Persentase kegiatan dalam
pelayanan publik

100

100

100

Adapun hasil Evaluasi pelakasanaan Rencana Kerja (RENJA)

Perangkat Daerah

Sekretariat

sampai

dengan Triwulan 1I

dijabarkan dalam table 2.2.2 berikut ini:

Tahun

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

2024
dapat




URUSAN PEMERINTAHAN : FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH

TABEL 2.2.2
PENCAPAIJAN KINERJA ANGGARAN DAERAH
APBD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2024
TRIWULAN II (DUA) BULAN JANUARI s.d. JUNI 2024

TARGET
ANGGARAN KINERJA
(KELUARAN)
NO/KODE KEGIATAN PROGRAMKEGIATAN/SUB KEGIATAN TOTAL BELANJA OPERASI BELANJA MODAL KET
ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI ANGGARAN REALISASI RENC
% % REAL
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 19 20
Belanja Perangkat Daerah 30.240.204.405 19,638,709,590 64.94 29.838.754.405 19.345.664.590 64.83
’ 401,450,000 293,045,000 100 64.94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 23.642.514.405 | 17,190,528,047 | 72.71 | 23.241.064.405 | 16.897.483.047 | 72.70
PEMERINTAHAN DAERAH , 100 72.71
KABUPATEN/KOTA 401,450,000 293,045,000
1 Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi 217.240.000, 115,204,400 217.240.000,00 | 115,204,400 - - 100
66.15 66.15 66.15
Kinerja Perangkat Daerah
01 01 33.100.000, 27.565.400 33.100.000,00 27.565.400 - - 100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 83.28 83.08 83.28
01 01 2.01 47.000.000, 28.500.000 47.000.000,00 28.500.000 - - 100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 60.64 60.64 60.64
o1 o1 201 o1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- 29.100.000, 15.100.000 29.100.000,00 15.100.000 - 100
SKPD 51.89 51.89 51.89
01 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD 43.100.000, 15.964.000 43.100.000,00 15.964.000 - 100
37.04 37.04 37.04




01 01 201 03 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 33.098.500, 28.975.000 33.098.500,00 28.975.000 - 100
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 87.54 87.54 87.54
01 01 201 04 Evaluasi Kineria P at D b 31.841.500, 27.600.000 31.841.500,00 27.600.000 - - 100
valuasi Kinerja Perangkat Daera 26.68 86.68 86.68
01 01 2.01 06 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.849.139.927 7,422,618,296 10.849.139.927 7,422,618,296 - 100
68.42 68.42 68.42
1 1 2 7 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.447.199.927 7.147.078.296 10.447.199.927, 7.147.078.296
68.41 00 68.41 68.41
1 1 2 372.000.000, 245.600.000 372.000.000,00 245.600.000 - - 100
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi 66.02 66.02 66.02
Keuangan SKPD
01 01 2.02 01 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 29.940.000 29.940.000,00 29.940.000,00 29.940.000,00 - - 100
Tahun SKPD 100.00 100.00 100.00
01 01 2.02 03 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.602.807.650 1,404,781,400 1.201.357.650 1.111.736.400 92.54 - 100
87.65 87.65
01 01 2.02 05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 85.000.000 85.000.000,00 85.000.000,00 85.000.000,00 - 100
Bangunan Kantor 100.00 100.00 100.00
1 1 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 501.580.150 393.175.000 100.130.000 99.9 100
78.39 100,130,150 78.39
401,450,000 293,045,000
01 01 2.06 01 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.000.000 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 - 100
100.00 100.00 100.00
01 01 2.06 02 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 665.390.000 641.850.000 665.390.000,00 641.850.000 - 100
96.46 96.46 96.46
01 01 2.06 03 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 141.139.500 141.130.000 141.139.500,00 141.130.000 100
99.99 99.99 99.99
01 01 2.06 04 134.698.000 68.626.400 134.698.000,00 68.626.400 100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 50.95 50.95 50.95
01 01 2.06 05 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 7.169.960.000 5,492,979,051 7.169.960.000 5,492,979,051 100
76.61 76.61 76.61

Pemerintahan Daerah




01 01 2.06 09 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 612.500.000 448.199.684 612.500.000,00 448.199.684 100
Listrik 73.18 73.18 73.18
01 01 2.07 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 218.000.000 218.000.000 218.000.000,00 218.000.000 100
Kantor 100.00 100.00 100.00
01 01 2.07 01 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6.339.460.000 4.826.779.367 6.339.460.000,0 4.826.779.367 100
76.14 0 76.14 76.14
01 01 2.08 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 569.520.000 569,520,000 569.520.000,00 | 569,520,000 100
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.00 100.00 100.00
01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan 48.500.000 48.500.000,00 48.500.000,00 48.500.000,00 100
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 100.00 100.00 100.00
Dinas Jabatan
01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, 463.150.000 463.150.000,00 463.150.000,00 463.150.000,00 100
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau 100.00 100.00 100.00
Lapangan
01 01 2.08 04 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 57.870.000 57.870.000,00 57.870.000,00 57.870.000,00 100
100.00 100.00 100.00
01 01 2.09 Administrasi Keuangan dan Operasional 591.854.478 244,000,000 591.854.478,00 244,000,000 100
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 41.23 41.23 41.23
01 01 2.09 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil 528.854.478 244.000.000 528.854.478,00 244.000.000 100
Kepala Daerah 46.14 46.14 46.14
L L 21 2 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan 38.000.000 38.000.000,00 100
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - - h
o1 o1 209 06 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil 25.000.000 25.000.000,00 100
Kepala Daerah - - -
01 01 2.1 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 958.502.350 951,400,000 958.502.350,00 | 951,400,000 100
99.26 99.26 99.26
01 01 2.1 01 648.392.600 646.300.000 648.392.600,00 646.300.000 100
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 99.68 99.68 99.68
01 01 2.1 02 310.109.750 305.100.000 310.109.750,00 305.100.000 100
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah 98.38 98.38 08.38
01 01 211 03 Penataan Organisasi 444.560.000 232,144,900 444.560.000,00 | 232,144,900 100
52.22 52.22 52.22




01 01 2.12 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 85.820.000 44.480.000 85.820.000,00 44.480.000 100
51.83 51.83 51.83
01 01 212 01 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 211.760.000 125.798.400 211.760.000,00 125.798.400 100
59.41 59.41 59.41
01 01 2.12 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 61.760.000 61.760.000,00 100
1 1 2 85.220.000 61.866.500 85.220.000,00 61.866.500 100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 72.60 72.60 72.60
Daerah
01 01 213 01 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 1.238.930.000 757,880,000 1.238.930.000 757,880,000 100
61.17 61.17 61.17
01 01 213 02 Fasilitasi Keprotokolan 593.330.000 335.760.000 593.330.000,00 335.760.000 100
56.59 56.59 56.59
01 01 213 03 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 381.560.000 223.060.000 381.560.000,00 223.060.000 100
58.46 58.46 58.46
01 01 213 05 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 264.040.000 199.060.000 264.040.000,00 199.060.000 100
75.39 75.39 75.39
01 01 2.14 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN 5.170.690.000, 1,513,191,215 5.170.690.000, 1,513,191,215 100
KESEJAHTERAAN RAKYAT 00 29.26 | 00 29.26 29.26
01 01 214 01 Administrasi Tata Pemerintahan 621.320.000,00 263,555,140 621.320.000,00 263,555,140 100
42.42 42.42 42.42
01 01 2.14 02 Penataan Administrasi Pemerintahan 190.000.000,00 97334640 190.000.000,00 97334640 100
51.23 51.23 51.23
01 01 2.14 03 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 141.320.000,00 49554000 141.320.000,00 49554000 100
35.07 35.07 35.07
01 02 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 290.000.000,00 116666500 290.000.000,00 116666500 100
40.23 40.23 40.23
1 2 2 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 3.882.200.000 800,165,945 3.882.200.000, 800,165,945 100
20.61 00 20.61 20.61
01 02 2.01 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 1.843.920.000 698195945 1.843.920.000,0 698195945 100
37.86 0 37.86 37.86




01 02 2.01 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 1.753.420.000 30620000 1.753.420.000,0 30620000 100
Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 175 0 1.75 1.75
01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian 284.860.000 71350000 284.860.000,00 71350000 100
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 25.05 25.05 25.05
01 02 2.02 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 667.170.000 449,470,130 667.170.000,00 | 449,470,130 100
67.37 67.37 67.37
01 02 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 125.579.000 78121000 125.579.000,00 78121000 100
62.21 62.21 62.21
01 02 2.02 02 Fasilitasi Bantuan Hukum 404.979.000 289305000 404.979.000,00 289305000 100
71.44 71.44 71.44
01 02 2.02 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan 136.612.000 82044130 136.612.000,00 82044130 100
Informasi Hukum 60.06 60.06 60.06
1 2 2 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN 1.427.000.000 934,990,328 1.427.000.000, 934,990,328 100
PEMBANGUNAN 65.52 00 65.52 65.52
01 02 2.03 01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 274.560.000 234,447,988 274.560.000,00 | 234,447,988 100
85.39 85.39 85.39
o1 02 2.03 02 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi 81.060.000 66757500 81.060.000,00 66757500 100
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD 82.36 82.36 82.36
01 02 2.03 03 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 94.250.000 82380488 94.250.000,00 82380488 100
87.41 87.41 87.41
01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 99.250.000 85310000 99.250.000,00 85310000 100
85.95 85.95 85.95
1 3 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 222.680.000 154,440,000 222.680.000 154,440,000 100
69.36 69.36 69.36
01 03 2.01 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 55.785.000, 43010000 55.785.000,00 43010000 100 77.10
77.10 77.10
01 03 2.01 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 98.780.000 58377000 98.780.000,00 58377000 100
59.10 59.10 59.10
01 03 201 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan 68.115.000 53053000 68.115.000,00 53053000 100
77.89 77.89 77.89

Pembangunan




1 3 2 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 929.760.000 546,102,340 929.760.000,00 546,102,340 100
58.74 58.74 58.74

01 03 2.02 01 125.040.000 87.670.000 125.040.000,00 87.670.000 100
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 70.11 70.11 70.11

01 03 2.02 02 454.720.000 240.922.340 454.720.000,00 240.922.340 100
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 52.98 52.98 52.98

01 03 2.02 03 350.000.000 217.510.000 350.000.000,00 217.510.000 100
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 62.15 62.15 62.15
30.240.204.405 19,638,709,590 64.94 29.838.754.405 19.345.664.590 64.83 401,450,000 293,045,000 100 64.94

Jumlah Belanja Perangkat Daerah




2.3

Evaluasi Rencana Awal Program Kegiatan

Secara umum Recana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun
2024 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap
memperhatikan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan Visi
RPD yaitu “TULANG BAWANG BARAT KABUPATEN AGRARIS YANG
MAKMUR DAN SEJAHTERA”.

Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari
hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak
terhadap capian yang telah ditetapkan di dalam Renstra Perangkat
Daerah, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan
masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan
pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan
Renstra Sekretariat Daerah yang mengacu kepada RPD Kabupaten
Kabupaten Tulang Bawang Barat 2024-2026. Pelaksanaan Renja
Tahun 2024 Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II perlu
diadakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan
program kegiatan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, juga
untuk mengetahui seberapa hasil pencapaian pelaksanaan program
kegiatan yang ditetapkan dalam Renja terhadap Renstra 2024 -
2026 berdasarkan realisasi pelaksannaan Renja Sekretariat Daerah
Tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai
dengan Triwulan II tahun 2024 sebagaimana telah diuraikan pada
sub bab 2.2.2 diatas, maka kegiatan pada Sekretariat Daerah telah
mencapai Target

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam
penyusunan rencana Kkerja perubahan Sekretariat Daerah Tahun
2024. Dalam  proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian
berdasarkan kebutuhan OPD dan melihat kondisi yang
berkembang dalam masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah
untuk pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan pada
masyarakat, pemberdayaan masyarakat, percepatan pembangunan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, diperlukan aparatur
yang sehat, cerdas, terampil, bertanggung jawab, inovatif dan
kapabel. Artinya bahwa aparatur yang ada harus mampu
mengimplementasikan tugas dan fungsinya masing-masing dalam
kerangka peningkatan prinsip-prinsip clean government dan

goodgovernance.



2.4

Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhinya Atau

Melebihi Target Kinerja Program kegiatan

Realisasi  Capaian  Indikator Kinerja ~ Utama dan
Program/Kegiatan Tahun 2024 masih dalam Proses berjalannya
Tahun Anggaran. Apabila melihat hasil realisasi Anggaran secara
keseluruhan Sekretariat Daerah berada di 64,94% sampai dengan
triwulan II tahun 2024. Dinilai secara besaran serapan anggaran,
Sekretariat Daerah sudah memenuhi target.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah
diantaranya adalah:

1. Pada dasarnya capaian kinerja kegiatan Sekretariat Daerah telah
mencapai target yang telah ditentukan, namun masih perlu
didukung dengan kelengkapan administrasi, hal ini disebabkan
karena kurang tepatnya dalam perencanaan sehingga

berpengaruh pada penyerapan anggaran.

2. Belum optimalnya peran Aparatur dalam menjalankan tugas dan

fungsinya.

3. Belum optimalnya pengembangan kapasitas Sumber Daya
Aparatur.

4. Belum optimalnya dalam memanfaatkan potensi SDA.

5. Masih kurangnya sarana dan prasarana.

6. Terkendalanya penyediaan anggaran pada BKAD akibat

terlambatnya transper anggaran dari pusat.



3.1

BAB III
RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Rekapitulasi Program Kegiatan Perubahan

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan

Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun

anggaran 2024 sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang

tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka tidak perlu dilakukan

penggeseran output kegiatan, penambahan atau pengurangan target

kinerja, tetapi terdapat penambahan pagu indikatif, yang mengalami

perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Adapun perubahan anggaran program kegiatan maupun sub

kegiatan pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1.

Untuk tahun 2024 Sekretariat Daerah mengampu 3 program, 16
kegiatan, dan 52 sub kegiatan.

Total jumlah anggaran semula Rp. 30.240.204.405,- menjadi Rp.
34.292.109.511,- atau Turun sebesar 1.13 %

. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah pagu awal Rp.217,240,000 terjadi penurunan
menjadi Rp.194,340,000

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN dan sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pagu awal Rp.
10,849,139,927 - menjadi Rp. 11,446,223,566.-

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pagu awal Rp.
1,602,807,650 menjadi Rp. 2,147,095,750.-

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
pagu Pemerintah Daerah Rp. 610,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah, pagu awal Rp. 7,169,960,000.- menjadi Rp.
8,706,077,000.-

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah pagu awal Rp. 569,520,000.- manjadi Rp.
929,130,000.-

. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah pagu awal Rp. 591,854,478.-
terjadi penurunan manjadi Rp. 438,000,000.-



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah pagu
awal Rp. 958,502,350 terjadi penurunan menjadi Rp.
1,268,487,250

Kegiatan Penataan Organisasi pagu tetap sebesar Rp.
444,560,000.-

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Pagu awal sebesar Rp. 1,238,930,000.- menjadi Rp.
1,338,930,000

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Pagu tetap sebesar
Rp. 621,320,000.-

Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pagu awal Rp.
3,872,200,000 menjadi Rp. 3,883,775,945

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pagu awal Rp.
667,170,000 menjadi Rp. 757,170,000

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian pagu awal
Rp. 274,560,000 menjadi Rp. 354,560,000

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan pagu awal
Rp. 222,680,000 tidak mengalami kenaikan

Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pagu awal

Rp. 929,760,000 tidak mengalami kenaikan

3.2 Uraian perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program dan kegiatan yang mengalami perubahan disebabkan

karena :

1. Program dan/atau kegiatan sebagai akibat adanya penyesuaian

target indikatif dan kebutuhan-kebutuhan yang timbul dan

belum tertampung dalam Renja Tahun 2024.

2. Adanya perubahan situasi dan kondisi yang terjadi selama

tahun berjalan sehingga membutuhkan penyesuaian guna

mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, perubahan

rincian obyek belanja.

Adapun rincian perubahan/penggesaran anggaran Sekretariat

Daerah Kabupaten Tulang Bawang dapat dilihat dari tabel di bawah

ini :






Tabel 3.2.1
REKAPITULASI PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jumlah Bertambah/
. : . : Sumber .
Kode Uraian Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Dana Lokasi Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Berkurang)
Belanja Belanja Belanja Belanja
Operasi Modal Operasi Modal
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH
DAERAH
1 SEKRETARIAT DAERAH 29,828,754,405 | 411,450,000 33,225,659,511 1,066,450,000 4.051.905.106
01 | 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN,/KOTA 23,241,064,405 | 401,450,000 26,466,393,566 | 1,056,450,000 3.880.329.161
01 | 01 | 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan
Kinerja Perangkat Daerah Program Penunjang Program Penunjang DAU TUBABA 217,240,000 0 194,340,000 0 (22.900.000)
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah
Daerah Daerah
01 | 01 | 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen
Daerah Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat DAU TUBABA | 33,100,000 0 37,600,000 0 4.500.000
Daerah Daerah
01 | 01 | 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Tersedianya Dokumen RKA- Jumlah Dokumen RKA-SKPD
SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi
. X TUBABA 47,000,000 0 32,000,000 0 (15.000.000)
Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen RKA- DAU
Dokumen RKASKPD SKPD
01 | 01 | 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan Tersedianya Dokumen Jumlah Dokumen Perubahan
RKA- SKPD Perubahan RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi Penyusunan DAU TUBABA | 29,100,000 0 29,100,000 0 0
Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan RKA-
Perubahan RKA-SKPD SKPD
01 | 01 | 2.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Tersedianya Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-SKPD
. . N TUBABA | 43,100,000 0 25,700,000 0 (17.400.000)
SKPD dan Laporan Hasil dan Laporan Hasil Koordinasi DAU
Koordinasi Penyusunan Penyusunan Dokumen DPA-




Dokumen DPASKPD

SKPD

01 | 01 | 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja . Jumlah Laporan Capaian
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi o
o Kinerja SKPD dan Laporan
Kinerja SKPD dan Laporan ) .
] L Hasil Koordinasi Penyusunan TUBABA | 33,098,500 0 33,098,500 0 0
Hasil Koordinasi Penyusunan . . DAU
. L Laporan Capaian Kinerja dan
Laporan Capaian Kinerja dan . e
. L Ikhtisar Realisasi Kinerja
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
SKPD
1 1 2 7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Evaluasi i
o Y Jumlah Dokumen Evaluasi TUBABA | 31,841,500 0 36,841,500 0 5.000.000
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah DAU
1 1 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah P Pelak Persentase Pelaksanaan
ersentase Pelaksanaan Program Penunja TUBABA | 10,849,139,927 | O 11,446,223,566 | O 597.083.639
PN . g jang
Administrasi Keuangan A .
P kat D h Administrasi Keuangan
erangka aera Perangkat Daerah
01 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya Gaji dan .
Y ) Jang : Jumlah Gaji dan TUBABA | 10,447,199,927 | 0 11,036,383,566 | O 589.183.639
Tunjangan ASN Tunjangan yang DAU
terbayarkan
01 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi | Terlaksananya
Keuangan SKPD Penatausahaan dan Jumlah Pelaksanaan
PengujianVerifikasi Penatausahaan dan DAU TUBABA | 372,000,000 0 372,000,000 0 0
K SKPD Pengujian/Verifikasi
euangan Keuangan SKPD
01 | 01 | 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir | Tersedianya Laporan
Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
; oo Jumlah Koordinasi dan
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan AU TUBABA | 29,940,000 0 37,840,000 0 7.900.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
Keuangan Akhir Tahun SKPD SKPD
1 1 2 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan TUBABA | 1.201,357.650 401,450,000 | 1,700,645.750 446,450,000 544.288.100
PAdministrasi Umum PAdministrasi Umum DAU i ? ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
01 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi T di K Jumlah Paket Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor erse IETn){a .omponen Instalasi Listrik/Penerangan
Instalasi Listrik/Penerangan B ¢ TUBABA | 85,000,000 0 110,000,000 0 25.000.000
Bangunan Kanto angunan Kantor yang DAU
Disediakan
01 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) Jumlah Paket Peralatan dan TUBABA | 100,130,150 401,450,000 145,188,250 446,450,000 90.058.100
Tersedianya Peralatan dan DAU

Perlengkapan Kantor yang




Perlengkapan Kantor

Disediakan

01 | 01 | 2.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga . Jumlah Paket Peralatan
Tersedianya Peralatan
Rumah Tangga yang TUBABA | 75,000,000 125,000,000 0 50.000.000
Rumah Tangga o DAU
Disediakan
01 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik
. TUBABA | 665,390,000 940,390,000 0 275.000.000
Kantor Kantor yang Disediakan DAU
01 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ) Jumlah Paket Barang
Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan TUBABA 141,139,500 219,639,500 0 78.500.000
Cetakan dan Penggandaan DAU
yang Disediakan
01 01 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Terlaksananya Jumlah Laporan DAU
SKPD Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
. ) . o . TUBABA | 134,698,000 160,428,000 0 25.730.000
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
01l | 01 | 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan DAU
Pemerintah Daerah Pengadaan Ba::ang Milik Pengadaan Bal:ang Milik TUBABA | 0 0 610,000,000 610.000.000
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
01 01 | 2.07 01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Tersedianya Kendaraan Jumlah Kendaraan DAU
Kendaraan Dinas Jabatan Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas atau TUBABA | O 0 610,000,000 610.000.000
Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan
yang di adakan.
01 | 01 | 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PersentasePenyediaan DAU
Pemerintahan Daerah PersentasePenyediaan Jasa Penunjang TUBABA | 7,169,960,000 8,706,077,000 | O 1.536.117.000
Jasa Penunjang Urusan .
. Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
01 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan . Jumlah Laporan Penyediaan DAU
Listrik Tersedianya Jasa -
Lo Jasa Komunikasi, Sumber
Komunikasi, Sumber Daya X L TUBABA | 612,500,000 828,625,000 0 216.125.000
. s Daya Air dan Listrik yang
Air dan Listrik
Disediakan
01 | 01 | 2.08 03 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan DAU
Tersedianya Jasa Peralatan Jasa Peralatan dan
TUBABA | 218,000,000 470,900,000 0 252.900.000

dan Perlengkapan Kantor

Perlengkapan Kantor yang
Disediakan




01 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ) Jumlah Laporan Penyediaan | DAU
Tersedianya Jasa Pelayanan
Jasa Pelayanan Umum TUBABA | 6,339,460,000 7,406,552,000 1.067.092.000
Umum Kantor
Kantor yang Disediakan
01 | 01 | 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persenyase Persenyase DAU
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Barang TUBABA | 569,520,000 929,130,000 359.610.000
Milik Daerah Milik Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
01 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan DAU
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Pemeliharaan, Biaya .
Kendaraan Dinas Jabatan Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan TUBABA | 48,500,000 150,500,000 102.000.000
Kendaraan Perorangan o
Dinas atau Kendaraan yang Dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya
1 1 2.1 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Tersedianya Jasa Jumlah Kendaraan Dinas DAU
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
atau Lapangan Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan TUBABA | 463,150,000 662,950,000 199.800.000
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan | perizinannya
01 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terlaksananya . DAU
. Jumlah Peralatan dan Mesin
Pemeliharaan Peralatan dan ) o TUBABA | 57,870,000 115,680,000 57.810.000
S Lainnya yang Dipelihara
Mesin lainnya
01 | 01 | 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Persentase Persentase DAU
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Administrasi Administrasi
Keuangan dan Keuangan dan TUBABA | 591,854,478 438,000,000 (153.854.478)
Operasional Operasional
Kepala Daerah dan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah
01 | 01 | 2.11 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan di i d Jumlah Orang yang DAU
Wakil Kepala Daerah Tersedianya Gaji dan Menerima Gaji dan
Tunjangan Kepala Daerah i TUBABA 528,854,478 400,000,000 (128.854.478)
. Tunjangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah .
dan Wakil Kepala Daerah
01 | 01 | 2.11 02 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan T di Pakaian Di Jumlah Paket Pakaian Dinas DAU
; ersedianya Pakaian Dinas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah v dan Atribut Kelengkapan TUBABA | 38,000,000 38,000,000 0

dan Atribut Kelengkapan
Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah yang




Kepala Daerah Disediakan
01 01 2.11 03 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Terlak Medical Check Jumlah Orangyang DAU
. erlaksananya Medical Chec
Wakil Kepala Daerah v . Mengikuti Medical Check Up
Up Kepala Daerah dan Wakil X TUBABA | 25,000,000 0 (25.000.000)
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
Kepala Daerah
01 | 01 | 2.12 Fasilitasi Kerumahta aan Sekretariat 13 s 13 : DAU
b h ngeg PersentaseFasilitasi PersentaseFasilitasi TUBABA | 958,502,350 1,268,487,250 309.984.900
aera Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan
Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah
01 01 2.12 01 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Tersedianya Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan DAU
Rumah Tangga Kepala Rumah Tangga Kepala TUBABA | 648,392,600 843,390,700 194.998.100
Daerah Daerah yang Disediakan
01 | 01 | 2.12 03 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Terlaksananya Penyediaan Jumlah Paket Kebutuhan DAU
Kebutuhan Rumah Tangga Rumah Tangga Sekretariat TUBABA | 310,109,750 425,096,550 114.986.800
Sekretariat Daerah Daerah yang Disediakan
1 1 2 Penataan Organisasi Persentase Pelaksanaan | Persentase Pelaksanaan | DAU TUBABA | 444,560,000 444,560,000 Y
Penataan Organisasi Penataan Organisasi
01 | 01 | 2.13 | 01 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Terlaksananya Pengelolaan Jumlah Dokumen DAU
Kelembagaan dan Analisis Pengelolaan Kelembagaan TUBABA | 85,820,000 85,820,000 0
Jabatan dan Analisis Jabatan
01 | 01 | 2.13 02 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil DAU
Pelayanan Publik dan Tata Fasilitasi Pelayanan Publik TUBABA | 211,760,000 211,760,000 0
Laksana dan Tata Laksana
01 | 01 | 2.13 03 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Terlaksananya Peningkatan Jumlah Dokumen DAU
Kinerja dan Reformasi Peningkatan Kinerja dan TUBABA | 61,760,000 61,760,000 0
Birokrasi Reformasi Birokrasi
01 | 01 | 2.13 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Terlaksananya Koordinasi dan | Jumlah Dokumen Koordinasi DAU
Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Kinerja dan Penyusunan Laporan TUBABA | 85,220,000 85,220,000 0
Pemerintah Daerah Kinerja Pemerintah Daerah
0l | 01 | 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Persentase Persentase DAU
Pelaksanaan Protokol Pelaksanaan Protokol TUBABA | 1,238,930,000 1,338,930,000 100.000.000

dan Komunikasi
Pimpinan

dan Komunikasi
Pimpinan




01 | 01 | 2.14 | 01 | Fasilitasi Keprotokolan Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Laporan Hasil DAU
L TUBABA 593,330,000 0 593,320,000 0 (10.000)
Keprotokolan Fasilitasi Keprotokolan
01 | 01 | 2.14 | 02 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan o Jumlah Laporan Hasil DAU
Terlaksananya Fasilitasi . L
L Fasilitasi Komunikasi TUBABA | 381,560,000 0 414,244,000 0 32.684.000
Komunikasi Pimpinan .
Pimpinan
01 01 2.14 03 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan Terlaksananya Jumlah Laporan DAU
Pendokumentasian Tugas Pendokumentasian Tugas TUBABA | 264,040,000 0 331,366,000 0 67.326.000
Pimpinan Pimpinan
01 | 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN DAU
KESEJAHTERAAN RAKYAT TUBABA | 5,160,690,000 10,000,000 5,252,265,945 10,000,000 91.575.945
1 2 2 Administrasi Tata Pemerintahan Persentase Pelaksanaan Persentase Pelaksanaan DAU
Administrasi Tata Administrasi Tata TUBABA | 621,320,000 o 621,320,000 ] 0]
Pemerintahan Pemerintahan
01 02 2.01 01 | Penataan Administrasi Pemerintahan Jumlah Dokumen Hasil DAU
Terlaksananya Penataan . i
. . i Penataan Administrasi TUBABA | 190,000,000 0 190,000,000 0 0
Administrasi Pemerintahan X
Pemerintahan
01 | 02 | 2.01 | 02 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan Jumlah Dokumen Hasil DAU
Terlaksananya Pengelolaan o X
o . . Pengelolaan Administrasi TUBABA | 141,320,000 0 141,320,000 0 0
Administrasi Kewilayahan R
Kewilayahan
01 | 02 | 2.01 03 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah o Jumlah Dokumen Hasil DAU
Terlaksananya Fasilitasi o
K Fasilitasi Pelaksanaan TUBABA | 290,000,000 0 290,000,000 0 0
Pelaksanaan Otonomi Daerah .
Otonomi Daerah
01 | 02 | 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat DAU
J J y Persentase Persentase TUBABA | 3,872,200,000 | 10,000,000 3,873,775,945 | 10,000,000 1.575.945
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan
Kesejahteraan Rakyat Kesejahteraan Rakyat
01 02 | 2.02 01 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Dokumen Hasil DAU
Pengelolaan Bina Mental Fasilitasi Pengelolaan Bina TUBABA | 1,833,920,000 10,000,000 1,870,495,945 10,000,000 36.575.945
Spiritual Mental Spiritual
01 02 2.02 02 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Terlaksananya Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil DAU
TUBABA | 1,753,420,000 0 1,853,420,000 0 100.000.000

Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial

Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Terkait




yang Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB

Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak,
Administrasi Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan KB

01 02 | 2.02 03 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Terlaksananya Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil DAU
Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Evaluasi, dan Capaian Kinerja | Kebijakan, Evaluasi, dan
Terkait Kesejahteraan Capaian Kinerja Terkait
Masyarakat yang Meliputi Kesejahteraan Masyarakat
Urusan Kepemudaan dan yang Meliputi Urusan TUBABA | 284,860,000 149,860,000 (135.000.000)
Olahraga, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga,
Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan,
Perpustakaan, Kearsipan, Kebudayaan, Perpustakaan,
Trantibum Linmas Kearsipan, Trantibum Linmas
1 2 2 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Persentase Persentase DAU
Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi TUBABA | 667,170,000 757,170,000 90.000.000
dan Koordinasi Hukum dan Koordinasi Hukum
01 | 02 | 2.08 | 01 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Terfasilitasinya Penyusunan Jumlah Produk Hukum DAU
i TUBABA 125,579,000 175,579,000 50.000.000
Produk Hukum Daerah Daerah yang Disusun
01 | 02 | 2.03 | 02 | Fasilitasi Bantuan Hukum o Jumlah Kasus yang DAU
Terlaksananya Fasilitasi .
Mendapatkan Fasilitasi TUBABA 404,979,000 444,979,000 40.000.000
Bantuan Hukum
Bantuan Hukum
01 | 02 | 2.03 03 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Terlaksananya Jumiah Produk Hukum d DAU
; umlah Produk Hukum dan
Informasi Hukum Pendokumentasian Produk .
Pengelolaan Informasi TUBABA 136,612,000 136,612,000 0
Hukum dan Pengelolaan ) .
. Hukum yang Didokumentasi
Informasi Hukum
o1 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN DAU TUBABA 1,427,000,000 1,507,000,000 80.000.000




1 3 2 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian Persentase Pelaksanaan | Persentase DAU
Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan TUBABA | 274,560,000 354,560,000 80.000.000
Perekonomian Perekonomian
01 | 03 | 2.01 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi . Jumlah Dokumen Hasil DAU
Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD Terlaksananya Koordinasi, Koordinasi. Sinkronisasi
Sinkronisasi, Monitoring dan Y !
) . Monitoring dan Evaluasi TUBABA 81,060,000 101,060,000 20.000.000
Evaluasi Kebijakan =
Kebijakan Pengelolaan
Pengelolaan BUMD dan BLUD
BUMD dan BLUD
01 | 03 | 2.01 | 02 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian . Jumlah Laporan Hasil DAU
Terlaksananya Pengendalian i o
L i i Pengendalian dan Distribusi TUBABA | 94,250,000 134,250,000 40.000.000
dan Distribusi Perekonomian )
Perekonomian
01 | 03 | 2.01 03 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Terlaksananya Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil DAU
i Perencanaan dan
dan Pengawasan Ekonomi o TUBABA | 99,250,000 119,250,000 20.000.000
Mikro Kecil Pengawasan Ekonomi Mikro
Kecil
1 3 2 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Persentase Pelaksanaan | Persentase DAU
Al ini i Pelak:
dministrasi elaksanaan TUBABA | 222,680,000 222,680,000 )
Pembangunan Administrasi
Pembangunan
01 | 03 | 2.02 01 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan o Jumlah Dokumen Hasil DAU
Terlaksananya Fasilitasi o
Fasilitasi Penyusunan
Penyusunan Program TUBABA | 55,785,000 55,785,000 0
Program Pembangunan
Pembangunan
Daerah
01 | 03 | 2.02 02 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Terlaksananya Pengendalian Jumlah Laporan Hasil DAU
dan Evaluasi Program Pengendalian dan Evaluasi TUBABA | 98,780,000 98,780,000 0
Pembangunan Program Pembangunan
01 | 03 | 2.02 03 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Terlak p ol Jumlah Laporan Hasil DAU
erlaksananya Pengelolaan
Pembangunan . v & Pengelolaan Evaluasi dan
Evaluasi dan Pelaporan TUBABA 68,115,000 68,115,000 0
Pelaporan Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan
Pembangunan
1 3 2 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Persentase Pelaksanaan | Persentase Pelaksanaan | DAU TUBABA | 929,760,000 929,760,000 0

Pengelolaan Pengadaan

Pengelolaan Pengadaan




Barang dan Jasa

Barang dan Jasa

01 | 03 | 2.03 01 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Jumlah Dokumen Hasil DAU
Terkelolanya Pengadaan
Pengelolaan Pengadaan TUBABA 125,040,000 125,040,000
Barang dan Jasa
Barang dan Jasa
01 | 03 | 2.03 02 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( Jumlah Dokumen Hasil DAU
Terkelolanya Layanan
. Layanan Pengadaan Secara TUBABA | 454,720,000 454,720,000
Pengadaan Secara Elektronik .
Elektronik
01 | 03 | 2.08 | 03 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa . Jumlah Orang yang DAU
Terlaksananya Pembinaan L .
( Mengikuti Pembinaan dan
TUBABA | 350,000,000 350,000,000

dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa

Advokasi Pengadaan Barang
dan Jasa




BAB IV
PENUTUP

Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat menjadi sangat penting dan harus
dilaksanakan sebagai langkah pengambilan kebijakan dalam
menangani persoalan-persoalan dalam bentuk rumusan isu-isu
penting terkait penyelenggaraan tugas, fungsi dan tanggung jawab
Pemerintah dalam bidang pemberdayaan, mengadopsi kebutuhan
masyarakat yang mengedepankan pembangunan  berbasis
masyarakat dan keberpihakan kepada masyarakat miskin sesuai
dengan ketersediaan anggaran yang telah ditetapkan.

Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2024 merupakan dokumen
perencanaan yang dipergunakan untuk :

a. Bahan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Tulang Bawang
Barat tahun anggaran 2024;

b. Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (RKA/DPA)
Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2024; dan

c. Acuan pelaksanaan program dan Kkegiatan bagi jajaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2024.

Rancangan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat tahun 2024 selain menjadi acuan
pelaksanaan kegiatan tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana
peningkatan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat, serta memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan keputusan rencana kebijakan dimasa
mendatang oleh jajaran pimpinan dan seluruh staf Sekretariat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang
lebih baik dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung

jawab di bidang perencanaan pengelolaan keuangan daerah.



BERITA ACARA HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN
TAHUN 2024

Pada hari ini : Tanggal bulan Agustus Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah
dilaksanakan pembahasan SKPD tentang pemetaan Program dan
Kegiatan dalam Renja Perubahan SKPD Sekretariat Daerah Tahun
2024. Dari Program dan Kegiatan tentang Klarifikasi, Kodefikasi,
Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan

dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara ini :

Panaragan, Agustus 2024
KEPALA BAGIAN KEPALA BAPPEDA
PERENCANAAN DAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
KEUANGAN SETDAKAB
TULANG BAWANG BARAT

BARMAWI, SE., MM Ir. YUDIANSYAH, S.P., M.Si
NIP. 19770810200902 1 003 NIP. 19740725 199903 1 004




RENJA PERUBAHAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
1/31/2025




[TULANG BAWANG BARAT|

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
31 Januari 2025



RENCANA KERJA PERUBAHAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2024

BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun
Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi dan usulan program serta kegiatan.

Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka
menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran
belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun
yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi,serta
mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional,
kebijakan Pemerintah Propinsi Lampung dan kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat serta mempertimbangkan hasil penjaringan
aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan
penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat
dan Renstra SKPD Badan Pendapatan Daerah, memuat kerangka pengelolaan
anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan

pelaporan keuangan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun



2024 yang memuat prioritas peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun
dengan maksud memberikan landasan dan pedoman bagi semua aparatur
daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat.

Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan
dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai
manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan
Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pajak dan retribusi daerah.

Oleh karena itu program — program kegiatan pajak dan retribusi daerah
yang tertuang dalam Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Kebijakan
Umum APBD (KUA - APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

Dokumen Rencana Kerja Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renja Perubahan SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2024 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian
program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan
acuan dalam melaksanakan kegiatan pajak dan retribusi daerah tahun 2024 di

Kabupaten Tulang Bawang Barat.



1.2

Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tulang Bawang Barat tahun 2024 didasarkan kepada :

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
PerencanaanPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);



10.

11.

12.

13.

19.

1.3

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK/01/2010 tentang
Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014;

Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja adalah sebagai panduan untuk
evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun anggaran murni
2024 dan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Perubahan Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah :

a. Sebagai acuan Badan Pendapatan Daerah dalam mengoperasionalkan

RKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sesuai dengan
tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi

pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan  Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 sebagai berikut:

BAB | PENDAHULUAN, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran

umum penyusunan rancangan Rencana Kerja SKPD yang meliputi Latar

Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika

Penulisan, sehingga substansi penyusunan Rencana Kerja dapat dipahami

dengan baik pada bab-bab selanjutnya;

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU, pada
bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1.

2.2.

2.3.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENSTRA SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun lalu (n-2) dan perkiraan
capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan
yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja SKPD
sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target
Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD, memuat kajian terhadap
capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang
sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah
No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas
dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
SKPD, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja
pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan
SKPD, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, dampak capaian visi
dan misi kepala daerah terhadap capaian program
nasional/internasional seperti SPM dan MDGs (Millenium
Development Goals), tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu
penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahunan yang direncanakan.



2.4,

2.5.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD, memuat
telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk membandingkan
antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan
kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang
dicapai oleh SKPD.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
MASYARAKAT, memuat kajian atas program dan kegiatan yang
diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan
jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku
kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta
kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan
tugas dan fungsi SKPD.

BAB Il TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN, pada bab ini
pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

3.1.

3.2.

3.3.

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL, memuat
telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
SKPD.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD, pada bagian ini, tujuan
dan sasaran Rencana Kerja SKPD didasarkan atas rumusan isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan
dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

PROGRAM DAN KEGIATAN, pada bagian ini, program dan
kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran
pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait
penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan
daerah.

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara

ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan, dan

rencana tindak lanjut.



BAB I

EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat memuat review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan
Rencana Program/Kegiatan tahun 2023. Penyusunan rencana program/kegiatan
tahun 2024 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2023, pencapaian
target Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah tahun 2023 — 2026 serta
realisasi APBD. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat, maka Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di
bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Untuk itu Renstra Badan
Pendapatan Daerah perlu dilakukan perubahan terhadap target pencapaian
kinerja. Begitu juga review atas pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada
Rencana Kerja tahun 2024 dan capaian target pada Renstra Badan Pengelola
Pajak dan Retribusi Daerah akan difokuskan pada pelaksanaan
program/kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan
Pendapatan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2024 diuraikan menurut
kegiatan dengan mengukur capaian indikator outputnya. Adapun target belanja
langsung Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2024 sebesar
Rp.5.224.257.245,-

Melalui fasilitasi pelaksanaan DPA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat tahun 2024 telah mendorong masyarakat dan swasta di
Kabupaten Tulang Bawang Barat, baik secara langsung maupun tidak langsung
berkontribusi terhadap pencapaian keberhasilan sasaran program maupun
kebijakan yang telah ditetapkan.



2.2  Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berisikan capaian
kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Indikator Kinerja
Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Pendapatan Daerah yaitu:
1. Optimalnya Penerimaan Pajak dan Retribusi daerah.

2. Jenis Pajak dan Retribusi Daerah.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 yaitu melaksanakan urusan Pemerintah
Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pegelolaan Pajak dan Retribusi
daerah adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya realisasi penerimaan pendapatan dari sektor pajak dan

retribusi daerah;

b. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, sistem
perencanaan, pendataan, penilaian, penetapan, penatausahaan,
pembinaaan, pengembangan, penagihan, sistem pengawasan
internal, evaluasi dan pengendalian pendapatan dari sektor pajak dan
retribusi daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja sasaran strategis dan
pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran Kkinerja sasaran strategis Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dilakukan
dengan menggunakan metode Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja
Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja
Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/1X/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.



Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Tahun 2023, pencapaian rata-rata indikator = outcome Badan
Pendapatan Daerah memperoleh nilai cukup baik. Hal tersebut dapat diartikan
bahwa dari keseluruhan realisasi outcome dari yang ditargetkan memenuhi

target secara maksimal.

Demikian pula pencapaian rata-rata indikator output Badan Pendapatan
Daerah memperoleh nilai cukup baik yaitu dapat diartikan bahwa dari
keseluruhan realisasi output dari yang ditargetkan memenuhi target secara
maksimal. Perencanaan yang baik serta adanya fungsi kontrol yang maksimal
dari pimpinan diikuti evaluasi yang baik oleh seluruh pegawai, maka pencapaian
kinerja yang maksimal dapat diraih.

Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan

Tahun 2023 Daerah dapat dilihat dari tercapainya target

pendapatan :
1 Tersedianya Olahan Data Dokumen 1 1 100

Penerimaan Pajak, PBB

Dan BPHTB
2 Meningkatnya Pelayanan Jenis Pajak 24 24 100
& Retribusi
Pajak Daerah, Retribusi Daerah
Daerah, PBB dan BPHTB
3 Tercapainya Target Rp 28.918.436.595,45,- 100,15 100,15

Pendapatan Daerah




Sasaran ini

dicapai

Pendapatan Daerah dengan Kegiatan sebagai berikut :

dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan

No.

Nama Kegiatan

Indikator
Keluaran

Satuan

Target

Anggaran
(Rp)

Pendataan dan
Pendaftaran Objek Pajak
Daerah

Pendataan,
pendaftaran
dan
penetapan
objek pajak
PBB-P2 dan
BPHTB

SPPT

9
kecamatan

275.000.000

Penetapan Wajib Pajak
Daerah

Pendaftaran
dan
penetapan
objek pajak
lama  dan
baru

SPPT

9
kecamatan

34.000.000,-

Pengolahan,Pemeliharaan,
dan pelaporan basis data
pajak daerah

Penyusunan
laporan
penerimaan
daerah

dokumen

39.500.000

Penagihan Pajak Daerah

Mendata
Dan
Menetapkan
Pajak
Daerah

Target
Pajak
Daerah

9 Jenis
Pajak

33.500.000




Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi

Terwujudnya kelancaran pelayanan Bulan 12 12 100
administrasi perkantoran
Terwujudnya kecepatan, kenyamanan | Bulan 12 12 100
keamanan kerja aparatur
Terwujudnya peningkatan disiplin Orang 25 25 100
Aparatur
Terwujudnya peningkatan kapasitas Orang 25 25 100
dan kinerja sumberdaya aparatur
Terwujudnya perencanaan dan Bulan 12 12 100
laporan yang akuntabel
Sasaran ini dicapai dengan Program Peningkatan dan Pengelolaan
Pendapatan Daerah dengan Kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
No. Kegiatan Indikator Satuan Target Anggaran
Rp
1 Peningkatan Terlaksananya Bulan 12 3.334.721.245
Pelayanan Pelayanan Kantor
Administrasi Dengan Baik
Perkantoran
2 Penyediaan Tersedianya Bulan 12 23.558.000
Peralatan Dan Peralatan Kerja
Perlengkapan Kantor Yang
Kantor Baik
3 Pemeliharaan Rutin | Terciptanya Unit 3 38.000.000
/Berkala Gedung Kondisi Kantor
Kantor Yang Baik
Pemeliharaan/Rutin | Terpeliharanya Unit 7 81.400.000
4 Berkala Kendaraan | Kondisi

Dinas/Operasional

Kendaraan Dinas
Dengan Baik




2.

Program Penyusunan Renja dan RKA SKPD :

Penyusunan
Renja Dan
RKA SKPD

Tersedia
nya
Dokumen
Renja Dan
RKA SKPD

Dokumen

5.000.000,-




Berdasarkan hasil analisis efisiensi program/kegiatan yang dilaksanakan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang barat dalam tahun anggaran 2023
menunjukkan bahwa beberapa program / kegiatan telah dilaksanakan secara
efisien, hal ini ditandai dengan adanya penghematan anggaran yang digunakan
dan pencapaian output yang sesuai dengan perencanaan atau pencapaian output
yang melebihi target.

Dalam tahun anggaran 2024 ini, Pendapatan asli Daerah Kabupaten
Tulang Bawang Barat dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar
Rp. 36.960.220.000,-

Belanja  Badan Pendapatan Daerah  tahun 2024  sebesar
Rp. 5.224.257.245,-.

Secara garis besar realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2024
sebagai berikut :

%

No Uraian Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Realisasi
Target Pajak dan
A. Retribusi Rp. 36.960.220.000,- Rp. 34.648.320.391,16 96,35

B. Belanja Langsung Rp. 5.224.257.245,- Rp. 5.036.112.972, 96,40

Anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai
program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2024
direncanakan sebesar sebesar Rp 5.224.257.245,- .



3.1

BAB Il

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global,
permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin
kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi,
fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya
isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan,
arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan
desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin
membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas
kelembagaan polittk dan kapasitas tata kelola pemerintahan
(governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya
sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak
pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang
memunculkan isu perubahan iklim (climatechange), ketegangan lintas-
batas antarnegara, percepatan penyebaranwabah penyakit, dan

terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya
tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini
menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah,
termasuk Kementerian Keuangan. Prospek kondisi ekonomi tahun 2015 -
2020 menunjukkan tanda positif sebagaimana terlihat pada tingkat
pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2020 yang mencapai 4,21%,
tingkat inflasi sampai dengan Oktober 2020 sebesar 2,99% dan indikator-
indikator ekonomi lainnya yang menunjukkan bahwa kondisi makro

ekonomi Indonesia relatif stabil.

Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk
diperbaiki membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat
mengoptimalkan ~ pendapatan negara dan  sekaligus  dapat



meningkatkan daya saing produksi dalam negeri serta meningkatkan
investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian insentif
berupa stimulus perpajakan. Kondisi perdagangan Indonesia di tingkat
regional maupun bilateral membawa peluang untuk meningkatkan volume
perdagangan melalui FTA, melindungi produk dalam negeri melalui
kebijakan Tarif Khusus, serta menjamin ketersediaan bahan baku bagi
industri dalam negeri, melindungi kelestarian SDA, dan menjaga
stabilisasi harga kebutuhan dalam negeri melalui kebijakan bea keluar.
Upaya peningkatan penerimaan perpajakan dan pertumbuhan ekonomi
nasional dilakukan melalui pemberian insentif fiskal pada program
konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan energi terbarukan
khususnya energi panas bumi (geothermal energy). Berbagai peranan
penting yang dipegang oleh Kementerian Keuangan dalam forum-forum
internasional misalnya sebagai co-chair untuk working group IV dalam
forum G-20 dan salah satu pemegang arah kebijakan di ASEAN. Potensi
ini mengandung peluang penting dalam memasukkan kepentingan-

kepentingan nasional dalam setiap agenda dalam forum tersebut.

Penempatan pejabat dan pegawai pada posisi penting dalam
organisasi-organisasi internasional dan lembaga keuangan multilateral
seperti ADB dan Bank Dunia juga akan memberikan kesempatan
bagilndonesia untuk memasukkan kepentingan-kepentingan nasional
dalam strategi yang dirumuskan oleh organisasi internasional tersebut.
Kuatnya kerjasama yang telah terjalin selama ini, baik dengan negara
mitra maupun lembaga keuangan internasional memberikan kesempatan
untuk mengeksplorasi lebih jauh manfaat yang dapat diraih dari
kerjasama bilateral dan multilateral tersebut misalnya dalam upaya
menggalang pembiayaan anggaran pemerintah.

Meskipun secara umum selama periode Tahun 2015-2020
pemerintah telah berhasil mengatasi ancaman krisis ekonomi, namun
masih banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi di masa
yang datang, baik dari eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal,
terdapat empat tantangan besar yang harus dihadapi, yaitu: (i)
Ketidakpastian ~ ekonomi  global, dengan masih berlanjutnya
indikasipenurunan volume perdagangan dunia dan sulitnya mengakses
sumber-sumber pendanaan dan investasi; (i) Volatilitas harga-harga
komoditas utama, yang ditandai dengan mulai meningkatnya harga

minyak mentah dunia; (iii) Integrasi ekonomi global dan regional yang



semakin tinggi, sehingga mendorong peningkatan daya saing industri; (iv)
Perubahan arsitektur keuangan dunia, dengan semakin pesatnya
perkembangan instrumen pembiayaan dan investasi sehingga
memerlukan aturan baru dengan tingkat pengawasan yang lebih
mendalam.

Di sisi internal ketidakpastian juga terlihat dari adanya gejolak di
pasar saham dan keuangan, belum bergeraknya sektor riil secara
optimal, dan musibah bencana alam yang melanda berbagai daerah di
Indonesia menjadi tantangan ke depan dalam peningkatan kualitas

pengelolaan kebijakan fiskal.

Dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat berasal dari
masih tingginya tingkatpengangguran dan angka kemiskinan dilndonesia.
Tantangan lainnya berasal dari kondisi infrastruktur yang masih belum
memadai untuk menunjang akselarasi pembangunan. Pelaksanaan
program mitigasi dampak krisis global melalui paket stimulus fiskal yang
mencapai Rp73,3 triliun di Tahun 2011 dirasakan masih lambat dan
belum optimal. Oleh karena itu dan sebagai pembelajaran, ke depan
harus segera dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui koordinasi
yang intensif dan komprehensif antar lembaga negara atau instansi
pemerintah.

Langkah antisipatif dan responsif dalam mencermati tantangan-
tantangan di atas, akan dapat mengeleminir berbagai permasalahan,
gangguan dan hambatan dalam pembangunan ekonomi sedini mungkin.
Dengan demikian diharapkan dapat memberikan hasil pada peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Dengan tingginya tingkat
pertumbuhan ekonomi, masalah pengangguran dan kemiskinan dapat
segera diatasi. Dan peningkatan kesejahteraan rakyat dapat segera

terwujud.

Seiring dengan pelaksanaan reformasi Keuangan Negara yang
dimulai sejak berlakunya UU No.17 Tahun 2003 tentang
KeuanganNegara, perencanaan belanja negara juga mengalami
penyempurnaan-penyempurnaan. Penyempurnaan ini dilakukan sebagai
upaya meningkatkan kinerja belanja negara agar menjadi lebih efektif
dan efisien. Namun dalam perkembangannya, penyempurnaan
perencanaan belanja negara tersebut menghadapi beberapa tantangan,

antara lain:



1. Terbatasnya ruang gerak fiskal yang disebabkan oleh komposisi dan
struktur belanja negara yang belum sepenuhnya sehat (sound);

2. Belum optimalnya sistem penyusunan perencanaan dan
penganggaran pada kementerian/lembaga;

3. Belum optimalnya koordinasi perencanaan pemerintah pusat
(kementerian/lembaga) dengan daerah dalam hal perencanaan
belanja negara untuk kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan; dan

4. Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan
belanja negara dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan

anggaran;

Telah dilakukan penerapan sistem penganggaran terpadu (unified
budget), penganggaran berbasis kinerja (performance basedbudgeting),
dan penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah(medium term
expenditure framework) dalam penyusunan perencanaan belanja negara.

Dalam penerapan sistem penganggaran terpadu, telah dilakukan
penyatuan dokumen perencanaan belanja negara sehingga
pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi lebih transparan
dan akuntabel. Selain itu, duplikasi pendanaan untuk satu kegiatan yang
sama dapat dihindari.

Pemanfaatan sistem penganggaran berbasis kinerja, bertujuan
agar setiap biaya yang dialokasikan dalam suatu kegiatan dapat dikaitkan
dengan output dan outcome yang dihasilkan, sehingga terjadi perpaduan
perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan.

Permasalahan yang timbul dalam penerapan sistem
penganggaranberbasis kinerja adalah sulitnya merumuskan indikator
kinerja sebagai alat pendeteksi tercapainya output dan outcome yang
dikehendaki. Selain itu, diperlukan masa transisi untuk mengubah sistem
accrual based budget yang telah dilaksanakan semasa orde baru
menjadi sistem penganggaran berbasis kinerja.

Selanjutnya, tantangan dalam implementasi kerangka pengeluaran
jangka menengah, diantaranya adalah sulitnya menentukan pengeluaran
(belanja negara) dalam perspektif jangka menengah, dengan
mempertimbangkan risiko dan implikasi biaya yang berpotensi terjadi

pada tahun tahun berikutnya.



3.2

3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-
faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan
setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah
kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan

terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah
membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah
berdasarkan asas otonomi di bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi
daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang barat tahun
2024, seperti yang tertuang dalam Draft Rencana Strategis Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai
berikut :

1. Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak
dan retrbusi, dengan indikator tingkat kenaikan penerimaan
pendapatan pajak dan retbusi daerah setiap tahunnya.

2. Optimalisasi Pelayanan Prima  dan Meningkatkan Kualitas
Pelayanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar
pajak dan retrbusi.

5. Meningkatkan koordinasi pengendalian dan pengawasan.

Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.



Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD,
dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan
penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan
berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan
SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil
telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi.

Dalam draft Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023-2027, program dan
kegiatan dikategorikan kedalam Program/Kegiatan lokasilitas SKPD,
Berikut disajikan Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024.



BAB IV

PENUTUP

Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani
untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di
lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target
pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 mengacu kepada Draft
Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2023-2027, yang telah memuat hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta telah mengakomodir usulan
program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang
perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program
dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan
perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan
Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang
Bawang Barat. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari
seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pendapatan
Daerah.

Semoga Renja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini
dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga
diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Tulang
Bawang barat tahun 2024.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang

terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di: Panaragan
Tanggal : 31 Januari 2025

Plt. Kepal 'm’ Pandapatan Daerah
s N

NIP. 197202 0002121002



Tabel 4.

SKPD
Rencana Kerja Tahun 2024 Prakiraan Maju 2025
Kode Urusan/Bidang Urusan Peme.rlntahan Daerah dan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana o -
Program/Kegiatan Perubahan Jumlah Perubahan | Target Capaian Kinerja| Pagu Indikatif
APBD 2024 APBD 2024 Perubahan 2024 APBD 2024 Perubahan 2024 APBD 2024
2024 Perubahan 2024
() @ ®) “) ©®) ) () ®) © (10)=9-8 (1) (12) (13) (14)
PROGRAMPENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah
5.02.01 DAERAH KABUPATEN/KOTA Daerah Tubaba Tubaba 1 Tahun 1 Tahun 4,580,186,721 4,456,257,245 (123,929,476) APBD APBD-P 1 Tahun 4,840,186,721
50201201 | erencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | Terlaksananya Penyusunan Kegiatan Perencanaan, Tubaba Tubaba 10 Dokumen 10 Dokumen 28,000,000 28,000,000 .| aeeD APBD-P 10 Dokumen 28,000,000
perangkat Daerah Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.01.0001]|Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  [Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tubaba Tubaba Dokumen 2 Dokumen 12,000,000 12,000,000 - APBD APBD-P 2 Dokumen 12,000,000
5.02.01.2.01.0002|Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD Jumiah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Tubaba Tubaba Dokumen 3 Dokumen 5,000,000 5,000,000 -| apBD APBD-P 3 Dokumen 5,000,000
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5.02.01.2.01.0004|Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi |\ -\ - Tubaba Dokumen 3 Dokumen 5,000,000 5,000,000 .| areD APBD-P 3 Dokumen 5,000,000
Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan Laporan Capaian Kineria dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi
5.02.01.2.01.0006| °° an renyus P P J kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Tubaba Tubaba Laporan 2 Laporan 6,000,000 6,000,000 .| apeD APBD-P 2 Laporan 6,000,000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD e ) o
Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.02.01.2.02 |Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Tubaba Tubaba 3 Dokumen 3 Dokumen 3624530721 | 3502101245 | (122,420476)|  APBD APBD-P 3 Dokumen 3,624,530,721
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.02.0001|Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Tubaba Tubaba 25 orang/bulan 25 orang/bulan 3,460,650,721 3,334,721,245 |  (125,929,476) APBD APBD-P 25 orang/bulan 3,460,650,721
5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Tubaba Tubaba 1 Dokumen 1 Dokumen 158,880,000 158,880,000 A APBD APBD-P 1 Dokumen 158,880,000
Keuangan Daerah Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.0005| <00rdinast dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir  fJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Tubaba Tubaba 1 Laporan 1 Laporan 5,000,000 8,500,000 3500000 |  APBD APBD-P 1 Laporan 5,000,000
Tahun SKPD hasil Koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD
50201203 |Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat  (Ter ya Kegiatan A asi Barang Milik Daerah| o Tubaba 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000 6,000,000 .| apBD APBD-P 1 Laporan 6,000,000
Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Jumlah Lgporan Rekonsilisasi dan penyusunan Laporan Tubaba Tubaba 1 Laporan 1 Laporan 6,000,000 6,000,000 A APBD APBD-P 1 Laporan 6,000,000
Daerah Barang Milik Daerah pada SKPD
1k Koiat o ™
5.02.01.2.05 |Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :’:Irangkat D;erahd A asiepeg Tubaba Tubaba 3 Dokumen 3 Dokumen 6,000,000 6,000,000 - APBD APBD-P 3 Dokumen 6,000,000
- . - - . Jumlah Dokumen Monitoring,Evaluasi dan Penilaian dan
5.02.01.2.05.0005|Monitoring,Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai IR ) Tubaba Tubaba 3 Dokumen 3 Dokumen 6,000,000 6,000,000 - APBD APBD-P 3 Dokumen 6,000,000
Penilaian Kinerja Pegawai
5.02.01.2.06 |Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Kegiatan Tubaba Tubaba  |#8 Paket, 12 Laporan,2 |48 Paket, 12 Laporan, 2 178,251,000 201,901,000 | 23,650,000 |  APBD ApBp.p |8 Paket12Laporan2) 45y 05 459
Administrasi Umum Perangkat Daerah Dokumen Dokumen Dokumen
5.02.01.2.06.0002| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor j:’s”;'daizk?;ket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Tubaba Tubaba 12 Paket 12 Paket 23,558,000 24,708,000 150,000  APBD APBD-P 12 Paket 23,558,000
5.02.01.2.06.0003|Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Tubaba Tubaba 12 Paket 12 Paket 8,177,000 8,177,000 - APBD APBD-P 12 Paket 8,177,000
5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Tubaba Tubaba 12 Paket 12 Paket 35,000,000 34,000,000 (1,000,000) APBD APBD-P 12 Paket 35,000,000
5.02.01.2.06.0005| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan JDLi's”;'jig; iket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Tubaba Tubaba 12 Paket 12 Paket 18,266,000 25,266,000 7000000 |  APBD APBD-P 12 Paket 18,266,000




Rencana Kerja Tahun 2024

Prakiraan Maju 2025

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan " - | Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana
Kode Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program / Kegiatan Perubah: Target Capaian Kinerja| Pagu Indikatif
APBD 2024 erubahan APBD 2024 Perubahan 2024 APBD 2024 | Perubahan2024 | _Jumiah APBD 2024 | erubahan getbap ! 9
2024 Perubahan 2024
M @ 3) @) (5) (6) ) (8) [©)) (10)=9-8 (11 (12) (13) (14)
5.02.01.2.06.0009| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD f(‘:)”':';'l‘t:;ps"fp"DPe”ye'engga’aa” Rapat Koordinasi dan Tubaba Tubaba 12 Laporan 12 Laporan 58,000,000 76,000,000 | 18,000,000 |  APBD APBD-P 12 Laporan 262,000,000
5.02.01.2.06.0011|Pukungan Pelaksanaan Sistem Pemeriniahan Berbasis | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanazn Sistem pemerintah | o Tubaba 2 Dokumen 2 Dokumen 35,250,000 33750000 |  (1500000)  APBD APBD-P 2 Dokumen 35,250,000
Elektronik pada SKPD berbasis elektronik pada SKPD
- . Terlaksananya Kegiatan
50201207 | engadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan o o (oo Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Tubaba Tubaba 5 Unit 5 Unit 44,545,000 79545000 |  35000000|  APED APBD-P 5 Unit 100,545,000
Pemerintah Daerah X
Pemerintah Daerah
5.02.01.2.07.0006|Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Tubaba Tubaba 5 Unit 5 Unit 44,545,000 79,545,000 35,000,000 APBD APBD-P 5 Unit 100,545,000
50201208 | Cenvediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan | Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Tubaba Tubaba 36 Laporan 36 Laporan 594,360,000 549,710,000 | (44,650,000  APBD APBD-P 36 Laporan 594,360,000
Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.08.0002|Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik [*an baporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya o1, Tubaba 12 Laporan 12 Laporan 120,000,000 92,000,000 |  (28000,000)|  APBD APBD-P 12 Laporan 120,000,000
Air dan Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.0003|Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | UT\ah Lporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Tubaba Tubaba 12 Laporan 12 Laporan 14,760,000 18510000 |  3750000|  APBD APBD-P 12 Laporan 14,760,000
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.08.0004| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ;::’;aglié’l:z: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tubaba Tubaba 12 Laporan 12 Laporan 459,600,000 439,200,000 | (20,400000)(  APBD APBD-P 12 Laporan 459,600,000
5.02.01.209 |Femeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan |Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milk Tubaba Tubaba 10 Unit 10 Unit 98,500,000 83,000,000 | (15,500,000  APBD APBD-P 10 Unit 98,500,000
Pemerintah Daerah Daerah F jang Urusan Pemerint; Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kend Dinas O ional atau L
5.02.01.2.09.0002| Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas umiah fendaraan Vinas tperasiona alau apangan yang Tubaba Tubaba 7 Unit 7 Unit 60,500,000 45,000,000 |  (15,500,000(  APBD APBD-P 7 Unit 60,500,000
X Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Operasional Atau Lapangan
5.02.01.2.09.0010| " emelharaanfrehabiltasi Sarana dan Prasarana Gedung - |Jumiah Gedung Kanfor dan Bangunan Lainnya yang Tubaba Tubaba 3 Gedung 3 Gedung 38,000,000 38,000,000 .| apBD APBD-P 3 Gedung 38,000,000
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Peningkatan Pendapatan Daerah Tubaba Tubaba Penerimaan PAD Penerimaan PAD 670,000,000 768,000,000 98,000,000 APBD APBD-P Penerimaan PAD 670,000,000
5.02.04.2.01 [Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Peningkatan Pendapatan Daerah Tubaba Tubaba Penerimaan PAD Penerimaan PAD 670,000,000 768,000,000 98,000,000 APBD APBD-P Penerimaan PAD 670,000,000
5.02.04.2.01.0001]|Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah Tubaba Tubaba 2 dokumen 2 dokumen 50,000,000 44,000,000 (6,000,000) APBD APBD-P 2 dokumen 50,000,000
5.02.04.2.01.0002| Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Jumiah Laporan Pengembangan Pajak Daerah dan Tubaba Tubaba 10 Laporan 10 Laporan 15,000,000 15,000,000 .| aPBD APBD-P 10 Laporan 15,000,000
Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0003|Penyuluhan dan Penyebariuasan Kebijakan Pajak Daerah |/UT!ah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Tubaba Tubaba 1 Laporan 1 Laporan 42,000,000 49,000,000 7000000 |  APBD APBD-P 1 Laporan 42,000,000
penyebarluasan kebijakan pajak daerah
5.02.04.2.01.0005|Pendataan dan Pendaftaran Obiek Pajak Daerah Jumiah Laporan Hasil Pendataan dan Pendataran Objek Tubaba Tubaba 2 Laporan 2 Laporan 275,000,000 275,000,000 -| apeD APBD-P 2 Laporan 275,000,000
Pajak Daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah
5.02.04.2.01.0006| Pengolahan,Pemeliharaan,dan Pelaporan Basis Data Pajakl" 'ah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Tubaba Tubaba 12 Laporan 12 Laporan 38,000,000 39,500,000 1500000 |  APBD APBD-P 12 Laporan 38,000,000
Pelaporan Basis Data Pajak daerah
5.02.04.2.01.0008|Penetapan Waijib Pajak Daerah Jumlah Dokumen Penetapan Wajib Pajak Daerah Tubaba Tubaba 12 Dokumen 12 Dokumen 40,000,000 34,000,000 (6,000,000) APBD APBD-P 12 Dokumen 40,000,000
o Jumlah Laporan Permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan
5.02.04.2.01.0009|Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah belum ditindaKlanjuf Tubaba Tubaba 1 Laporan 1 Laporan 12,000,000 12,000,000 - APBD APBD-P 1 Laporan 12,000,000
5.02.04.2.01.10 |Penelitian dan Verifiasi Data Pelaporan Pajak Daerah | UMiah Dokumen yang telah diakukan Penelitian dan Tubaba Tubaba 1 Dokuren 1 Dokumen 12,000,000 12,000,000 .| aesD APED-P 1 Dokumen 12,000,000
Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0011|Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki piutang pajak Tubaba Tubaba 135.000 Dokumen SSPD| 135.000 Dokumen SSPD 38,000,000 33,500,000 (4,500,000) APBD APBD-P 135.000 Dokumen SSPD) 38,000,000
5.02.04.2.01.0012|Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah Jumlah Dokumen keberatan yang telah ditindaklanjuti Tubaba Tubaba | 000 Dokumensurat | - 1.000 Dokumen surat 10,000,000 10,000,000 .| aesD apgp-p | 000 Dokumen surat 10,000,000
persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan persetujuan/penolakan




Rencana Kerja Tahun 2024 Prakiraan Maju 2025
i i Lokasi Target Capaian Kinerj Pagu Indikatif Sumber D
Kode Urusan/Bidang Urusan Peme‘rlntahan Daerah dan Indikator Kinerja Program | Kegiatan okasi arget Capaian Kinerja agu Indikati umber Dana o o
Program/Kegiatan Perubahan Jumlah Perubahan | Target Capaian Kinerja| Pagu Indikatif
APBD 2024 APBD 2024 Perubahan 2024 APBD 2024 Perubahan 2024 APBD 2024
2024 Perubahan 2024
() @ ®) “) (©) ) (U] ®) © (10)=9-8 (1) (12) (13) (14)
5.02.04.2.01.0013 Ezzg:;dahan,Pemenksaan dan Pengawasan Pajak .E)uan;z: Laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Tubaba Tubaba 4 Laporan 4 Laporan 12,000,000 12,000,000 B APBD APBD-P 4 Laporan 12,000,000
5.02.04.2.01,0014| "embinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah - |umlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Tubaba Tubaba 4 Laporan 4 Laporan 10,000,000 16,000,000 6,000,000 |  APBD APBD-P 4 Laporan 10,000,000
dan Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah

5.02.04.2.01.0015Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah ;i”lg:nis‘gzgrzsrkemba”ga” Elektonifiasi Transaksi Tubaba Tubaba 1 Laporan 1 Laporan 116,000,000 216000000 | 100000000 |  APBD APBD-P 1 Laporan 116,000,000
JUMLAH 5,250,186,721 5,224,257,245 (25,929,476) 5,510,186,721
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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan
acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan
penjabaran tahunan dari Renstra OPD. Adapun penyusunan Renja
OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sedangkan
aturan secara rinci berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama perencanaan pembangunan
daerah atau tahap pertama dari RPD dan Rentra Bapperida 2023 —
2026 Kabupaten Tulang Bawang Barat, sehingga dalam menyusun
rencana kerja OPD maka RPD Kabupaten dan Renstra OPD Tahun
2023 - 2026 merupakan dokumen perencanaan yang sah untuk
menjadi acuan. Selanjutnya dokumen Renja Bappeda Kabupaten
Tulang bawang Barat ini merupakan acuan paduan di lingkungan
Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya, yang kemudian Renja ini selanjutnya
akan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan
Rancangan RKPD serta di jadikan pedoman dalam tindak lanjut
melakukan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Bapperida Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024.

Akhir kata, semoga Renja Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Barat
ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan -
tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka

mendukung terwujudnya good governance.

Panaragan, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ir. YUDIANSYAH, S.P., M.Si
Pembina Tk.1
NIP. 19740725 199903 1 004




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada prinsipnya pembangunan daerah merupakan proses
pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan tata pemerintahan yang
baik (good governance) di daerah merupakan isu yang selalu
mengemuka dalam pelaksanaan otonomi daerah. Good governance
sebagai konsep multidimensi yang terdiri dari variable ekonomi,
politik, social budaya yang menentukan apakah kebijakan public
yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapaikan tujuan yang

ditetapkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil pelaksanaan pembangunan ini tercermin dalam berbagai
aspek seperti peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, lapangan
usaha, akses terhadap penentapan kebijakan. Indikator keberhasilan
pembangunan daerah adalah semakin meningkatnya daya saing
daerah serta semakin baiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Secara lebih spesifik, hal ini ditandai antara lain oleh adanya
keterbukaan, pertanggungjawaban publik, penegakan hukum,
penghapusan birokrasi yang menyulitkan, ada upaya menuju
penghapusan korupsi di semua lini serta koordinasi lintas pelaku

dan lembaga yang lebih baik.

Dalam rangka merealisasikan terwujudnya pelaksanaan tata
pemerintah yang baik, diperlukan kebijakan — kebijakan. Salah satu
kebijakan yang diambil adalah penyusunan arah kebijakan
pembangunan sebagai tercantum dalam Undang - Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu
menyeluruh dan tanggapan terhadap perubahan (pasal 2 ayat 2)
dengan jejang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah dan perencanaan tahunan. Setiap daerah harus



menetapkan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah
sebagai salah satu Organisasi Prangkat Daerah (OPD) di Kabupaten
Tulang Bawang Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja,
mengingat Rencana Kerja merupakan benang merah dalam
implementasi Rencana Strategi yang tertuang dalam penjabaran dari
program-program dan kegiatan-kegiatan strategi dalam pencapaian
visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam proses penyusunannya
Rencana Kerja OPD mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD dan berpedoman pada

Renstra OPD yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten.

Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Yogyakarta disusun berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam NegeriNomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan danKeuangan Daerah,
serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020
tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Tahun 2024 merupakan
satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perubahan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman
pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan

perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Perubahan



Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan
Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan
Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian
berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-
P) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Perubahan (APBD-P) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan
Perencanaan Daerah (Renja Bappeda) Kabupaten Tulang Bawang
Barat tahun 2024 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang — Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan



Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 14
Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang

Bawang Barat Nomor 31);

11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 26 Tahun 2022
tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 31 Tahun 2022
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Bapperida Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 adalah

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar

sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

Adapun tujuannya adalah :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan
Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Perubahan Tahun 2024 yang akan disampaikan

kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam



Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan antara
DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Bupati Tulang
Bawang Barat yang selanjutnya akan dijabarkan dalam
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD)
Tahun 2024;

2. Sebagai perubahan dokumen perencanaan yang akan
dilaksanakan oleh Bapperida Kabupaten Tulang Bawang Barat
Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sebagai sarana pengendalian perubahan program dan kegiatan
tahun 2024;

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta
sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Perubahan sebelum ditetapkan menjadi Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) Bapperida Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan
Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan
Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 secara

garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BABII EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN
TW II TAHUN BERJALAN

BAB III RENCANA PERUBAHAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB
KEGIATAN TAHUN 2024
BAB IV PENUTUP



BAB Il

EVALUASI KINERJA BAPPERIDA SAMPAI TW 11
TAHUN 20241

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 Sampai dengan
Triwulan II

Bapperida Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah,
penelitian dan pengembangan. Dengan demikian salah satu
ketugasannya adalah mempersiapkan rumusan kebijakan teknis
perencanaan, mengkoordinasikan penyusunan perencanaan
pembangunan daerah baik dengan Perangkat Daerah di tingkat

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat maupun dengan

Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Pusat.

Secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Bappeda adalah pemberian

informasi dan pemikiran strategis berbasis perencanaan yang meliputi:

1. Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang
terpadu dan terukur;

2. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

3. Memfasilitasi keterpaduan dan keserasian perencanaan
pembangunan secara vertikal yakni antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang
Barat, maupun horizontal yakni antar Perangkat Daerah;

4. Menyiapkan mekanisme kerja perencanaan secara sinergi,
transparan dan terkoordinasi;

5. Memberikan informasi potensi pembangunan dan data serta
informas pembangunan;

6. Melaksanakan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi inovasi
daerah.

Upaya Bappeda dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan

pelayanan di atas dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

a. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku
kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM,
organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta;

b. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya
mekanisme perencanaan partisipatif;

c. Terselenggaranya Forum Konsultasi Publik;

d. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan
mekanisme penyusunan anggaran;

e. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan, pengendalian,
inovasi di tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Bapperida
dengan Perangkat Daerah terkait.



Adpun untuk evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan Bapperida Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai
dengan Triwulan II disajikan pada tabel dibawah ini.



SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA
OPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN Il TAHUN 2024

TARGET KINERJA DAN REALISAS| KINERJA PADA TRIWULAN T | RANGKAT
inerja dan
NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | ANGGARAN RENJA TAHUN Di:e:—l:z%sll:::g:gDK:":)EﬁnG Ri?‘llésGll\\sRI:lllN:l?:g E[;\N Realisasi Anggaran DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) BERJALAN YANG DI DI EVALUAS! SID TAHUN 2023 RKPD Perangkat | PENANGGUNG
EVALUASI (2023) | I i v Daerah s.d. Tahun JAWAB
1 2 3 4 7 8 9 10 1 (12)=8+9+10+11 13 =6+12 14 =12/7X100% 15
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 10.655.226.599 | 0,00 -1 0,00 - [ 0,00 0,00 0,00 0,00 -] 0,00 0,00
1. [5-01 PERENCANAAN 10.655.226.599 | 0,00 - 0,00 - | 0,00 0,00 0,00 0,00 -] 0,00 0,00
Persentase Penunjang Urusan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN N
1 |5-01.01 DAERAH KABUPATEN/KOTA Plemenntah Daerah yang 100% 6.604.713.599( 0,00 0,00 0,00 -| 000 0,00 BAPPERIDA
Dilaksanakan
Terlaksananya Kegiatan
5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perenca.na?n, ll’enganggaran, dan 100% 125.000.000] 0,00 0,00 0,00 | 000 0,00
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
50101201001 |enyusunan Dokumen Perencanazn Perangkat Jumiah Dokumen Perencanazn 1dok 40.000.000| 2832 | 11.329.000 16.376.000 0,00 0,00 | 000 | o000
Daerah Perangkat Daerah
dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
5.01.01.201.006 | <COrdinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja | Ikhisar Realisasi Kinerja SKPD dan 1 dok 45.000000( 2652 | 11.934.000 22.675.000 0,00 000 - 000 | 000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
dokumen
5-01.01.2.01.007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 dok 40.000.000| 29,23 11.690.000 24.002.000 0,00 0,00 -1 0,00 0,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Kegiatan
5-01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat 100% 4.723.106.599| 0,00 0,00 0,00 -1 0,00 0,00
Daerah
bulan 12
5-01.01.2.02.001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Org/Bulan 4.477.226.599| 15,54 695.696.128 1.426.088.806 0,00 0,00 -| 000 0,00
Tunjangan ASN 9
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi bulan
5-01.01.2.02.003 ol Jumlah Dokumen Penatausahaan dan | 12 bulan 200.880.000| 7,48 15.020.000 67.790.000 0,00 0,00 -1 0,00 0,00
Keuangan SKPD y
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
5.01.01.2.02.007 Koordinasi Qan Penyusunan Laporan Keuangan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor 2laporan 45.000.000| 29,49 34.581.500 0,00 000 | 000 000
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD
laporan
5-01.01.2.05 A Kep F Daerah T B e 100% 375.000.000( 0,00 0,00 0,00 -| 0,00 0,00
Kepegawaian Perangkat Daerah
dok
5-01.01.2.05.003 |Pendataan dan Pengolahan Administrasi K Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 dok 40.000.000| 27,41 10.965.000 21.418.000 0,00 0,00 -| 000 0,00
Pengolahan Administrasi K
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
5.01.01.2.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas |dan Fung§| yang Mengikuti Pendidikan Tkeg 335,000,000 0,00 0,00 | o000 0,00
dan Fungsi dan Pelatihan
kegiatan

II-118



NO Kode

PROGRAM / KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)

TARGET KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA TAHUN
BERJALAN YANG DI
EVALUASI (2023)

REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RKPD PD YANG

REALISASI KINERJA DAN
ANGGARAN RKPD PD
S/D TAHUN 2023

Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
RKPD Perangkat
Daerah s.d. Tahun
2023

PERANGKAT
DAERAH
PENANGGUNG
JAWAB

4

(12)=8+9+10+11

13 =6+12

14 =12/7X100%

RP

RP

K

RP

RP

K RP

5-01.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya Kegiatan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah

100%

668.155.000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.06.001

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

bulan

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan

12 bulan

35.000.000

2143

7.500.000

10.000.000

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.06.002

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

bulan
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan

12 bulan

149.092.000

22,13

33.000.000

44.000.000

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.06.003

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

bulan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan

12 bulan

40.100.000

22,44

9.000.000

12.000.000

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.06.005

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

bulan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

12 bulan

110.000.000

24,55

27.000.000

36.000.000

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.06.009

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

bulan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

12 bulan

333.963.000

12,80

42.748.000

60.215.846|

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Terlaksananya Kegiatan
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah

100%

135.180.000

0,00

0,00

000 | 0,00

5-01.01.2.07.006

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan
paket

1 paket

135.180.000

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.08

yediaan Jasa F
Daerah

Urusan F

T giatan Penyedi
Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

100%

428.170.000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.08.002

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

bulan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

12 bulan

39.360.000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.08.004

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

bulan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

12 bulan

388.810.000

971

37.750.000

204.006.000

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Terlaksananya Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan
Naorah

100%

150.102.000

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.09.002

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

bulan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajak

dan Perizinannya

12 bulan

123.002.000

16,79

20.650.000

28.150.000

0,00

0,00

0,00 0,00

5-01.01.2.09.006

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

bulan
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara

12 bulan

27.100.000

19,37

5.250.000

9.000.000]

0,00

0,00

0,00 0,00
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REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Tingkat Capaian

TARGET KINERJA DAN Kinerja dan PERANGKAT
NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | ANGGARAN RENJA TAHUN Di:ﬁ‘:lzzﬂ:::‘:lﬁyDK::)E:‘\st Ril:llgzll‘\SRI:lllN:I?:g PD[?N Realisasi Anggaran DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) BERJALAN YANG DI DI EVALUAS! SID TAHUN 2023 RKPD Perangkat | PENANGGUNG
EVALUASI (2023) 1 I n v Daerahs.d. Tahun | JAWAB
2023
1 2 3 4 8 9 10 1 (12)=8+9+10+11 13 =6+12 14 =12/7X100% 15
K RP K RP K RP K RP RP K RP K RP K RP
Tingkat kesesuaian data, dan
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN |peny p o
2 |50102 EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH pengendalian dan evaluasi 100% | 1627.080.000 | 0,00 040 0,00 000 | 0,00 | BAPPERIDA
Terlaksananya Kegiatan
5-01.02.2.01 Peny P danP Peny P dan 100% 1.347.566.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pendanaan
5-01.02.2.01.003 |Pelaksanaan Konsultasi Publik beria acara | et 25000000 | 9060 | 22.650.000 0,00 0,00 000 | 000
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik acara
- berita acara .
5.01.02.201,004 |OOrdinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Jumlah Berita Acara Forum Perangkat | ' P12 40.000.000 - 19.050.000 000 000 000 | 000
Daerah/Lintas Perangkat Daerah X acara
Daerah/Lintas Perangkat Daerah
berita acara 1 berita
5-01.02.2.01.005 |Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Berita Acara Musrenbang acara 353.825.000 | 44,57 157.706.000 101.733.500 0,00 0,00 0,00 0,00
Kabupaten/Kota
dokumen
5-01.02.2.01.006 |Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan |Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 1dok 20.000.000 | 100 20.000.000 0,00 0,00 0 0
Kecamatan
dokumen
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Jumlah Dokumen Perencana
5:01.02.2.01.007 Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota |Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1 dok 908.741.000 | 10,17 92419500 72.463.000 0.00 0.0 0.0 0.00
yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RK
Terlaksananya Kegiatan Analisis
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Data dan Informasi Pemerintahan
5-01.02.2.02 . Daerah Bidang Perencanaan 100% 50.784.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembangunan
Daerah
5.01.02.2.02.002 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Jumlah Orang yang Dibina da\am 1dok 50.784.000 | 4,68 2.377.000 2.76.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah P 1 Data dan Informasi
Terlaksananya Kegiatan
5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelap Bidang F ; Evaluasi dan 100% 180.000.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Perencanaan Pembangunan Daerah Pelaporan Bidang Perencanaan
Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03.003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 1 laporan 180.000.000 | 46,32 83.379.000 85,349,000 0,00 000 0,00 000
Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah laporan
Terlaksananya Kegiatan
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Implementasi Sistem Informasi o
50102204 Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintahan Daerah di Bidang 100% 48.730.000 | 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
Pembangunan Daerah
dokumen
Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Jumiah Dokumen Hasil Penerapan
50102204002 | 2P Sistem Informasi Pemerintahan Daerah | 1 dok 48.730.000 | 23,26 11.336.000 14.936.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Bidang Pembangunan Daerah y
di Bidang
Pembangunan Daerah
Persentase Tingkat pemenuhan
dokumen pendukung Tingkat
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI o
3 |5-01.03 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH f 100% 1.446.353.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAPPERIDA
perencanaan dan
monev
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REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Tingkat Capaian

TARGET KINERJA DAN Kinerja dan PERANGKAT
NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | ANGGARAN RENJA TAHUN Di:ﬁ‘:lstsllgAA:‘:ll(\QDK::)E%\st Riﬁzziﬂ:,:":ﬁ:g PD[?N Realisasi Anggaran DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) BERJALAN YANG DI DI EVALUAS! SID TAHUN 2023 RKPD Perangkat | PENANGGUNG
EVALUASI (2023) 1 I n v Daerahs.d. Tahun | JAWAB
2023
1 2 3 4 7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+11 13 =6+12 14 =12/7X100% 15
K RP K RP K RP K | RP RP K RP K RP K RP
Terlaksananya Kegiatan
5.01.03.2.01 Koordinasi Perencana-an Bidang Pemerintahan dan KoordlAna5| Perencanaan Bidang 100% 570.673.000 | 0,00 0,00 0,00 - 000 0,00
Pembangunan Manusia Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
dokumen
- Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidan
5-01.03.2.01.001 |Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, . 9 " g 1dok 228.292.000 | 10,53 24.037.000 114.301.500 0,00 0,00 -1 0,00 0,00
RPJMD dan RKPD) Pemerintahan yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan
RKPD)
Jumlah Laporan Monitoring dan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Evaluasi Penyusunan Dokumen
5-01.03.2.01.003 |Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Perencanaan Pembangunan Perangkat | 1 laporan 179.382.000 | 6,65 11.928.000 15.469.000 0,00 0,00 -| 0,00 0,00
Daerah Bidang Pemerintahan Daerah Bidang Pemerintahan
laporan
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan g::fkjsl:‘:::éi T::::z:gpgfgnzzgj::l
5-01.03.2.01.007 |Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat ¥ 1 laporan 78.247.000 | 10,86 8.499.000 18.863.000 0,00 0,00 -| 0,00 0,00
" N Pembangunan Perangkat Daerah
Daerah Bidang Pembangunan Manusia N .
Bidang Pembangunan Manusia
laporan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi ;i?z:f;sg:g:]a::]sg;{k;%n/::jlmD
5-01.03.2.01.008 |Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ) ) 9 B 1 laporan 84.752.000 | 24,09 20.414.000 28.851.000 0,00 0,00 -| 0,00 0,00
; pada Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia
laporan
Koordinasi P Bidang Perek ian dan T giatan Koordinasi 100
5-01.03.2.02 SDA (Sumbler Daya Alam) 97 F Bidang F i Persen 407.505.000 | 0,00 0,00 0,00 -1 0,00 0,00
v dan SDA (Sumber Daya Alam)
dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan :/:Jorzlii:'itapcfarsnE'\-/‘:Ii"a:eFl’zkr\saunsa;r;n
5-01.03.2.02.003 |Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 9 Y 1 dok 95.133.000 | 9,96 9.475.000 46.127.000 0,00 0,00 -| 0,00 0,00
" . Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian .
Perangkat Daerah Bidang
Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi ;Z:::la;.::::z;asalLsF‘{T(kFr’[E;:?’leD
5-01.03.2.02.004 |Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang . ) 9 y 1 laporan 137.099.000 | 4,57 6.268.000 15.561.000 0,00 0,00 -1 0,00 0,00
. pada Bidang Perekonomian
Perekonomian
laporan
. Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA 1
5-01.03.2.02.005 |Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD ngunan 9 34.873.000 | 18,57 6.474.600 10.640.400 0,00 0,00 -| 000 0,00
dan RKPD) yang Dikoordinir Penyusunannya Dokumen
(RPJPD. RPJMD dan RKPD)
dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan
5-01.03.2.02.007 |Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan 1 dok 140.400.000 | 4,52 6.339.400 10.905.800 0,00 0,00 -1 0,00 0,00
Daerah Bidang SDA Dokumen Perencanaan Pembangunan
Perangkat Daerah Bidang SDA
5.01.03.2.03 KOOI.'dInaSI Perencanaan Bidang Infrastruktur dan 100% 468.175.000 | 0,00 0,00 0,00 | 000 0,00
Kewilayahan
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REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Tingkat Capaian

TARGET KINERJA DAN Kinerja dan PERANGKAT
NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | ANGGARAN RENJA TAHUN Di:&;zzﬂ:::‘::;‘DK::)ES:QG Riﬁzziﬂ:,:":ﬁ:g PD[?N Realisasi Anggaran DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) BERJALAN YANG DI DI EVALUAS! SID TAHUN 2023 RKPD Perangkat | PENANGGUNG
EVALUASI (2023) I n v Daerahs.d. Tahun | JAWAB
2023
1 2 3 4 7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+11 13 =6+12 14 =12/7X100% 15
K RP K RP K RP K | RP RP K RP K RP K RP
Jumlah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur yang Dikoordinir
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan ;ir;ygfunannya (RPJPD. RPIMD dan 1
5-01.03.2.03.001 |Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, 48.236.000 | 9,36 4.516.700 8.319.100 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Dokumen Perencanaan Dokumen
RPJMD dan RKPD) "
Pembangunan Daerah Bidang
Infrastruktur yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan
RKPD)
dokumen
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan m:l‘f;;ap;ar:HE:‘:Ii'L:eéifaunszzr‘an
5-01.03.2.03.003 |Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat 9 ! 1 dok 30.109.000 | 26,78 8.064.200 15.375.400 0,00 0,00 0,00 0,00
" Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur .
Perangkat Daerah Bidang
Infrastruktur
Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang 1
5-01.03.2.03.005 |Pembangunan Daerah Bidang Ki y (RPJPD, (K 1 yang Dikoordinir Dokumen 348.322.000 | 2,16 7.528.800 18.521.600 0,00 0,00 0,00 0,00
RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan
RKPD)
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Pembangunan Perangkat Daerah
5-01.03.2.03.007 |Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Bidang Kewilayahan 1 laporan 41.508.000 | 17,06 7.081.000 8.529.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Daerah Bidang Kewilayahan Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi
Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD
pada Bidang Infrastruktur
laporan
2 |05-05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 100% 977.080.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 |505.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Perse.n.tase Hasil .Kaljlanl .Rlse.t 100% 977.080.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BAPPERIDA
DAERAH Penelitian yang di Diseminasikan ke
Terlaksananya Kegiatan Penelitian
Penelitian dan Pengembangan Bidang dan Pengembangan Bidang
5-05.02.2.01 Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Penyelenggaraan Pemerintahan dan 100% 77.080.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Peraturan Pengkajian
Peraturan
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Z::]aéi?::: E:zt\t\?ijr’\ Zzl:ksanaan
5-05.02.2.01.001 |Pengemb Bidang Penyelenggaraan Otonomi 1 laporan 77.080.000 | 21,06 16.234.000 28.916.000 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengembangan Bidang
Daerah .
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
laporan
. . . Terlaksananya Kegiatan dan
50502202 | enelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan |5 oo oon Bidang Sosial dan | 100% 300.000.000 0,00 0,00 000 | 000
Kependudukan
Kependudukan
dokumen
5-05.02.2.02.010 |Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat |Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 1dok 300.000.000 - 0,00
Peng 1gan Partisipasi M: k
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REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN

Tingkat Capaian

TARGET KINERJA DAN Kinerja dan PERANGKAT
NO Kode PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM | ANGGARAN RENJA TAHUN D;R\:‘;:-IIISG%SA:::‘:I‘(\;‘DK::)ES:QG RE\?:Z‘:?;I:\SRI/I\?«N:E:Q g[‘)\N Realisasi Anggaran DAERAH
(OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) BERJALAN YANG DI DI EVALUAS! SID TAHUN 2023 RKPD Perangkat | PENANGGUNG
EVALUASI (2023) 1 I n v Daerahs.d. Tahun | JAWAB
2023
1 2 3 4 7 8 9 10 11 (12)=8+9+10+11 13 =6+12 14 =12/7X100% 15
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
. " " Terlaksananya Kegiatan Penelitian
50502203 | enelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan| (. o\ ancan Bidang Ekonomi | 100% 400.000.000 0,00 0,00 000 | 000
Pembangunan
dan Pembangunan
dokumen
5.05.02.2.03.004 Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan |Jumlah Dokumen Haswl.F‘enehtlan dan 1dok 400.000.000 R 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Pangan Pengembangan Pertanian, Perkebunan
dan Pangan
Terlaksananya Kegiatan
5-05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi Pengembangan Inovasi dan 100% 200.000.000 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Teknologi
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,
i Perek ; D :
50502204001 |Fenelitan, Penge dan P a | gan, dan 91 dok 90.000000 | 9,46 8510000 15.856.600 0,00 000 000 | 000
Bidang Teknologi dan Inovasi Bidang Teknologi
dan Inovasi
" Jumlah Dokumen Hasil Penelitian,
uji coba dan penerapan rancang bangun/model Pengembangan. dan Perekayasaan di
5-05.02.2.04.002 |replikasi dan inovasi di bid difusi inovasi &penerapan Bida?] Tekn%lo'i v 1 dok 200.000.000 | 542 10.830.000 34.916.000 0,00 0,00 0,00 0,00
teknologi 9 X 9
dan Inovasi
Rata -Rata Capaian Kinerja (%) 0,00 39,44%

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

10.655.226.599 [N 1.498.869.328 [JN] 2.703.263.052

Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja :

Predikat Kinerja

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :
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BAB 111

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM.
KEGIATAN. DAN SUB KEGIATAN
TAHUN 2024

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan
BAPPERIDA Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2024
sampai dengan Triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan pergeseran output
subkegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu
indikatif, yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami
perubahan.

Adapun uraian program, kegiatan dan sub kegiatan yang
mengalami perubahan di rencana kerja BAPPERIDA Tahun 2024
disajikan dalam matrik tabel yaitu sebagai berikut sebagai berikut :



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAHKAB. TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024

Urusan / Bidang Urusan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Indikator Program / Kegiatan /

Kel

Perangkat Daerah

Kode Program / Kegiatan / Sub iori -
8! / ¢ 8! / Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / R
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH 4.460.055.049,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 4.460.055.049,00
01 PERENCANAAN 4.460.055.049,00
PROGRAM PENUNJANG Persentase Penunjang
01 ( 01 URUSAN PEMERINTAHAN Urusan Pemerintah Daerah yang 100% 100% Rp 6.684.161.551 | Rp 6.481.161.581 - 4.460.055.049,00
DAERAH KABUPATEN/KOTA Dilak L
Memperkuat Stabilitas
Perencanaan, Penganggaran, Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 01 |2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat |Terlaksananya kegiatan 4 Keg 4 Keg Rp  125.000.000 | Rp 125.000.000 N ) . 118.921.920,00
Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Daerah N
Publik
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BADAN PERENCANAAN
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 [ 01 (2.01( 0001 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 40.000.000 40.000.000,00 . . R 37.856.000,00| PEMBANGUNAN, RISET
Perencanaan Perangkat Daerah |Perangkat Daerah Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
X DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
. i ! B o
Koordinasi dan Penyusunan gzgolkc:::i;RZ?:ia:;fillne”a nga:uslznniaawa"g DANA TRANSFER UMUM PMoelr:rLii;k:l?;:t[a)::Itas Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 01 |2.01| 0006 |Laporan Capaian Kinerja dan L P 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 45.000.000 | Rp 45.000.000 ! R N A 43.209.920,00|PEMBANGUNAN, RISET
. e Koordinasi Penyusunan Laporan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . L . X DAN INOVASI DAERAH
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kel/Desa Publik
Realisasi Kinerja SKPD
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 01 |2.01| 0007 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 40.000.000 | Rp 40.000.000 R . ) 37.856.000,00| PEMBANGUNAN, RISET
Daerah Perangkat Daerah Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Memperkuat Stabilitas
Administrasi Ki Jumlah L Pelak Polhukhankam D Ref i
o1 | 01 |2.02 ministrast Reuangan umiah Laporan Pelaksanaan 3 Lap Keg 3lapKeg |Rp 4.750.561.551 | Rp 4.594.359.581 ofhukhankam Dan etormasl - 4.341.133.129,00
Perangkat Daerah Kegiatan Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Publik
Penyediaan Gaji dan Tunjangan [Jumlah Orang yang Menerima Ezl:ell:l;l:r:gu:awang DANA TRANSFER UMUM yoﬁmii;k:;:;t;::'tas Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 01 |2.02| 0001 v ) Jang " ,gy 8 28 Orang/bulan | 28 Orang/bulan | Rp 4.504.681.551 | Rp  4.354.959.581 |-Rp 149.721.970 ! . . R 4.147.094.089,00( PEMBANGUNAN, RISET
ASN Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
01 | 01 |2.02| 0003 |Pengujian/Verifikasi Keuangan " ey 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 200.880.000 | Rp 194.400.000 |-Rp  6.480.000 ’ . . R 194.039.040,00( PEMBANGUNAN, RISET
Pengujian/Verifikasi Keuangan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
SKPD X DAN INOVASI DAERAH
SKPD Kel/Desa Publik
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/ Kab. Tulang Bawan Memperkuat Stabilitas
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan Laporan ) 8 i P . BADAN PERENCANAAN
L Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 01 |2.02| 0007 |Laporan Keuangan Bulanan/ Koordinasi Penyusunan Laporan 2 Laporan 2 Laporan Rp 45.000.000 | Rp 45.000.000 . . . 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
X Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  [Birokrasi
Triwulanan/ Semesteran SKPD Keuangan i DAN INOVASI DAERAH
. Kel/Desa Publik
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
Memperkuat Stabilitas
ot | 01 |2.05 Administrasi Kepegawaian Jum.lah Laporan Pelaksanaan 3 Lap Keg 3 Lap Keg Rp  425.000.000 | Rp 350.000.000 Polhukhanka.m Dan R.eforma.si R 0,00
Perangkat Daerah Kegiatan Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Publik
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BADAN PERENCANAAN
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam Dan Reformasi
o1 | o1 [2.05| ooz |} Sngadaan Pakaian oI Y ) an ol 1 Paket 1 Paket Rp 5.000.000 | Rp  5.000.000 § ) ! etormasl 0,00{PEMBANGUNAN, RISET
beserta Atribut Kelengkapannya [beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Kel/Desa publik DAN INOVASI DAERAH




Urusan / Bidang Urusan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Indikator Program / Kegiatan / Perangkat Daerah
Kod! Py Kegiat: Sub iori
ode rogram / egia an / Sul Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / )
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Jumlah Dokumen Pendataan dan BADAN PERENCANAAN
Pendat: dan P lah Barat, S DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam D Ref i
01 | 01 |2.05]| 0go3 | Sneataan dan Fengolahan Pengolahan Administrasi 1 Dokumen 1Dokumen |Rp  40.000.000 |Rp  40.000.000 arat, semua olhukhankam Dan etormasi 0,00 PEMBANGUNAN, RISET
Administrasi Kepegawaian . Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Kepegawaian . DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Ezl:;;:—ilsrzgu:awang DANA TRANSFER UMUM PMOTELT(Z:(::;?;Z:MS Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 01 [2.05| 0009 |Pegawai Berdasarkan Tugas dan |Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 1 keg 1 keg Rp 385.000.000 | Rp 305.000.000 (-Rp 80.000.000 ’ . . R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. -~ N Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan ) DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Memperkuat Stabilitas
A rasi U k Jumlah L Pelak Polhukhankam D Ref i
o1 | o1 |2.06 asiUmum Ferang umian “aparan Pelaksanaan 6 Lap Keg 6lapKeg |Rp 668.148.000 |Rp  569.350.000 ofhukhaniam Dan etormasi - 0,00
Daerah Kegiatan Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Publik
Jumlah Paket K Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Penyediaan Komponen Instalasi I:sn:aTasi Laisterik/l;:::rr:nan B:rat us:r:\guaawang DANA TRANSFER UMUM PoT::JT(:;:;am |a)a|nI * Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 01 |2.06| 0001 |Listrik/Penerangan Bangunan 8 12 Bulan 12 Bulan Rp 35.000.000 | Rp 35.000.000 ! N ) R 0,00|PEMBANGUNAN, RISET
Bangunan Kantor yang Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Kantor L . DAN INOVASI DAERAH
Disediakan Kel/Desa Publik
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Peralatan dan BADAN PERENCANAAN
P di Peralatan d Barat, S DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam D: Ref i
01 | 01 |2.06| 0ooz | c"Yeciaan Feralatan dan Perlengkapan Kantor yang 12 Bulan 12 Bulan Rp  149.085.000 |Rp  150.287.000 |Rp  1.202.000 | or2v >€mua ofhukhankam ban erormast 0,00|PEMBANGUNAN, RISET
Perlengkapan Kantor - Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Disediakan - DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BADAN PERENCANAAN
P di Peralatan R h Jumlah Paket Peralatan Ri h Barat, S DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam D Ref i
01 | 01 |2.06| 0go3 | c"Yediaan Feraiatan Ruma umiah Paket Peralatan Ruma 12 Bulan 12Bulan  |Rp  40.100.000 |Rp  40.100.000 arat, semua olhukhankam Dan etormasi 0,00 PEMBANGUNAN, RISET
Tangga Tangga yang Disediakan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
P di Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik gabltﬂ;lang i DANA TRANSFER UMUM ’I:Aelir:‘iirku:t St;blhtas Ref i BADAN PERENCANAAN
01 | 01 |2.06 | 0004 | cnyeciaan Sanan Logist oman Paket Banan toglst 0 Paket 0 Paket arat, semua ohukhankam “an etormast 0,00|PEMBANGUNAN, RISET
Kantor Kantor yang Disediakan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Jumlah Paket Barang Cetakan BADAN PERENCANAAN
Penyediaan Barang Cetakan dan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 01 |2.06 | 0005 v J dan Penggandaan yang 12 Bulan 12 Bulan Rp 110.000.000 | Rp 110.000.000 . ) R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
Penggandaan L Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Disediakan . DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Penyelenggaraan Rapat Jumiah Laporan gzl:z;:—ilsr:gu:awang DANA TRANSFER UMUM gl?mjii;k:::r:tgzlr:ltas Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 01 [2.06 | 0009 v . g_g P . Penyelenggaraan Rapat 12 Bulan 12 Bulan Rp 333.963.000 | Rp 233.963.000 [-Rp 100.000.000 ’ . ) R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 7 . Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Koordinasi dan Konsultasi SKPD ) DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Memperkuat Stabilitas
Pengadaan Barang Milik Daerah perku " .
) N R Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 01 |2.07 Penunjang Urusan Pemerintah |Terlaksananya kegiatan 1Keg 1Keg Rp  135.180.000 | Rp 328.180.000 N ) . - 0,00
Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Daerah N
Publik
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BADAN PERENCANAAN
Pengadaan Peralatan dan Mesin [Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 01 |2.07] 0oos | "8 npur t Peraat ! 1 Paket 1 Paket Rp  135.180.000 |Rp  111.180.000 |-Rp 24.000.000 Y Y ! ¢ ! 0,00 PEMBANGUNAN, RISET
Lainnya Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
X DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Kab. Tul B: M k ili
Pengadaan Sarana dan jumlah sarana dan prasarana let')at ussrr;guaawang DANA TRANSFER UMUM Poelfr::ii;::atr:t?)::tas Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 01 |2.07| 10 |Prasarana Gedung Kantor atau ) . . P 1 paket 1 paket Rp 217.000.000 | Rp 217.000.000 ! R N A PEMBANGUNAN, RISET
R yang disediakan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Bangunan Lainnya X DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Memperkuat Stabilitas
Penyediaan Jasa Penunjang N Polhukhankam Dan Reformasi
01 ( 01 (2.08 Terlaksananya kegiatan 1Ke, 1Ke, R| 428.170.000 | R 362.170.000 - 0,00
Urusan Pemerintahan Daerah v 8l 8 8 P P Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Publik
. Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
. . Jumlah Laporan Penyediaan Jasa . BADAN PERENCANAAN
P d J K kasi, L . Barat, S DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam D: Ref
01 | 01 (2.08 | 0002 enyediaan as‘a omu.m E_‘SI Komunikasi, Sumber Daya Air 12 Bulan 12 Bulan Rp 39.360.000 | Rp 39.360.000 arat, semua ofhukhan a_m an ? orma.5| 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Sumber Daya Air dan Listrik . L Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
dan Listrik yang Disediakan Kel/Desa Publik DAN INOVASI DAERAH




Urusan / Bidang Urusan /

Indikator Program / Kegiatan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Perangkat Daerah

Kod! Py Kegiat: Sub iori
ode rogram / egia an / Sul Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / )
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
. Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa . BADAN PERENCANAAN
P d J Pel Barat, S DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam D Ref
01 | 01 |2.08| 0opg | cryediaan jasa Felayanan Pelayanan Umum Kantor yang 12 Bulan 12Bulan  |Rp  388.810.000 |Rp  322.810.000 |-Rp 66.000.000 | - o >€mua olhukhankam Dan etormasi 0,00 PEMBANGUNAN, RISET
Umum Kantor L. Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Disediakan X DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
M kuat Stabilit
Pemeliharaan Barang Milik PoeI::JT:\;::am [a)alnl * Reformasi
01 ( 01 (2.09 Daerah Penunjang Urusan Terlaksananya kegiatan 1 Keg 1 Keg Rp 152.102.000 | Rp 152.102.000 R ) R - 0,00
N Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Pemerintahan Daerah N
Publik
Ciya ermaliaaan, sk dan {Opersionl st epangan an core,Semn (oA TRANSFER UtU [lbuhankam pen [teormas BADAN PERENCANAAN
01 [ 01 [2.09( 0002 y . ! .J p . . pang y_ 8 12 Bulan 12 Bulan Rp 125.002.000 | Rp 125.002.000 ’ . . . 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan dibayarkan Pajak Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi DAN INOVAS!I DAERAH
Operasional atau Lapangan dan Perizinannya Kel/Desa Publik
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BADAN PERENCANAAN
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- |Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 01 |2.09| 0006 L . L 12 Bulan 12 Bulan Rp 27.100.000 | Rp 27.100.000 R . ) 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
PROGRAM PERENCANAAN, Te':gt:::::e;:x’:::ta’ dan
01 ( 02 PENGENDALIAN DAN EVALUASI pereyncanaan engendalian dan 100% 100% Rp 1.577.080.000 | Rp 1.630.358.000 - 0,00
PEMBANGUNAN DAERAH perencanaan, pens
evaluasi pembangunan
Memperkuat Stabilitas
Penyusunan Perencanaan dan  |Jumlah Laporan Pelaksanaan Polhukhankam Dan Reformasi
o1 | 02 |2.01 v vah Lap 5 Laporan 6laporan |Rp 1.302.806.000 | Rp 1.344.559.500 ! etorma - 0,00
Pendanaan Kegiatan Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Publik
Analisis Kondisi Daerah,
01 [ 02 [2.01| 0001 |Permasalahan, dan Isu Strategis [Jumlah Dokumen 1 Dok Rp 150.000.000 | Rp 150.000.000
Pembangunan Daerah
Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BADAN PERENCANAAN
Jumlah Berita Acara Konsultasi Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- |Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 02 |2.01| 0003 |Pelaksanaan Konsultasi Publik ) 2 Berita Acara 1 Berita Acara | Rp 50.000.000 23.650.000]- 26.350.000 A ) R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
Publik Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Koordinasi Pelaksanaan Forum  |Jumlah Berita Acara Forum BZrat L;::iaawa"g DANA TRANSFER UMUM P;I’}Tﬁra::am ;a'n' a Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 02 |2.01| 0004 |Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah/Lintas 2 Berita Acara 1 Berita Acara | Rp 40.000.000 19.050.0001- 20.950.000 ’ R . . 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Perangkat Daerah Perangkat Daerah X DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Pelaksanaan Musrenban Jumlah Berita Acara Musrenban gzz:z‘z;i:awang DANA TRANSFER UMUM PMo(Tfr\rl‘iirak::atr:ts):Ir:ltas Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 02 |2.01| 0005 & 8| 2 Berita Acara 2 Berita Acara | Rp 353.825.000 265.725.000(-Rp  88.100.000 ! N ) R 0,00|PEMBANGUNAN, RISET
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Penyiapan Bahan Koordinasi Jumlah Usulan yang Terverifikasi gzl:;l;':;i:awang DANA TRANSFER UMUM gl?mjii;k:::;t;';:'tas Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 02 |2.01| 0006 viap yang 9 Usulan 9 Usulan Rp 20.000.000 | Rp 20.000.000 ! . . R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Musrenbang Kecamatan oleh Kecamatan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
X DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Koordinasi Penyusunan dan Jumiah Dokumen Perencanaan Kab. Tulang Bawan Memperkuat Stabilitas
Penetapan Dok{lmen Pembangunan Daerah Barz;t Semgua ) DANA TRANSFER UMUM Polhu?(hankam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 02 (2.01( 0007 P Kabupaten/Kota yang 4 Dokumen 3 Dokumen Rp 838.981.000 866.134.500| Rp  27.153.500 ! . . R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Perencanaan Pembangunan Ditetapkan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi DAN INOVAS! DAERAH
D h Kabupaten/Kot Kel/Ds Publik
aerah Kabupaten/Kota (RPIPD/RPIMD/RKPD) el/Desa ubli




Urusan / Bidang Urusan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Indikator Program / Kegiatan / Perangkat Daerah
Kod! Py Kegiat: Sub iori
ode rogram / egia an / Sul Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / )
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Analisis Data dan Informasi Memperkuat Stabilitas
P intahan D h Bid Polhukhankam D Ref i
o1 | 02 |2.02 emerintahan baeran BICang |1, |aksananya kegiatan 1Keg 1Keg Rp  50.784.000 |[Rp  57.068.500 | Rp  6.284.500 ofhukhaniam Dan etormasi - 0,00
Perencanaan Pembangunan Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Daerah Publik
Jumlah Dokumen Hasil Analisis
Analisis Data dan Informasi Dat?. untuk Penyusunan Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas ) BADAN PERENCANAAN
Kebijakan Perencanaan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 [ 02 [2.02| 0001 |Perencanaan Pembangunan 0 Dokumen 0 Dokumen . . . 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
Pembangunan Daerah (Semua Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Daerah X DAN INOVASI DAERAH
Perencanaan Pembangunan Kel/Desa Publik
Daerah)
. Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Pembinaan dan Pemanfaatan BADAN PERENCANAAN
Jumlah Orang yang Dibina dalam Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 02 |2.02| 0002 |Data dan Informasi Perencanaan | € yang Libi 'l soorang 500rang  |Rp  50.784.000 57.068.500| Rp  6.284.500 ! Y ! ¢ st 0,00|PEMBANGUNAN, RISET
Pemanfaatan Data dan Informasi Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Pembangunan Perangkat Daerah . DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
. ) Memperkuat Stabilitas
Pengendalian, Evaluasi dan Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 02 (2.03 Pelaporan Bidang Perencanaan |Terlaksananya kegiatan 1 Keg 1 Keg Rp 180.000.000 | Rp 180.000.000 R ) N - 0,00
Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Pembangunan Daerah .
Publik
Koordinasi Pengendalian . Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Perencanaan dan Pelaksanaan Jumiah Lappran Hasil Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- |Polhukhankam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 02 |2.03| 0001 X Pengendalian Perencanaan dan 0 Laporan 0 Laporan N ) R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
Pembangunan Daerah di Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Pelaksanaan Pembangunan X DAN INOVASI DAERAH
Kabupaten/Kota Kel/Desa Publik
’F:/(Ie?\m::::ag; T_\;alg:;d;erl"kala Jumlah Laporan Hasil Evaluasi gzl:a;tTL;I::ﬁgu:awang DANA TRANSFER UMUM ’I:/&Ine;}:r:iil;k::atr:t[a)zlriltas Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 02 (2.03| 0003 v P I P 9 Laporan 9 Laporan Rp 180.000.000 | Rp 180.000.000 ! . . R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Pelaksanaan Pembangunan Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Daerah Kel/Desa Publik
. . Memperkuat Stabilitas
Implementasi Sistem Informasi Jumlah Laporan Pelaksanaan Polhukhankam Dan Reformasi
01 ( 02 (2.04 Pemerintahan Daerah di Bidang . P 1Lap 1Lap Rp 43.490.000 | Rp 48.730.000 R . . - 0,00
Kegiatan Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Pembangunan Daerah N
Publik
Jumlah Data dalam Sist Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Pengelolaan Data dalam Sistem umia .a aaa a_m stem ab. fulang Sawang emperkuat Stabilitas . BADAN PERENCANAAN
i i Informasi Pemerintahan Daerah Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 02 |2.04| 0001 |Informasi Pemerintahan Daerah | . . 0 Dokumen 0 Dokumen A ) R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
. di Bidang Pembangunan Daerah Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
di Bidang Pembangunan Daerah X X DAN INOVASI DAERAH
yang Dikelola Kel/Desa Publik
Jumlah Dokumen Hasil Kab. Tulang Bawan, Memperkuat Stabilitas
Penerapan Sistem Informasi PL:enera an :istem Inf:)rmasi Barat, uSemgua e DANA TRANSFER UMUM Polhu?(ha:kam DalnI Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 02 |2.04| 0002 |Pemerintahan Daerah di Bidang .p o 1 Dokumen 1 Dokumen 43.490.000,00 48.730.000,00( Rp  5.240.000 ’ . . K 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Pemerintahan Daerah di Bidang Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Pembangunan Daerah X DAN INOVASI DAERAH
Pembangunan Daerah Kel/Desa Publik
Persentase Tingkat pemenuhan
PROGRAM KOORDINASI DAN dokumen pendukung Tingkat
01 ( 03 SINKRONISASI PERENCANAAN  |pemenuhan dokumen 100% 100% Rp 1.446.360.000 | Rp 1.546.360.000 0,00
PEMBANGUNAN DAERAH pendukung perencanaan dan
monev
o . Memperkuat Stabilitas
Koordinasi Perencanaan Bidang Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 03 [2.01 Pemerintahan dan Terlaksananya kegiatan 1 Keg 1 Keg Rp 570.680.000 | Rp 670.680.000 . . . 0,00
. Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Pembangunan Manusia X
Publik
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Kab. Tulang Bawan Memperkuat Stabilitas
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Barellt Semgua g DANA TRANSEER UMUM Polhupkhankam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 03 [2.01| 0001 |Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 228.292.000 | Rp 230.192.000 [ Rp  1.900.000 Kecar;\atan Semua DANA ALOKAS! UMUM Transformasi Pelayanan | Birokrasi 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Kel/Desa ! publik Y DAN INOVASI DAERAH
dan RKPD) dan RKPD)




Urusan / Bidang Urusan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Indikator Program / Kegiatan / Perangkat Daerah
Kod! Py Kegiat: Sub iori
ode rogram / egia an / Sul Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / )
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Monitoring dan L
Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Evaluasi Penyusunan Dokumen  |Evaluasi Penyusunan Dokumen BZrat ::r:iaawa"g DANA TRANSFER UMUM P;;’:ﬁ;::am ;a'n' as Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 03 [2.01| 0003 |Perencanaan Pembangunan Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan Rp 179.382.000 | Rp 273.582.000 [ Rp 94.200.000 ’ . . . 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
A ) Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Perangkat Daerah Bidang Perangkat Daerah Bidang X DAN INOVASI DAERAH
8 8 Kel/Desa Publik
Pemerintahan Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Pelak: Monitoring d Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Evaluasi Penyusunan Dokumen E:aalu:Zins:: u:unr:airlggkuar:en BZrat L;:rr;guaawang DANA TRANSFER UMUM Poel:sj‘:;;::am IialnI * Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 03 [2.01| 0007 |Perencanaan Pembangunan v 1 Laporan 1 Laporan Rp 78.247.000 | Rp 77.747.000 |-Rp 500.000 ’ . . . 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Perangkat Daerah Bidang . X DAN INOVASI DAERAH
. Perangkat Daerah Bidang Kel/Desa Publik
Pembangunan Manusia .
Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan
. . L Jumlah Laporan Hasil Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
S tas dan H BADAN PERENCANAAN
Inergltas dan Harmonisasi Sinkronisasi Renstra/Renja Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam Dan Reformasi
01 [ 03 [2.01| 0008 |Perencanaan Pembangunan 1 Laporan 1 Laporan Rp 84.759.000 | Rp 89.159.000 | Rp  4.400.000 . . . 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Daerah Bidang Pembangunan ) . ) DAN INOVASI DAERAH
. Bidang Pembangunan Manusia Kel/Desa Publik
Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang :LT:LT::::::;‘:[:“ES Reformasi
01 | 03 |2.02 Perekonomian dan SDA ( ber|Terlal ya kegi ) 1 Keg 1 Keg Rp  407.505.000 | Rp 389.019.000 R . R - 0,00
Daya Alam) Transformasi Pelayanan |Birokrasi
v Publik
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Pelak: Monitoring d Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Evaluasi Penyusunan Dokumen Ejaalu:zin::: usounr:aonngikuan:en Bzaxrat uS:r:\guaawang DANA TRANSFER UMUM Poﬁmji‘:\;::am I;aInI * Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 03 [2.02| 0003 |Perencanaan Pembangunan v 1 Laporan 1 Laporan Rp 95.133.000 | Rp 72.539.000 [-Rp 22.594.000 ’ . . . 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Perangkat Daerah Bidang ) ) DAN INOVASI DAERAH
R Perangkat Daerah Bidang Kel/Desa Publik
Perekonomian k
Perekonomian
Sinergts donparmonisasi [ Snkeonesa pemaafieni core, Semn—+|0ANA TRANSFER UMUK [Plbuhankamben [teormas BADAN PERENCANAAN
01 [ 03 |2.02| 0004 8 ) 1 Laporan 1 Laporan Rp 137.099.000 | Rp 139.153.000 | Rp  2.054.000 ! . . R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Perencanaan Pembangunan dengan RKPD/RPJMD pada Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
) . X X X DAN INOVASI DAERAH
Daerah Bidang Perekonomian Bidang Perekonomian Kel/Desa Publik
Jumlah Dokumen Perencanaan
Koordinasi P Kab. Tul B: M kuat Stabilit
Dokumen Perencanaan |7ebangnan Daerah idang daratSemua - [DANA TRANSFER UMUM-[palhukhankam Dan  [reformsi BADAN PERENCANAAN
01 [ 03 [2.02 | 0005 . SDA yang Dikoordinir 1 Laporan 1 Laporan Rp 140.400.000 | Rp 142.454.000 | Rp  2.054.000 ! . . R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Pembangunan Daerah Bidang Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Penyusunannya (RPJPD. RPJIMD X DAN INOVASI DAERAH
SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Kel/Desa Publik
dan RKPD)
Jumlah Laporan Hasil
Pelak Monitoring d Kab. Tulang B M kuat Stabilit
E\?a?uzzins:: u:unr:ain[r;skuamnen Pelaksanaan Monitoring dan BZrat uS:r:guaawang DANA TRANSFER UMUM PoTr:rl‘i:—a::am Iialn| * Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 03 [2.02 | 0007 v Evaluasi Penyusunan Dokumen 1 Laporan 1 Laporan Rp 34.873.000 | Rp 34.873.000 | Rp - ’ . ) K 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
perangkat Daerah Bidang SDA Perencanaan Pembangunan Kel/Desa publik DAN INOVASI DAERAH
8 & Perangkat Daerah Bidang SDA
Memperkuat Stabilitas
Koordinasi Perencanaan Bidang Polhukhankam Dan Reformasi
01 | 03 [2.03 Terlaksananya kegiatan 1 Ke, 1Ke R 468.175.000 | R 486.661.000 0,00
Infrastruktur dan Kewilayahan va keg 8 8 P P Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Publik
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang ab. fulang Sawang emperkuat Stabilitas . BADAN PERENCANAAN
. . L Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- |Polhukhankam Dan Reformasi
01 [ 03 [2.03| 0001 |Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 48.236.000 | Rp 54.398.000 [ Rp  6.162.000 Kecamatan. Semua DANA ALOKAS! UMUM Transformasi Pelavanan | Birokrasi 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan |Penyusunannya (RPJPD. RPJIMD ! X ¥ DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
RKPD) dan RKPD)




Urusan / Bidang Urusan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Indikator Program / Kegiatan / Perangkat Daerah
Kod! Py Kegiat: Sub iori
ode rogram / egia an / Sul Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / )
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
. 8 Pelaksanaan Monitoring dan Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi Penyusunan Dokumen Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- |Polhukhankam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 03 |2.03| 0003 |Perencanaan Pembangunan v 1 Laporan 1 Laporan Rp 30.109.000 | Rp 30.109.000 | Rp - ’ . . R - 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Perangkat Daerah Bidang ) X DAN INOVASI DAERAH
Perangkat Daerah Bidang Kel/Desa Publik
Infrastruktur
Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan
Kab. Tulang Bawan, Memperkuat Stabilitas
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Barat uSemgua \wang DANA TRANSFER UMUM- Polhu‘:(ha:kam Dalnl Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 | 03 |2.03| 0005 [Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir 1 Dokumen 1 Dokumen Rp 348.322.000 | Rp 354.484.000 | Rp  6.162.000 ’ . . R - 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan |Penyusunannya (RPJPD. RPIMD Kel/Desa Publik DAN INOVASI DAERAH
RKPD) dan RKPD)
Jumlah Laporan Hasil
Pelaksanaan Monitoring dan
Pelak: Monitoring d Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Evaluasi Penyusunan Dokumen E:aalu:zrsz: usounr:ai”ggkuar:en BZrat L;:r:iaawang DANA TRANSFER UMUM PDT::J‘:(T\;::BT\’] [a)alnI * Reformasi BADAN PERENCANAAN
01 [ 03 [2.03| 0007 |Perencanaan Pembangunan v 1 Laporan 1 Laporan Rp 41.508.000 | Rp 47.670.000 ’ . . . - 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Perangkat Daerah Bidang ) X DAN INOVASI DAERAH
. Perangkat Daerah Bidang Kel/Desa Publik
Kewilayahan .
Kewilayahan
05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 0,00
Persentase Hasil Kajian/ Riset
PROGRAM PENELITIAN DAN Penelitian yang di
05 | 02 PENGEMBANGAN DAERAH Diseminasikan ke - Rp 1.067.080.000 | Rp 967.080.000 |-Rp 100.000.000 0,00
PD/Stakeholder lainnya
Penelitian dan Pengembangan Memperkuat Stabilitas
Bidang Penyelenggaraan Polhukhankam Dan Reformasi
05 | 02 |2.01 B Penyelenggaraan |y jaksananya kegiatan 1Keg 1Keg Rp  77.080.000 |Rp  77.080.000 ! etorma - 0,00
Pemer dan P 1 Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Peraturan Publik
Fasilitasi, Pelaksanaan dan :JUT;ESZEP:VFE:S::::] Kab. Tulang Bawan, Memperkuat Stabilitas
Evaluasi Penelitian dan P:IaksanaZn dan Evalluasi Bare.lt lJszmgua e DANA TRANSFER UMUM Polhupkha:kam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
05 | 02 |2.01| 0001 [Pengembangan Bidang e 1 Laporan 1 Laporan Rp 77.080.000 | Rp 77.080.000 | Rp - ! . . R - 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
. Penelitian dan Pengembangan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Penyelenggaraan Otonomi . . DAN INOVASI DAERAH
Bidang Penyelenggaraan Kel/Desa Publik
Daerah .
Otonomi Daerah
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumiah Laporan Hasil Kab. Tulang Bawang
' Pelaksanaan Fasilitasi : BADAN PERENCANAAN
Evaluasi Penelitian d ’ Barat, S DANA TRANSFER UMUM- Ref i
05 | 02 |2.01| 0ooz [FV@'uas! Penelitian can Pelaksanaan dan Evaluasi 0 Laporan 0 Laporan arat, semua - eformasi . 0,00|PEMBANGUNAN, RISET
Pengembangan Bidang - Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Birokrasi
. Penelitian dan Pengembangan DAN INOVASI DAERAH
Pemerintahan Umum ) ) Kel/Desa
Bidang Pemerintahan Umum
o Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Pelaksanaan Fasilitasi Kab. Tulang Bawang
Evaluasi Penelltla? dan Pelaksanaan dan Evaluasi Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- Reformasi BADAN PERENCANAAN
05 | 02 |2.01| 0003 [Pengembangan Bidang ", 0 Laporan 0 Laporan - . R - 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Penelitian dan Pengembangan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Birokrasi
Kelembagaan dan X DAN INOVASI DAERAH
Bidang Kelembagaan dan Kel/Desa
Ketatalaksanaan
Ketatalaksanaan
Jumlah Rekomendasi atas
Perumusan Rekomendasi atas Kab. Tulang Bawang
R Penet: Perat BADAN PERENCANAAN
Rencana Penetapan Peraturan encana renetapan e.ra uran . . Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- Reformasi
05 [ 02 [2.01( 0013 R Baru dan/atau Evaluasi Terhadap| O Rekomendasi | 0 Rekomendasi - ) R - 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Birokrasi
Pelaksanaan Peraturan yang DAN INOVASI DAERAH
Pelaksanaan Peraturan Diterbitkan Kel/Desa




Urusan / Bidang Urusan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Indikator Program / Kegiatan / Perangkat Daerah
Kod! Py Kegiat: Sub iori
ode rogram / egia an / Sul Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / )
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Memperkuat Stabilitas
Penelitian dan Pengembangan Polhukhankam Dan Reformasi
05 | 02 [2.02 Terlaksananya kegiatan 1 Ke; 1Ke, R| 300.000.000 | R 200.000.000 (-Rp 100.000.000 0,00
Bidang Sosial dan Kependudukan va keg 8 8 P P P Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Publik
™ Jumlah Dokumen Hasil Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Penelitian dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
05 | 02 |2.02| 0002 [Pemberdayaan Perempuan dan 0 Dokumen N ) R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
. Pemberdayaan Perempuan dan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Perlindungan Anak . . DAN INOVASI DAERAH
Perlindungan Anak Kel/Desa Publik
Kab. Tul B: M k tabili
- Jumlah Dokumen Hasil ab. Tulang Bawang emperkuat Stabilitas ' BADAN PERENCANAAN
Penelitian dan Pengembangan . Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
05 | 02 120210003 Pendidikan dan Kebudayaan Penelitian dan Pengembangan 0 bokumen Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM  |Transformasi Pelayanan |Birokrasi 0,00/ PEMBANGUNAN, RISET
4 Pendidikan dan Kebudayaan ! X ¥ DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
" Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Penelitian dan Pengembangan Jumla.h‘Dokumen Hasil Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- |Polhukhankam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
05 [ 02 [2.02 0005 L Penelitian dan Pengembangan 0 Dokumen A ) R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Pariwisata . Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan Birokrasi
Pariwisata . DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
Penelitian dan Pengembangan Jumiah Dokumen Hasil gzl:a;t-r:fr:gu:awang DANA TRANSFER UMUM gt?nii;k:::r:t[a)t;:ltas Reformasi BADAN PERENCANAAN
05 | 02 |2.02| 0006 & 8 Penelitian dan Pengembangan 0 Dokumen ’ . . . 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
Kesehatan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Kesehatan . DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa Publik
- Jumlah Dokumen Hasil Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
BAD ERE
Penelitian _dan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi ADAN PERENCANAAN
05 | 02 |2.02| 0007 |Pengendalian Penduduk dan ) 0 Dokumen N ) A 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Pengendalian Penduduk dan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Keluarga Berencana X DAN INOVASI DAERAH
Keluarga Berencana Kel/Desa Publik
"™ Jumlah Dokumen Hasil Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Penelitian dan P b: BADAN PERENCANAAN
ene. ' .|an ,an engembangan Penelitian dan Pengembangan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
05 | 02 |2.02| 0008 [Administrasi Kependudukan dan L N 0 Dokumen A ) R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
L Administrasi Kependudukan dan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Pencatatan Sipil o . DAN INOVASI DAERAH
Pencatatan Sipil Kel/Desa Publik
" Kab. Tulang Bawang
Jumlah Dokumen Hasil BADAN PERENCANAAN
Penelitian dan P b: Barat, S DANA TRANSFER UMUM- Ref i
05 | 02 |2.02 0010 | cnetan can Pengembangan o, o iian dan Pengembangan 1 Dokumen Rp  300.000.000 |Rp  200.000.000 |-Rp 100.000.000 | - o >¢mua - eformasi 0,00|PEMBANGUNAN, RISET
Partisipasi Masyarakat . Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Birokrasi
Partisipasi Masyarakat DAN INOVASI DAERAH
Kel/Desa
Penelitian dan Pengembangan 2’5:; ii:(::::‘t;::ltas Reformasi
05 | 02 |2.03 Bidang Ekonomi dan Terlaksananya kegiatan 1Keg 1Keg Rp  400.000.000 | Rp 400.000.000 | Rp - . . . 0,00
Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Pembangunan N
Publik
Jumlah Dok Hasil Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Penelitian dan Pengembangan | o Dokumen Hast ab. Tulang Bawang emperkuat Stabilitas , BADAN PERENCANAAN
K Penelitian dan Pengembangan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam Dan Reformasi
05 [ 02 [2.03| 0004 |Pertanian, Perkebunan dan . 1 Dokumen Rp 400.000.000 | Rp 400.000.000 | Rp - . ) R 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Pertanian, Perkebunan dan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Pangan X DAN INOVASI DAERAH
Pangan Kel/Desa Publik
Memperkuat Stabilitas
P b: ! id Polhukhankam D Ref i
05 | 02 |2.08 engemuangan Inovasl dan Terlaksananya kegiatan 1Keg 1Keg Rp  290.000.000 |Rp  290.000.000 | Rp . ofhukhankam Dan etormasl 0,00
Teknologi Transformasi Pelayanan |Birokrasi
Publik
Jumlah Dok Hasil Kab. Tulang B M kuat Stabilit
Penelitian, Pengembangan, dan | 1 o Dokumen fast Tttt emperkuat Stabilitas ) BADAN PERENCANAAN
> Penelitian, Pengembangan, dan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi
05 | 02 |2.04| 0001 |Perekayasaan di Bidang . 1 Dokumen Rp 90.000.000 | Rp 90.000.000 | Rp - N . R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
. . Perekayasaan di Bidang Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Teknologi dan Inovasi . . X DAN INOVASI DAERAH
Teknologi dan Inovasi Kel/Desa Publik




Urusan / Bidang Urusan /

Indikator Program / Kegiatan /

Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan

Prakiraan Maju Rencana Tahun
2025

Perangkat Daerah
Kod! Py Kegiat: Sub iori
ode rogram / egiatan /sul Sub Kegiat Target 2024 Pagu Prioritas Sasaran Penanggung Jawab
Kegiatan Lokasi Sumber Dana Target Pagu Indikatif (Rp)
Bertambah / )
sebelum sesudah sebelum sesudah Nasional Daerah
(Berkurang)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Hasil
Uji Coba dan Penerapan
. P Pelaksanaan Uji Coba dan Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas
Rancang Bangun/Model Penerapan Rancan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- [Polhukhankam Dan Reformasi BADAN PERENCANAAN
05 | 02 |2.04| 0002 |Replikasi dan Invensi di Bidang P g( . 1 Laporan Rp 200.000.000 | Rp 200.000.000 | Rp - ’ N ) R 0,00| PEMBANGUNAN, RISET
e . Bangun/Model Replikasi dan Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
Difusi Inovasi dan Penerapan A o . . DAN INOVASI DAERAH
. Invensi di Bidang Difusi Inovasi Kel/Desa Publik
Teknologi .
dan Penerapan Teknologi
. - Jumlah Laporan Hasil -
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Kab. Tulang Bawang Memperkuat Stabilitas ) BADAN PERENCANAAN
Metode Penyelenggaraan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM:- [Polhukhankam Dan Reformasi
05 | 02 |2.04| 0003 . Prosedur dan Metode 0 Laporan . . . 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Pemerintahan Daerah yang . Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Transformasi Pelayanan  |Birokrasi
) ) Penyelenggaraan Pemerintahan . DAN INOVASI DAERAH
Bersifat Inovatif X R Kel/Desa Publik
Daerah yang Bersifat Inovatif
Jumlah Laporan Hasil Kab. Tulang Bawang
BADAN PERENCANAAN
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- |Penyelenggaraan Sosialisasi dan Barat, Semua DANA TRANSFER UMUM- Reformasi
05 | 02 |2.04| 0004 S A . 0 Laporan - X : 0,00(PEMBANGUNAN, RISET
Hasil Kelitbangan Diseminasi Hasil-Hasil Kecamatan, Semua DANA ALOKASI UMUM Birokrasi
. DAN INOVASI DAERAH
Kelitbangan Kel/Desa
JUMLAH Rp 10.774.681.551 | Rp 10.624.959.581 | -Rp 149.721.970 4.460.055.049,00




BAB V
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (renja) Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat tahun 2024 berfungsi sebagai pedoman, penentuan arah,
sasaran dan tujuan bagi aparat Bapperida dalam melaksanakan
tugas - tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan

pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Perlu disampaikan bahwa Rencana Kerja ini telah diupayakan
memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban
sekaligus solusi bagi permasalahan perencanaan pembangunan di
Kabupaten Tulang Bawang Barat, meskipun dalam pelaksanaanya
sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan yang terjadi. Oleh
sebab itu, pelaksanaan Rencana Kerja membutuhkan kecermatan,
kreativitas dan respon yang cepat terhadap perubahan yang terjadi.
Dengan demikian, dokumen perencanaan ini memiliki kelenturan
(fleksibilitas) dalam pelaksanaannya, bersifat dinamis dan berdaya
guna bagi Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Selanjutnya Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2024 ini menjadi acuan kerja bagi sekretaris dan
bidang — bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Untuk
itu semua unit kerja harus melaksanakan dengan baik dan

akuntabel dengan mengedepankan peningkatan capaian kinerja.

Panaragan, Juli 2024

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ir. YUDIANSYAH, S.P., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19740725 199903 1 004




RENCANA KERJA
PERUBAHAN

( RENJA-P)

TULANG BAWANG BARAT
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BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang
Maha Esa, karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya kami dapat
menyelesaikan bahan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan dan
Pergeseran Anggaran SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
Anggaran 2024.

Tulisan sederhana ini berisi gambaran umum pengelolaan
Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil Daerah yang ada di
Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai penyelenggaraan tugas pokok
dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan
evaluasi tahun ini sampai dengan triwulan ke I, Tujuan dan Sasaran
Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Tahun 2024. Kami
menyadari bahwa tulisan sederhana yang akan digunakan untuk
bahan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( MUSRENBANG )
dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2024 namun masih ada kekurangan, oleh karena
itu saran/pendapat atau kritik yang membangun sangat kami
harapkan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga informasi singkat

memberikan manfaatnya, Sekian terima kasih.

Panaragan, 2024

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOVIAN PRIAHUTAMA, SE., MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
NIP. 19661127 199503 1 001




BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2024 merupakan penjabaran
dari Rencana Program dan Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2024.
Renja SKPD ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya dan hasil evaluasi pada
triwulan ke I tahun 2024, antisipasi terhadap permasalahan yang akan
dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stakeholder dan dinamika
perkembangan lingkungan strategis.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dilaksanakan
melalui pengawasan aparatur, penataan kelembagaan dan
ketatalaksanaan, peningkatan kualitas pelayanan serta peningkatan
kapasitas sumber daya manusia. Proses penyusunan Rencana Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai
dengan Ketentuan Undang-Undang mengemukakan bahwa Rencana
Kerja (Renja) merupakan penjabaran dari Rencana Program dan
Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023 dan akan dilaksanakan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat tentang kebijakan, program
dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 dimana fungsi Renja SKPD menerjemahkan dan
mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke
dalam program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga
berkontribusi pada pencapaian tujuan dan program SKPD secara
keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum
dalam Renstra SKPD serta sebagai proses penyusunan RAPBD.

Sebagai amanah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana
diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut
untuk menata SDM Pegawai Negeri Sipil di daerah dibentuklah Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

berdasarkan pada Pasal 34 A UU No. 43 Tahun 1999 tentang
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Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian dan KEPRES No. 159 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka
dibidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang
besar sekali, diantaranya adalah terwujudnya tata kepemerintahan
yang demokratis (democratic and good governance). Upaya untuk
menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan
berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di
zaman modern  sekarang ini. Keberhasilan pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan ini dan pembangunan yang telah
dicapai, diperlukan adanya perwujudan kemampuan serta
kesungguhan aparatur negara untuk menjadi insan berkualitas,
profesional dan bertanggung jawab dalam menangani berbagai
permasalahan sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat terus
dipelihara dan ditinggkatkan serta diarahkan pada peningkatan
sumber daya manusia. Peningkatan SDM dan profesionalisme pada
aparatur negara terus ditingkatkan guna mewujudkan aparatur
negara yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara
profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas

negara, pemerintahan dan pembangunan.
1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan
pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2024 :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional,



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan
Organisasi dan Lembaga Teknis;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 01
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 25
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Seperti tercantum pada pasal 7 ayat (1) dan pasal 15 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan rancangan Rencana Kerja
(Renja) SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan,
Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan
Tupoksi SKPD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Daerah, yang setiap tahunnya sebagai pedoman
dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai
acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran
2024 dan tujuannya dalah untuk memastikan bahwa dokumen
tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA), Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana
Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Badan



Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Tulang Bawang Barat.

Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang
Barat menyusun Rencana Kerja tahun 2024 dengan tujuan sebagai
berikut :

1. Melaksanakan Manajemen Kepegawaian secara benar dalam
rangka meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi dan
Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia.

2. Menempatkan  Aparatur sesuai dengan = kompetensinya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sesuai
dengan kebutuhan organisasi.

4. Meningkatkan pengelolaan kepegawaian.

Meningkatkan Perencanaan dan pengembangan karir Pegawai
Negeri Sipil.

6. Meningkatkan Kompetensi Aparatur secara tekhnis dan
manajerial.

7. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada aparatur secara
konsisten dalam rangka penegakan disiplin PNS.

8. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

Dalam pelaksanaan tugas—-tugas sehari-hari Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tulang Bawang Barat , Mempunyai tugas :

“Melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang

pengelolaan dan pembinaan kepegawaian Daerah. “

Disamping itu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat juga mempunyai
fungsi :

1. Penyiapan peyusunan Peraturan Perundang — undangan Daerah
dibidan kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur
yang ditetapkan pemerintah;

Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah;

Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah;



10.

11.

12.

13.

14.

Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat,
pemindahan dan pemberhentian PNSD sesuai dengan norma,
prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang
—undangan;

Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan,
pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural
dan fungsional sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang
ditetapkan dalam peraturan perundang — undangan;

Penyiapan dan pengurusan penerbitan Karpeg, Karis/ Karsu dan
KPE ke Badan Kepegawaian Negara;

Pengurusan Satya lencana karya satya PNS ke Sekretariat Negara;
Penyiapan dan penetapan pensiun PNSD sesuai dengan norma,
prosedur dan standar yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan,;

Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNSD
sesuai dengan norma, prosedur dan standar yang ditetapkan
dalam peraturan perundang — undangan;

Penyelenggaraan administrasi PNSD;

Pengelolaan Sistem informasi kepegawaian daerah;

Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan
Kepegawaian Negara;

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi PNSD dan
berkoordinasi dengan instansi terkait;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
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BAB II
EVALUASI RENJA ANGGARAN TAHUN 2024 SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I

II.1. Evaluasi Renja Anggaran Tahun 2024 Sampai Dengan

Triwulan I

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan
penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tercapai tidaknya pelaksanaan
kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat
berdasarkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra OPD. Akuntabilitas merupakan bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media

pertangunggjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Berkaitan dengan telah disusunnya Rencana Kerja OPD Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2024 dan dengan mempertimbangkan
perubahan perubahan akibat pergesaran RKPD Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2024, maka berdasarkan Permendagri No.27
Tahun 2014, pengisian table 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi
Pelaksanaan Renja OPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat s/d Triwulan
I tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan, indikator
kinerja program serta target akhir periode Renstra OPD Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024. Tabel 2.1 sebagai
berikut :






BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 ini
merupakan penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang
Barat yang memuat program dan kegiatan dalam rangka menunjang
secara langsung pencapaian visi, misi dan program prioritas dalam
rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah disesuaikan
dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.

Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
tujuan pembangunan kepegawaian dan pengembangan sumber daya
manusia yang dilaksanakan oleh BKPSDM pada satu urusan
pemerintah bidang kepegawaian dengan total Pagu Anggaran Tahun
2024 untuk program urusan wajib sebesar Rp 5.830.302.098,- dan

program yang dimaksud adalah :

NO SASARAN OPD PROGRAM/KEGIATAN

1 | Tersedianya penunjang Program Penunjang Urusan

urusan pemerintah daerah | Pemerintah Daerah

2 | Terlaksananya kegiatan | Program Kepegawaian Daerah

kepegawaian daerah

3 | Meningkatnya Program Pengembangan Sumber
pengembangan sumber | Daya Manusia

daya manusia




BAB IV
PENUTUP

Rencana kerja tahunan merupakan terjemahan dan operasional
yang tercantum dalam program dan kegiatan SKPD yang berkontribusi
untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah yang tercantum
dalam Rencana Strategis SKPD. Rencana kerja dibuat terkait dengan
visi dan misi organisasi untuk memenuhi target kinerja dari program

dan kegiatan SKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Tahun 2024 ini
juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas program
kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tulang Bawang Barat selama Tahun Anggaran 2024
sampai dengan triwulan I, dan sebagai pengukur rencana capaian
kinerja organisasi yang akan dilaksanakan baik secara tim, individu
maupun institusi organisasi dalam 1 (satu) tahun ke depan. Disamping
itu, untuk lebih meningkatkan aktivitas dan kreatifitas aparatur dalam
pelaksanaan disiplin dan loyalitas yang tinggi demi mengemban Visi
dan Misi Organisasi untuk menuju Aparatur Pemerintah yang
profesional, bersih dan berwibawa sebagai pelayan masyarakat yang

terbaik.



SKPD :BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

FORMULIR EVALUASI HASIL RKPD/RENJA

TABEL 2.1

OPD BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN | TAHUN 2024

Tingkat Capaian
REALISASI CAPAIAN TARGET KINERJA REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN Kinerja dan PERANGKA
INDIKATOR KINERJA PROGRAM KINERJA RENSTRA DAN ANGGARAN KINERJA DAN REALISASI KINERJA DAN Realisasi T DAERAH
NO Kode PROGRAM / KEGIATAN OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT TARGET RPD 2026 PD | PERANGKAT DAERAH RENJA TAHUN ANGGARAN RKPD [ANGGARAN RKPD PD S/D | Anggaran RKPD PENANGGU
( ) ( ) S/D RENJA PD TAHUN | BERJALAN YANG DI PD YANG DI TAHUN 2023 Perangkat NG JAWAB
LALU (2023) EVALUASI (2024) ! I n v EVALUASI Daerah s.d.
Tahun 2023
5 6 7 8 9 10 1 (12) = 8+9+10+11 (13) =6+12 (14) =12I7X100%
1 2 3 4 15
K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP K RP
1.01.1.01.01.01 BELANJA PERANGKAT DAERAH 6,641,100,098 3,993,069,647 5,830,302,098 775,323,131 - - 775,323,131 4,768,392,778 3.15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN ersentase tingkat layanan urusan
05.03.01 PEMERINTAHAN DAERAH pemerin tah dairah ¥ 100% | 4,259,100,098 90.33%| 2,971,085,496 | 100% | 3,667,572,098 637,163,131 - - 637,163,131 3,608,248,627 265
KABUPATEN/KOTA P
P P dan P P P . .
5.03.01.2.01 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dacrah 100% 38,500,000 100% 35,000,000 | 0.19 6,500,000 6,500,000 6,500,000 1.30
P,
503012010001 Dokumen P Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkal | 4 4oy | 5 500,000 | 1dok | 5000000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 020
Perangkat Daerah Daerah
Koordinasi dan P Dok RKA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan
5.03.01.2.01.0002 ng[;"as' an Fenyusunan Lokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- | 1 dok 5,500,000 -] 1dok 5,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0.60
SKPD
Koordinasi dan P Dok Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan
503012010003 (520 E o ey Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Tdok | 5500000 [ 1dok | 5000000 0 - -
erubahan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan
5.03.01.2.01.0004 |Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- 1dok 5,500,000 -| 1dok 5,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0.50
SKPD
- Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan
5.03.01.2.01.0005 gfgg‘"as' dan Penyusunan Perubahan DPA |, -1 Hasil Koordinasi Penyusunan 1dok 5,500,000 -] 1dok 5,000,000 0 - -
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian |Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
5.03.012.01.0006 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian 1 dok 5,500,000 -| 1dok 5,000,000 0 ) -
Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD
503012010007 |Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah é”;zz: Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat | 4 4o | 5 500,000 1dok | 5000000 0 - .
5.03.01.2.02 Administrasi K Perangkat Darah |UmIah orang, dokumen dan 'a!"";';erah 100% | 3,154,600,098 |  95.28%| 288,731,632 | 100% | 2,805,560,008 | 20.59%| 577,613,555 . . 577,613,555 3,066,345,187 051
503012020001 |Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah orang yang menerima gzji dan 52 | ) 890,600,008 | 322 0rgin| 2364275632 | 22 | 2647600008 | & | 553,953555 553,953,555 2,918.229,187 021
tunjangan ASN org/bln org/bln org/bln
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah dokumen Penatausahaan dan 1
5.03.01.2.02.0003 Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 dok 220,000,000 | 4 dok 103,560,000 | 4 dok 117,960,000 laporan 19,660,000 19,660,000 123,220,000 0.17
Koordinasi dan Penvusunan Laporan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 4 4
5.03.01.2.02.0005 Keuangan Akhir Tazun SKPD P dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan laoran 11,000,000 | 4 laporan | taporan 10,000,000 - - -
9 Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD s s
ROUIUInds: udre Laporar .
5.03.01.2.02.0007 |Keuangan Bulanan/ Tri Jumiah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan! | 12 33,000,000 | 12laporan|  20896,000 | 2 30000000 | 3 4,000,000 4,000,000 24,896,000 0.13
Qwon Semesteran SKPD laporan laporan laporan
Administrasi K PN . y A
5.03.01.2.05 e ' ° e 100% 22,000,000 - | 100% 20,000,000 | 0.08 1,500,000 - - 1,500,000 1,500,000 0.15
Daerah Perangkat Daerah
5.03.01.2.050004 [oordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi | Jumleh Dokumen Hasil Koordinasidan 4 gq |+ 41,000,000 <] 1dok | 10,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 015
Kepegawaian Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian




5.03.01.2.05.0005 Monitoripg, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Jum.lat.1 Dolfum.en Monitor.ing, Evaluasi, dan 12 dok 11,000,000 112 dok 10,000,000 | 3dok R | R )
Pegawai Penilaian Kinerja Pegawai
503.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah ﬂ”'“'a",”a'l‘:; e’::':“'"'s"as' Umum 100% | 230,000,000 |  70.09%| 90,439,438 | 100% | 134,600,000 | 0.07 8,900,000 8,900,000 99,339,438 0.37
Penyediaan Komponen Instalasi dumizh paket komponen instalasi 12 12
5.03.01.2.06.0001 |, . y P listrik/penerangan bangunan kantor yang 11,000,000 2,000,000 10,000,000 | 3 paket 1,000,000 1,000,000 3,000,000 0.10
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - paket paket
disediakan
5.03.01.206.0002 |7 enyediaan Peralatan dan Perengkapan - |Jumlah paket Peralatan dan Pertengkapan 12 26,000,000 20550000 | 2 | 20400000 | 3paket| 2300000 2,300,000 22,850,000 041
Kantor Kantor yang disediakan paket paket
5.03.01.206.0003 |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumiah paket Peralatan Rumah Tangga yang | 12 22,000,000 17945000| 2 | 15000000 | 3paket| 1500000 1,500,000 19,445,000 040
disediakan paket paket
5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang.Cet.akan dan 12 16,000,000 12 14,200,000 R | R )
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan paket paket
5.03.01.206.0009 |7 nyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Jumiah laporan Penyelenggarazn Rapat 2 | 155000000 soouazs| " | 75000000 | 3paket| 4100000 4100000 54,044,438 005
Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD laporan laporan
- Jumlah paket Pengadaan Barang Milik
5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Daerah Penunjang Urusan Pemerintah (2 paket| 165,000,000 A 2| 148000000 . . . .
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah paket
5.03.01.2.07.0005 |Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 21,000,000 - |1 paket 16,000,000 - - -
5.03.01.207.0006 |Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya éf;“;;gé’r‘]“ Peralatan dan Mesin Lainnya yang | oyei | 144,000,000 {1 paket| 132,000,000 - . ;
5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Jumiah laporan Penyediaan Jasa 498,000,000 287,596,406 417,402,000 35,309,576 35,300,576 322,005,982 0.25
Pemerintahan Daerah P Urusan F Daerah
503012080002 |7 enyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya - |Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, | 12 87,000000 | 120aporan | 49683406 | 12 | es600000 | 3 11,049,576 11,049576 61,632,082 018
Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik laporan laporan laporan
5.03.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan |Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan | 12 21,000,000 5500,000 12 10,000,000 R | 5500,000 )
Kantor Perlengkapan Kantor laporan laporan
5.03.01.2.08.0004 |Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |12 [3poran Penyediaan Jasa Pelayanan 12 390,000,000 | 121aporan | 232413000 | 2 | a4t802000 | 3 23,450,000 23,450,000 255,863,000 0.07
Umum Kantor laporan laporan laporan
Pemelih B Milik Daerah Jumlah kendaraan dalam Pemeliharaan
503.01.2.09 emetiharaan Barang Hilik Daera Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 151,000,000 104,318,020 107,010,000 7,250,000 7,250,000 111,568,020 0.07
P Urusan F Daerah L
Pemerintahan Daerah
3 unit 3 unit 1 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah kendaraan dinas perorangan atau roda 4 3 unit roda roda 4 roda 4
5.03.01.2.09.0002 |Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dan 2 138,000,000 | 4dan2 85,246,020 | dan 2 105,010,000 | dan1 7,250,000 7,250,000 92,496,020 0.07
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  [dibayarkan pajaknya unit unit roda 2 unit unit
roda 2 roda 2 roda 2
503012000009 |7 emelharaanRehabiltasi Gedung Kartor dan | Jumiah Gedung Kantor dan Bangunan Lainmya | 4 i | 43,000,000 | 1 unit 19072,000 | 1unit | 2,000,000 - - 19072000 .
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi
05.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH Persentase layanan kepegawaian daerah 100% | 1,992,000,000 61.35%| 743,384,651 | 100% | 1,776,100,000 138,160,000 138,160,000 881,544,651 0.51
b . Pemberhentian dan Inf . [Jumlah dokumen hasil Pengadaan,
5.03.02.2.01 y e an Pembert dan Inf i K 928,000,000 144,349,146 845,600,000 10,660,000 10,660,000 155,009,146 0.26
Kepegawaian ASN ASN e
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan [Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan
5.03.02.2.01.0003 PPPK Fasiltasi Pengadaan PNS dan PPPK 2dok 720,000,000 25,202,132 | 2dok | 718,000,000 - - 25,202,132 -
5.03.02.2.01.0006 |00rdinasi Pelaksanaan Adminisrasi Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi Tdok | 55000000 33693014 | 1dok | 45,000,000 3,340,000 3,340,000 37,033,014 007
Pemberhentian I 1 Pemt
5.03.02.2.01.0008 |Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi 1keg 55,000,000 16,000,000 | 1 keg 37,600,000 - - 16,000,000 -
503022010011 |Pengelolaan Data Key dumiah dokumen hasi pengelolaan data Tdok | 55000000 69,454,000 | 1dok | 40,000,000 7,320,000 7,320,000 76,774,000 018
kep
5.03.02.2.01.0012 Evaluasi D.ata, Informasi dan Sistem Informasi Jumlah Laporan Has.il Evaluasi [?ata, Informasi 1 43,000,000 R 1 5,000,000 R | R )
Kepegawaian dan Sistem Informasi Kepegawaian laporan laporan
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN i“s';“'a" dokumen hasil mutasi dan promosi 244,000,000 76,546,840 220,350,000 . . 76,546,840 .




JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

530,302,098 [ 775323131 [

- I e

Faktor Pedorong Keberhasilan Kinerja :

Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi,
5.03.02.2.02.0001 |Pengelolaan Mutasi ASN jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, 2 dok 43,000,000 -| 2dok 21,000,000 - - - -
jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah
. . 400 400
5.03.02.2.02.0002 |Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN ASN 98,000,000 35,316,952 ASN 97,600,000 - - 35,316,952 -
5.03.02.2.02.0003 |Pengelolaan Promosi ASN f\L'S",‘Jah dokumen hasil pengelolaan promosi | 4 4o | 443 000,000 41229888 | 1dok | 101,750,000 - - 41,229,888 -
503.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN Jumiah dokumen hasil dari Peng 9 646,000,000 478,358,665 617,150,000 127,500,000 . . 127,500,000 605,858,665 0.25
Kompetensi ASN
5.03.02.2.03.0002 |Pengelolaan Assessment Center é”e’:::‘ dokumen pengelolaan Assessment 1dok | 515,000,000 455,008,665 | 1dok | 512,550,000 127,500,000 127,500,000 582,508,665 0.25
5.03.02.2.03.0004 |Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Jumlah ASN yang mendapatian fjn uniuk 37,000,000 - 12,000,000 - - - -
mengikuti pendidikan lanjutan
5.03.02.2.03.0008 Penyusunan Aqministrasi Diklat dan Sertifikasi [Jumlah ASN yang mendapgtkan layanan diklat 94,000,000 23,350,000 92,600,000 R | 23,350,000 R
Jabatan Fungsional dan sertifikasi jabatan fungsional
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | umIah dokumen hasil dari Penilaian dan 174,000,000 44,130,000 93,000,000 . . . . 44,130,000 .
Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja ~ [Jumlah doku‘mz‘an h‘a5|l Pelaksanaan Penilaian 1dok 55,000,000 8626000 | 1dok 30,000,000 R | 8,626,000 R
Aparatur dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.03.02.2.04.0005 |Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai Jumlah ASN yang diberikan penghargaan 31,000,000 14,206,000 28,000,000 - - 14,206,000 -
5.03.02.2.04.0008 Pfar]gz‘alolaan Penyelesaian Pelanggaran Jumlah Iaporan‘ h‘as‘il Pengelolaan Penyelesaian | 1 55,000,000 10,798,000 1 30,000,000 R | 10,798,000 R
Disiplin ASN Pelanggaran Disiplin ASN laporan laporan
5.03.02204.0009 |Pelayanan Proses lzin Perceraian Pegawai |Lmah Dokumen Proses zin Peroeraian fdok | 33,000,000 10,500,000 | 1dok 5,000,000 - - 10,500,000 -
Pegawai yang Dilayani
Persentase pengelolaan dan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER pengembangan kompetensi sumber daya 100% 390,000,000 93.35%| 278,599,500 | 100% 386,630,000 - - - - 278,599,500 -
DAYA MANUSIA . i o leath
05.04.02 yang
" " Jumlah laporan hasil Sertifikasi,
5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan (..., Pengemb K il 8 390,000,000 78509500 | ° | 386,630,000 . . . . 278,599,500 .
Komy dan F L N v laporan laporan
Manajerial dan Fungsional
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi |Jumlah laporan hasil Penyelenggaraan
5.04.022,020007 |29 Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan | Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan 5 | 390,000,000 278599500 | 2 | 386630000 - - 278,599,500 -
Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan,  |Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan laporan laporan
dan Prajabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan
Rata -Rata Capaian Kinerja (%)| #REF! 13.30%
oo |SANGAT| SANGAT
Predikat Kinerjal neel| TINGGI

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya :




Tabel 3.1 (PERUBAHAN)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2024

Rencana Kerja Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Urusan/ Bidang Urusan Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja Bertambah/ |Catatan Target. Ca!)alan
Kode Pemerintahan Daerah Dan Indikator e I - Kinerja Kebutuhan
" - Pagu Indikatif Pagu Indikatif Berkurang | Penting
Program/ Kegiatan Keluaran | Hasil Sumber Dana Keluaran . Sumber Dana Danal Pagu
. (Rp.) Hasil (Rp.) Tolok o
Program| Sub Kegiata Program| Sub . Target Indikatif (Rp.)
. ) Kegiatan Ukur
Kegiatan n Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PROGRAM PENUNJANG ersentase tingkat layanan
5.03-01 URUSAN PEMERINTAHAN Z rusan eme".?' tah d‘: erah 90% 3,667,572,098 90% 3,667,572,098 90% 4,129,869,302
DAERAH KABUPATEN/ KOTA P
Perencanaan, Penganggaran, |Persentase Perencanaan,
5.03.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi 100% 35,000,000 100% 35,000,000
Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.01.01 W 1 dok 5,000,000 [Umum- Dana 1 dok 5,000,000 [Umum- Dana 1 dok 5,000,000
Perencanaan Perangkat Daerah |Perangkat Daerah . .
Alokasi Umum Alokasi Umum
Koordinasi dan Penvusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.01.02 Dok RKA SKPyD Laporan Hasil Koordinasi 1 dok 5,000,000 |Umum- Dana 1 dok 5,000,000 |Umum- Dana 1 dok 5,000,000
oxumen Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Alokasi Umum Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- Dana Transfer Dana Transfer
5030120103 [<ordinasi dan Penyusunan  SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi 1 dok 5,000,000 Umum- Dana 1 dok 5,000,000 Umum- Dana 1 dok 5,000,000
Dokumen Perubahan RKA SKPD |Penyusunan Dokumen Perubahan . .
Alokasi Umum Alokasi Umum
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penvusunan DPA Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.01.04 SKPD Y Laporan Hasil Koordinasi 1 dok 5,000,000 |Umum- Dana 1 dok 5,000,000 |Umum- Dana 1 dok 5,000,000
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Alokasi Umum Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.01.05 |Koordinasi dan Penyusunan | SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 1 dok 5,000,000 |Umum- Dana 1 dok 5,000,000 |Umum- Dana 1 dok 5,000,000
Perubahan DPA SKPD Penyusunan Dokumen Perubahan . .
Alokasi Umum Alokasi Umum
DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan g:: :j(:njf;nR::!ﬁT(séggiigasiSKpD Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.01.06 [Laporan Capaian Kinerja dan P ) 1 dok 5,000,000 {Umum- Dana 1 dok 5,000,000 [Umum- Dana 1 dok 5,000,000
. S Penyusunan Laporan Capaian . .
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD . : N Alokasi Umum Alokasi Umum
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.01.07 ! 9 P ! 1dok 5,000,000 |Umum- Dana 1dok 5,000,000 |Umum- Dana 1dok 5,000,000
Daerah Perangkat Daerah . .
Alokasi Umum Alokasi Umum
Administrasi Keuangan jumiah orang, dokumen dan
5.03.01.2.02 9 laporan Administrasi Keuangan 100% 2,805,560,098 100% 2,802,560,098 3,000,000 100% 3,122,869,302
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan |jumlah orang yang menerima gaji Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.02.01 |ASN dan tunjangan ASN 322 org/bln 2,647,600,098 |Umum- Dana 322 org/bln| 2,647,600,098 |Umum- Dana - 322 org/bin|  2,882,869,302
Alokasi Umum Alokasi Umum
Pelaksanaan Penatausahaan jumlah dokumen Penatausahaan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.02.03 |dan Pengujian/Verifikasi dan Pengujian/Verifikasi Keuangan 12 bin 117,960,000 |Umum- Dana 12 bin 117,960,000 |Umum- Dana - 12 bin 200,000,000
Keuangan SKPD SKPD Alokasi Umum Alokasi Umum
e e ooy
5.03.01.2.02.03 |-2F 9 - P 1 dok 10,000,000 |{Umum- Dana 1 dok 10,000,000 |{Umum- Dana - 1 dok 10,000,000
Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan . .
. Alokasi Umum Alokasi Umum
Keuangan Akhir Tahun SKPD




Koordinasi dan Penyusunan

jumlah laporan Keuangan

Dana Transfer

Dana Transfer

5.03.01.2.02.07 |Laporan Keuangan Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 5 dok 30,000,000 {Umum- Dana 5 dok 27,000,000 {Umum- Dana 3,000,000 5 dok 30,000,000
Triwulanan/ Semesteran SKPD  [SKPD Alokasi Umum Alokasi Umum
50301205 |Administrasi Kepegawaian | Persentase Administrasi 100% 20,000,000 100% 20,000,000 100% 20,000,000
Perangkat Daerah Kepegawaian Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.05.04 |.. ) . dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 1 dok 10,000,000 {Umum- Dana 1 dok 10,000,000 {Umum- Dana 1 dok 10,000,000
Sistem Informasi Kepegawaian . . .
Kepegawaian Alokasi Umum Alokasi Umum
Monitoring. Evaluasi. dan Jumlah Dokumen Monitoring, Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.05.05 - g\ . ’ ) Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 12 dok 10,000,000 |Umum- Dana 12 dok 10,000,000 |Umum- Dana 12 dok 10,000,000
Penilaian Kinerja Pegawai ! . .
Pegawai Alokasi Umum Alokasi Umum
5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat |jumlah paket Administrasi Umum 95% 134,600,000 95% 134,600,000 A 95% 220,000,000
Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi |jumlah paket komponen instalasi
Listr)ilk/PenerangaZ Bangunan ]Iistrik/pz‘:neranganpbangunan kantor Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.06.01 Kantor ana disediakan 12 paket 10,000,000 {Umum- Dana 12 paket 10,000,000 {Umum- Dana - 12 paket 10,000,000
yang Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyediaan Peralatan dan jumlah paket Peralatan dan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.06.02 |Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang 12 paket 20,400,000 |Umum- Dana 12 paket 20,400,000 |Umum- Dana - 12 paket 25,000,000
disediakan Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyediaan Peralatan Rumah jumlah paket Peralatan Rumah Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.06.03 [Tangga Tangga yang disediakan 12 paket 15,000,000 |Umum- Dana 12 paket 15,000,000 |{Umum- Dana - 12 paket 20,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyediaan Barang Cetakan dan |Jumlah Paket Barang Cetakan dan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.06.05 ¥ 9 g. - 12 paket 14,200,000 {Umum- Dana 12 paket 14,200,000 |Umum- Dana - 12 paket 15,000,000
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyelenggaraan Rapat jumlah laporan Penyelenggaraan
e ) - . Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.0.09 |Ko0rdinsi dan Konsultasi SKPD gz‘éfg Koordinasi dan Konsutasi 12 paket 75,000,000 |Umum- Dana 12 paket 75,000,000 |Umum- Dana - 12 paket 150,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum




Pengadaan Barang Milik

jumlah paket Pengadaan Barang

5.03.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Urusan 90% 148,000,000 90% 148,000,000 - 90% 160,000,000
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
5.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 1 paket 16,000,000 Dana Transfer 1 paket 16,000,000 Dana Transfer ; 1 paket 20,000,000
Umum- Dana Umum- Dana
Pengadaan Peralatan dan Mesin [Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.07.06 |Lainnya Lainnya yang 1 paket 132,000,000 |{Umum- Dana 1 paket 132,000,000 |Umum- Dana - 1 paket 140,000,000
Disediakan Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyediaan Jasa Penunjang jumlah laporan Penyediaan Jasa
5.03.01.2.08 - Penunjang Urusan Pemerintahan 100% 417,402,000 100% 417,402,000 - 100% 480,000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, |jumlah laporan Penyediaan Jasa Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.08.02 |Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan 12 laporan 65,600,000 |Umum- Dana 12 laporan 65,600,000 |Umum- Dana - 12 laporan 80,000,000
Listrik Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyediaan Jasa Peralatan dan  |jumlah laporan Penyediaan Jasa Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.08.03 |Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12 laporan 10,000,000 |Umum- Dana 12 laporan 10,000,000 |Umum- Dana - 12 laporan 20,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan jumlah laporan Penyediaan Jasa Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.08.04 {Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor 12 laporan 341,802,000 |Umum- Dana 12 laporan 341,802,000 {Umum- Dana - 12 laporan 380,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Pemeliharaan Barang Milik gl:;:nhﬁg::r;aa:a:almlik
5.03.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Daerah P . Ug 95% 107,010,000 95% 110,010,000 3,000,000 95% 147,000,000
Pemerintahan Daerah aeran Fenunjang Hrusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, |jumlah kendaraan dinas perorangan 3 unit 3 unit 3 unit
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan  |atau kendaraan dinas jabatan yang kendaraan kendaraa kendaraan
Perizinan Kendaraan Dinas dipelihara dan dibayarkan pajaknya roda 4 dan Dana Transfer nroda 4 Dana Transfer roda 4
5.03.01.2.09.02 . . 105,010,000 |Umum- Dana 105,010,000 |Umum- Dana - . 137,000,000
Operasional atau Lapangan 2 unit Alokasi U dan 2 Alokasi U dan 2 unit
lokasi Umum . lokasi Umum
kendaraan unit kendaraan
roda 2 kendaraa roda 2
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.01.2.09.09 |Gedung Kantor dan Bangunan  |Bangunan Lainnya yang 1 unit 2,000,000 {Umum- Dana 1 unit 5,000,000 [Umum- Dana 3,000,000 1 10,000,000
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Alokasi Umum
5.03-02 PROGRAW KEPEGAWAIAN - |persentase layanan kepegawaian 90% 1,776,100,000 90% 1,806,100,000 30,000,000 90% 1,908,600,000
DAERAH daerah
Pengadaan, Pemberhentian jumlah dokumen hasil
5.03.02.2.01 dan Informasi Kepegawaian Pengadaan, Pemberhentian dan 80% 845,600,000 80% 875,600,000 30,000,000 80% 868,000,000
ASN Informasi Kepegawaian ASN
Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah dokumen kegiatan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.01.03 [Pengadaan PNS dan PPPK koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan 2 dok 718,000,000 Umum- Dana 2 dok 718,000,000 |Umum- Dana - 2 dok 718,000,000
PNS dan PPPK Alokasi Umum Alokasi Umum
Koordinasi Pelaksanaan jumlah dokumen hasil kegiatan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.01.06 [Administrasi Pemberhentian koordinasi pelaksanaan Administrasi 1 dok 45,000,000 |Umum- Dana 1 dok 45,000,000 |Umum- Dana - 1 dok 50,000,000
Pemberhentian Alokasi Umum Alokasi Umum
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN  |jumlah lembaga profesi ASN yang Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.01.08 difasilitasi 1keg 37,600,000 |Umum- Dana 1keg 37,600,000 |Umum- Dana - 1 keg 50,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Pengelolaan Data Kepegawaian |jumlah dokumen hasil pengelolaan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.01.11 data kepegawaian 1 dok 40,000,000 |Umum- Dana 1 dok 40,000,000 |Umum- Dana - 1 dok 50,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Evaluasi Data. Informasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.01.12 |.. . . Informasi dan Sistem Informasi 1 laporan 5,000,000 |Umum- Dana 1 laporan 35,000,000 |Umum- Dana 30,000,000 1 laporan 40,000,000
Sistem Informasi Kepegawaian . . .
Kepegawaian Alokasi Umum Alokasi Umum
503.02.2.02  |Mutasi dan Promosi ASN jumiah dokumen hasil mutasi dan 85% 220,350,000 85% 220,350,000 . 85% 239,600,000

promosi ASN




Pengelolaan Mutasi ASN

jumlah dokumen hasil pelaksanaan
mutasi, jabatan pimpinan tinggi,

Dana Transfer

Dana Transfer

5.03.02.2.02.01 jabatan administrasi, jabatan 2 dok 21,000,000 |Umum- Dana 1 keg 21,000,000 |Umum- Dana - 1 keg 40,000,000
pelaksana dan mutasi ASN antar Alokasi Umum Alokasi Umum
daerah
Pengelolaan Kenaikan Pangkat  |jumlah pengelolaan kenaikan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.02.02 |ASN pangkat ASN 400 ASN 97,600,000 |Umum- Dana 400 ASN 97,600,000 |Umum- Dana - 433 ASN 97,600,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Pengelolaan Promosi ASN jumlah dokumen hasil pengelolaan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.02.03 promosi ASN 1 dok 101,750,000 |Umum- Dana 1 Keg 101,750,000 {Umum- Dana - 1keg 102,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
50302203 | engembangan Kompetensi |jumlah dokumen hasil dari 85% 617,150,000 85% 617,150,000 85% 641,000,000
.03.02.2. . o ) A o s A - o i ;!
ASN Pengembangan Kompetensi ASN
Pengelolaan Assessment Center |jumlah dokumen pengelolaan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.03.02 Assessment Center 1 Keg 512,550,000 Umum- Dana 1 Keg 512,550,000 |Umum- Dana - 1 Keg 513,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan (jumlah dokumen pegawai yang Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.03.04 |ASN mendapatkan ijin belajar 12 dok 12,000,000 |Umum- Dana 12 dok 12,000,000 |{Umum- Dana - 12 dok 35,000,000
Alokasi Umum Alokasi Umum
Penyusunan Administrasi Diklat ~ (jumlah ASN yang mendapatkan Dana Transfer %0 Dana Transfer
5.03.02.2.03.08 |dan sertifikasi Jabatan Fungsional {layanan diklat dan sertifikasi jabatan 90 peserta 92,600,000 |Umum- Dana 92,600,000 |Umum- Dana - 90 peserta 93,000,000
fingsional Alokasi Umum peserta Alokasi Umum
Penilaian dan Evaluasi Kinerja jumiah dokumen hasil dari
5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja 100% 93,000,000 100% 93,000,000 - 100% 160,000,000
Aparatur
Aparatur
Pelaksanaan Penilaian dan jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.04.02 |Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja 1 dok 30,000,000 |Umum- Dana 1 dok 30,000,000 |Umum- Dana - 1keg 50,000,000
Aparatur Alokasi Umum Alokasi Umum
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi jumlah ASN yang diberikan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.04.05 |Pegawai penghargaan 100 28,000,000 |Umum- Dana 100 28,000,000 {Umum- Dana - 108 30,000,000
peserta Alokasi Umum peserta Alokasi Umum peserta
Pengelolaan Penyelesaian jumlah laporan hasil Pengelolaan Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.04.08 |Pelanggaran Disiplin ASN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin 1 laporan 30,000,000 |Umum- Dana 1 laporan 30,000,000 |Umum- Dana - 1keg 50,000,000
ASN Alokasi Umum Alokasi Umum
Pelayanan Proses Izin Jumlah Dokumen Proses Izin Dana Transfer Dana Transfer
5.03.02.2.04.09 |Perceraian Pegawai Perceraian Pegawai 1 dok 5,000,000 |Umum- Dana 1 dok 5,000,000 {Umum- Dana - 1keg 30,000,000
yang Dilayani Alokasi Umum Alokasi Umum
Persentase pengelolaan dan
PROGRAM PENGEMBANGAN |pengembangan kompetensi
5.04-02 SUMBER DAYA MANUSIA sumber daya manusia yang 85% 386,630,000 85% 386,630,000 - 85% 386,630,000
dtingkatkan
Sertifikasi, Kelembagaan, jKLlTIathaporanPhaml Sebrtlflka5|,
504.02.202  |Pengembangan Kompetensi Ke em aga‘.";l que_n; d‘"‘ga" 85% 386,630,000 85% 386,630,000 . 85% 386,630,000
Manajerial dan Fungsional Fompt?ten5| anajertal dan
ungsional
Penyelenggaraan jumlah laporan hasil
Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Pengembangan
P - Rani Pimr Dana Transfer Dana Transfer
5.04.02.2.02.07 Ef‘n‘;’;fn;“;p}?sgg?aﬁﬁﬂ;jfbata” T:g?:;e;;;iglnnglajfb%;h 5 laporan 386,630,000 |Urum- Dana 5 laporan 386,630,000 |Urnum- Dana . Slaporan | 386,630,000
Fungsional, Kepemimpinan dan  [Fungsional, Kepemimpinan dan Alokasi Umum Alokasi Umum
Prajabatan Prajabatan
JUMLAH 5,830,302,098 5,860,302,098 30,000,000 6,425,099,302
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah otonomi baru yang
terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008. Sebagai hasil
pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang. Secara geografis Kabupaten Tulang
Bawang Barat terletak pada 104.054°-105.018° Bujur Timur dan 402.0°-404.6°
Lintang Selatan. Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki luas wilayah 112.175
Ha. Terdiri dari 8 ( delapan ) Kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 86 (
delapan puluh enam ) desa dan 3 ( tiga ) Kelurahan dengan Ibu Kota ditetapkan
di Kecamatan Tulang Bawang Tengah.

Beberapa bencana yang dialami Kabupaten Tulang Bawang Barat
khususnya dalam enam tahun terakhir ( 2009-2016 ) telah mengembangkan
kesadaran mengenai kerawanan dan kerentanan masyarakat terhadap kejadian
bencana. Sikap reaktif dan pola penanggulangan bencana yang selama ini
dilakukan dirasakan tidak lagi memadai.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata
bertanggungjawaban merupakan suatu amanah yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintahan Kabupaten dan jajarannya dalam mengemban tugas dan tanggung
jawab kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pengelolaan
pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat potensi dan sumberdaya
daerah. Komitmen Pemerintah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab
untuk melindungi masyarakatnya juga diimplementasikan dengan keluarnya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.

Dalam menyikapi hal tersebut Kabupaten Tulang Bawang Barat telah
membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD ) dengan
disahkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.



Hal ini selanjutnya masih akan ditindaklanjuti dan dilengkapi dengan berbagai

Peraturan Daerah msupun Peraturan Bupati yang mengatur Tugas Pokok dan

Fungsi Protap Penanggulangan Bencana Pembentukan UPTD Pembentukan

Satlak PB Pembentukan TRC dan sebagainya.

Penyusunan Renja perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sebagai

dasar penyelenggaraan pembangunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan |

Renja Perubahan ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Tulang Bawang Barat adalah :

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan

Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pembuatan Dan
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100 Tahun 2018 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal,

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 Tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah;

Keputusaan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Lampung Tahun 2005 - 2025;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung
Tahun 2019;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2011 - 2031

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2024 BPBD Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai panduan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan
perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rencana kerja

Anggaran BPBD Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan Tujuan disusunnya RENJA Perubahan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

1. Untuk manjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan prioritas palpon Anggaran sementara (PPAS) APBD
Tahun Anggaran 2024.

2. Mencinskronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan
targey dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam
dokumen Perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian

sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendal;ian dan Evaluasi Rencana Pembangunan
Daerah dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi.

Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan
RENJA Perubahan RENJA Perubahan BPBD Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 meliputi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah adalah :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah.

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Form RENJA Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebelum Perubahan /
Pergeseran dan Setelah Perubahan / Pergeseran Anggaran.

3.2 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah Tahun 2024 adalah sebagai

berikut dibawah ini :



Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai Visi dan Misi BPBD yang tertuang dalam RENSTRA BPBD Tahun 2022-2026 maka hubungan antara visi, misi tujuan,

sasaran adalah sebagai Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2022-2026.

VISI : "Terwujudnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Bencana secara terintegrasi, terpadu dan berdaya

guna dalam upaya penyelamatan jiwa, kehidupan masyarakat dan penataan lingkungan.”

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
BADAN MPENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022-2026

TARGET KINERJA

KONDISI
INDIKATOR SUMBER KONDISI
TUJUAN SASARAN KINERJA AWAL DATA 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 AKHIR
(2021)
2026
Terbangunnya Peningkatan, Keama- | Tersedianya
kesadaran nan, Ketertiban sarana dan
Pengurangan Resiko | Masyarakat, prasaranma
Bencana yang Pengurangan Resiko | Utilitas Laporan
terintegritras dalam | Bencana Penanganan | Penanggula hasil
seluruh aspek Keraruratan Bencana | ngan 63,33 pelaksana | 66,67 | 66,67 | 67,87 | 67,87 | 70,80 71
Pembangunan Secara Cepat bencana an
Rehabilitas dan pada kegiatan
Rekonstruksi kawasan
resiko

bencana




2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

a‘

Tingkat Pelayanan BPBD

Secara kelembagaan, BPBD memiliki fungsi sebagai koordinator, komando,

dan pelaksana dalam tugas penanggulangan bencana. Tugas tersebut

meliputi pra bencana (sebelum terjadinya bencana), saat bencana (saat

tanggap darurat), dan pasca bencana (masa setelah keadaan darurat bencana

berlalu). Tugas ini sangat erat kaitannya dengan SKPD teknis, instansi, dan

lembaga lainnya. Komplektisitas tugas dan fungsi tersebut akan terlaksana

dengan baik juka didukung dengan sarana prasarana, sumberdaya yang

memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas

dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sesuai PERDA Kabupaten Tulang

Bawang Barat No. 6 Tahun 2016, mempunyai fungsi sebagai berikut:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata;

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana,;
Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati
sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan
darurat bencana;

Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari
APBD, APBN maupun sumber-sumber dana lain;

Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku,;

Rencana strategis yang pencapaiannya dikukur dengan indikator yaitu:

1.

2
3.
4

Indeks resiko bencana banjir

. Indeks resiko bencana kebakaran hutan dan lahan

Indeks resiko bencana angin puting beliung.

. Luas wilayah rawan kebanjiran



Telaahan rencana tata ruang wilayah atas implikasi rencana struktur dan
pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan BPBD dapat diidentifikasi sebagai
berikut:

1. Meningkatnya kebutuhan tanah untuk kegiatan masyarakat sehingga
mengakibatkan alih fungsi lahan / ruang. Hal ini mengakibatkan
kurangnya kawasan lindung seperti daerah resapan air yang
mengakibatkan potensi banjir;

2. Penggunaan lahan tidak sesuai peruntukan berakibat menurunnya
kawasan resapan air dan meningkatnya DAS kritis pada akhirnya
mengakibatkan wilayah rawan bencana;

3. Belum berfungsinya secara optimal penataan ruang mengakibatkan

kerusakan atau menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan kajian terhadap implikasi RTRW,
maka perlu perhatian mendalam sehingga tidak mengakibatkan peningkatan
indeks resiko bencana. Terutama pemanfaatan kawasan budidaya yang
kurang terkontrol dan perlindungan kawasan lindung dari pemanfaatan yang
berpotensi terhadap peningkatan tingkat ancaman bencana dan tingkat

kerentanan bencana, serta pengurangan tingkat kapasitas bencana.

b. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD

Secara struktur organisasi, saat ini BPBD telah mencapai bentuk yang
optimal dalam arti cakupan bidang tugas dan fungsinya telah memenuhi
kriteria organisasi yang disyaratkan, telah sesuai dan dapat mendukung
fungsi-fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan
penyediaan data, walaupun membawa konsekuensi luas dalam aspek SDM
dan fasilitas. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan
eksternal, setiap bidang harus mampu mengantisipasi perubahan multi
dimensi dalam menyusun perencanaan dan rumusan kebijakan
pembangunan sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam satu kesatuan
yang tidak dapat dipisahkan. Kedepan, pengembangan kelembagaan BPBD
ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan,
serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.
Peningkatan kapasitas ditujukan untuk memenuhi perbedaan antara
kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana di lembaga. Berdasarkan

hal tersebut, maka permasalahan dan hambatan.



c. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permaslaahan dan kajian terhadap beberapa produk
perencanaan ditingkat pusat dan daerah yang telah dijabarkan sebelumnya
dapat ditarik beberapa hal yang menjadi isu strategis bagi BPBD Kabupaten

Tulang Bawang Barat yaitu:

1. Penyusunan kajian - kajian ilmiah dalam perencanaan pengurangan
resiko bencana dan penanggulangan bencana;

2. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan
Bencana di Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memperkuat
kerjasama dan koordinasi lintas sektor dalam tahap prabencana, tanggap
darurat bencana, dan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana,;

3. Peningkatan kapasitas daam kesiapsiagaan untuk mengurangi resiko
bencana di lingkungannya;

4. Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana agar dapat
bertindak secara cepat, tepat, terencana, dan terkoordinir dalam
penanggulangan bencana;

5. Kesiapan logistik dan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana;
6. Internalisasi dan integrasi pengurangan resiko bencana dalam
pembangunan dan produk-produk hukum perencanana pembangunan;

7. Pembentukan unsur pengarah penanggulangan bencana sesuai peraturan

perundang — undangan yang berlaku.

Isu - isu tersebut akan menjadi perhatian utama bagi BPBD Kabupaten
Tulang Bawang Barat dalam menyusun perencanaan untuk periode Rencana
Strategis yang disusun ini sehingga visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
kebijakan hingga program dan kegiatan yang akan dijalankan dapat selaras
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPBD dan juga sinkron dengan
produk - produk perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan

instansi penanggulangan bencana vertikal.



3.1

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Form RENJA Program, Kegiatan, Sub Kegiatan sebelum Perubahan /

Pergeseran dan Setelah Perubahan / Pergeseran Anggaran.

Format Terlampir;

3.2

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

a. Program Teknis Program Penanggulangan Bencana Nasional
Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas -
tugas utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam proses
Penanggulangan Bencana.

b. Program Generik
1. Program dukungan manajemen dari pelaksanaan tugas teknis

lainnya.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

3. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung

merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanana kegiatan Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung secara umum adalah

agar tersedianya dokumen Penanggulangan Bencana makro yang akan

menjadi acuan oleh maisng — masing satuan kerja perangkat daerah dan

stake holder serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah

dengan sasaran sebagai berikut :

1. Terselengaranya proses Penanggulangan Bencana Daerah sesuai
dengan jadwal dan prosedur yang ditetapkan.

2. Penyediaan data dan informasi yang lengkap akurat dan aktual.

3. Tersedianya laporan hasil pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

4. Meningkatnya kualitas, produktifitas dan efisiensi kerja.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Lampung merencanakan pelaksanaan program —
program pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

2. Kerjasama pembangunan daerah.

3. Penelitian dan pengembangan.



3.3

4. Peningkatan monitoring dan evaluasi.

5. Peningkatan sarana dan prasarana.

Telaah Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung
tersebut menunjukkan bahwa tujuan sasaran yang ingin dicapai oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

ke depan sejalan dengan Provinsi Lampung.

Selain itu, secara umum permasalahan yang teridentifikasi dari telaah

Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi

Lampung adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya koordinasi penanggulangan bencana antara
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten.

2. Adanya ketergantungan pendanaan pembangunan daerah pada
pemerintah pusat.

3. Ketidakstabilan perekonomian nasional.

Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada 14.054° —

105.018° Bujur Timur dan 402,0° - 404,6° Lintang Selatan, yang

berbatasan dengan:

e Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir
Provinsi Sumatera Selatan, Kecamatan Way Serdang dan Kecamatan
Mesuji Timur Kabupaten Mesuji.

e Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Terusan Nunyai
Kabupaten Lampung Tengah, Kecamatan Abung Surakarta dan
Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

e Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Negeri Besar, Kecamatan
Negera Batin, dan Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan.

e Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Banjar Margo, Kecamatan

Banjar Agung, dan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Bertitik tolak dari kondisi tersebut maka Misi pembangunan daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Tulang Bawang Barat yang tumbuh dan

berkembanmg menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.”



Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai salah satu lembaga teknis daerah Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dituntut untuk mampu
mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun
penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi
ancaman bencana (mitigasi). Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun adalah sebagai berikut:
“Terwujudnya pelaksanaan penanggulangan dan penanganan bencana
secara terintegrasi, terpadu dan berdayaguna berhasil guna dalam
upaya penyelamatan jiwa, kehidupan masyarakat dan penataan

lingkungan.”

Berdasarkan visi tersebut, kondisi yang ingin diwujudkan adalah:

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;

2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana,
terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi;

3. Mendorong semangat gotong - royong, kesetiakawanan dan
kedermawanan;

4. Membangun partisipasi dan komitmen publik serta meningkatkan

peran serta swasta.

Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, maka Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat merumuskan misi yang
harus dilaksanakan. Rumusan misi ini dikembangkan dengan
memperhatikan faktor — faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan
internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan
tantangan) pembangunan daerah. Adapun misi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:
“Menciptakan keterpaduan program antar satuan kerja terkait dalam
bidang penanganan dan penanggulangan bencana di daerah secara

sistematis, efisien, dinamis dan terpadu.”



3.4 Tujuan dan Sasaran renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
A. TUJUAN

Tujuan yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam rencana kerja perubahan ini adalah:

1. Mewujudkan penanganan dan penanggulangan bencana secara cepat,
tepat dan terpadu untuk menyelamatkan dan mengurangi beban
penderitaan masyarakat terkena bencana.

2. Menciptakan keterpaduan program antar satuan kerja terkait dalam
bidang penanganan dan penanggulangan bencana di daerah. Secara
sistematis, efektif, efisien, dinamis, dan terpadu.

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya pelaksanaan penanganan dan
penanggulangan bencana, baik aparatur pemerintah maupun sukarelawan
masyarakat (Tagana).

4. Mewujudkan sistem manajemen penanganan dan penanggulangan
bencana secara menyeluruh untuk menyelamatkan masyarakat dari

dampak terjadinya bencana.

B. SASARAN
Berdasarkan tujuan di atas, sasaran yang ditetapkan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
1. Sasaran untuk mencapai tujuan misi pertama yaitu:

» Tersedianya dokumen perencanaan bidang penanggulangan bencana.

» Tersedianya program - program yang sesuai dengan potensi dan
kebutuhan penanggulangan bencana.

» Tersedianya data yang akurat guna penyusunan perencanaan
pembangunan bidang penanganan dan penanggulangan bencana.

» Tersedianya aparatur penanggulangan bencana yang memadai.

» Tersedianya sasaran dan prasarana yang cukup.

2. Sasaran untuk mencapai tujuan misi kedua yaitu:

» Terselenggaranya kegiatan penyelematan masyarakat dampak bencana
secara cepat, tepat dan terpadu sehingga korban bencana dapat
diminalisasi.

» Tercapainya penyelamatan masyarakat dampak korban bencana secara
berhasil guna, sehingga beban psikologis masyarakat dapat teratasi

secara optimal.



3. Sasaran untuk mencapai tujuan misi ketiga yaitu:

» Terlaksananya rehamilitasi kehidupan maysarakat secara menyeluruh
baik fisik maupun non fisik dengan melibatkan semua unsur secara
terpadu dan terkoordinasi.

4. Sasaran untuk mencapai tujuan misi keempat yaitu:

» Terlaksananya rekonstruksi kehidupan dan penghidupan masyarakat

secara menyeluruh, berjalan dan berfungsinya kembali tatanan

kehidupan masyarakat.



BAB IV
PENUTUP

Keberhasilan pembangunan, khususnya pembangunan di wilayah Kabupaten
Tulang Bawang Barat sangat tergantung pada kontribusi serta peran serta
pelaku pembangunan, baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha serta
sikap mental, tekad dan semangat serta ketaatan dan disiplin aparatur
Pemerintah Daerah. Serta pentingnya ketersediaan anggaran yang mencukupi
guna menjunjang kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah.

Oleh karena itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi
penanganan dan penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2024 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan penanganan dan penanggulangan bencana.

Akhirnya, diharapkan dokumen penyusunan perencanaan kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dapat
digunakan sebagai pedoman dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang
telah ditetapkan dalam Renstra, Tujuan agar kegiatan pelaksanaan
pembangunan dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dalam pencapaian sasaran
yang telah ditetapkan guna berkesinambungan pada seluruh komponen

masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Panaragan, Juni 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Drs. SUJATMIKO
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19670630 199403 1 006
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1.1.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaanpembangunan
nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencanapembangunan
daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadapperubahan,
dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangkamenengah
maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkanrencana pembangunan jangka panjang (RPJP) daerah, rencana pembangunan
jangka menengah (RPJM) daerah dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berfungsi
sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh
aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang tahunan

yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan renja SKPD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mengamanatkan perlunya
penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu sebagaimana Instruksi Presiden Nomor

3 tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.

Maka sebagai wujud nyata dari sikap aparatur negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebutantara
lain tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, sesuai
dengankebijakan otonomi daerah upaya untuk meningkatkan Kinerja aparatur dalam
penyelenggaraanpelayanan public terus dilakukan. Karena itu diperlukan terobosan untuk
mendorong peningkatankualitas dan kuantitas pelayanan tidak hanya dengan menata ulang
prasarana fisik dan prosespengelolaan pelayanan, tetapi lebih jauh lagi mengejar sasaran
Kinerja yang dapat terukur antaralain : Kecepatan, kemudahan akses, kapasitas orang yang
dilayani, kualitas dokumen danpemutakhiran data. Jika hal tersebut dapat dilakukan secara

simultan, maka kuantitas dan kualitaspelayanan akan segera dapat dirasakan masyarakat.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah pelayanan
dalam bidang perizinan, dimana kunci keberhasilan penyelenggaraan pelayanan

perizinan adalah kemampuan dalam memberikan pelayanan yang prima setiap saat secara
cepat,tepat, transparan, murah dan sederhana. Dalam hal ini kepuasan masyarakat terhadap
kualitas layanan perizinan dan non perizinan menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah.
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Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah
mengambil langkah dan kebijakan menyangkut Penyelenggaraan Pelayanan Publik di bidang
perizinan yaitu dibentuknya Dinas Peenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu melalui Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Tulang Bawang Barat, selanjutnya Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 53
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Tulang Bawang Barat:

Tugas Pokok:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dibidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Fungsi :
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan terpadu

satu pintu;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan

Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu pintu;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan

terpadu satu pintu;

4. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi

dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan perizinan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri
dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Perencana Ahli Muda;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Anakis Keuangan
c¢. Bidang Penanaman Modal, membawahi:

1. Analis Kebijakan Muda Bagian pelayanan Penanaman Modal;



2. Analis kebijakan Muda Bagian pengkajian,pengembangan dan kerjasama Penanaman Modal.

3. Analis Kebijakan Muda Bagian pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan penananaman

modal

d. Bidang informasi, Promosi dan Pengolahan Data membawahi:
1. Analis Kebijakan Muda Bagian informasi dan publikasiPerizinan;
2. Analis Kebijakan Muda Bagian Promosi
3. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan.

e. Bidang Perizinan, membawahi:
1. Analis kebijakan Muda Bagian Verifikasi Izin;
2. Analis Kebijakan Muda Bagian Pendaftaran dan Pemrosesan Izin
3. Analis Kebijakan Muda Bagian Penetapan dan Penerbitan Izin

f. Bidang Pengawasan, pengendalian dan Pengaduan, membawahi:
1. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengawasan dan Pengendalian;
2. Analis kebijakan Muda Bagian Pengaduan Pelayanan Perizinan.
3. Analis Kebijakan Muda Bagian Pendataan Perizinan

g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTB).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

KepalaDinas mempunyaitugas memimpin,mengendalikandan mengkoordinasikan pelaksanaan
tugas Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Penanaman Modal dan
Perizinan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Untuk melaksanakantugas sebagaimana dimaksudpada Pasal 6 Peraturan ini, Kepala Dinas

mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;

b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;

c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan danpelayanan umum dibidang Penanaman Modal dan
Perizinan;

d. Pembinaan dan pengawasanpelaksanaanpelayananumum dibidang Penanaman Modal dan
Perizinan;

e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan
kepada Bupati sebagai bahan untukmenetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;

f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakanhubungankerjasama dengan semua instansi,

untuk kepentingan pelaksanaan tugas;



Pelayanan administratif;
h. Penyelenggaraan kebijakan dibidang penanaman modal dan perizinan;
I.  Pembinaan tentang penanaman modal;

J.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Sekretariatmempunyaitugasmengkoordinasikan,mengaturtertio  penyelenggaraan administrasi
umum,kepegawaian,rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tatalaksana, kehumasan,

perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan dilingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2) pasal ini,Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan urusan perencanaan program serta evaluasi program penanaman modal dan
perizinan;

b. pengelolaan, pembinaan administrasi umum dan kepegawaian;

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengelolaan, pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan dan
kerumahtanggaan;

e. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat,dokumentasi dan informasi penanaman modal
dan perizinan lingkup Dinas;

f. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal
ini Sekretariat dibantu oleh:

a. Perencana Ahli Muda;

b. Sub Bagian dan Kepegawaian;

c. Analis Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam

melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

a. Perencana Ahli Muda

Perencana Ahli Muda mempunyai tugas menghimpun dan menyusun program kegatan,

melaksanakan dan menyusun pelaporan kegiatan.



Perencana Muda mempunyai rincian tugas:

a.
b.

C.

Menyiapkan usulan perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran Dinas;
Menyiapkan bahan dan perencanaan;
Menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pengelolaan penanaman modal dan

perizinan;

. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP);

Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Penyusunan program, dan
pelaporan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan,

pembinaan dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan,

pelaksanaan kegiatan humas, dokumentasi, pembinaan administrasi kepegawaian lingkup

Dinas.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaianmemiliki rincian tugas:

a.
b.

Melaksanakan pengurusan surat masuk dan keluar serta penataan dan pengarsipan;
Mengatur, menyediakan alat tulis kantor, penggunaan stempel Dinas, operator telepon
dan faximile, pramutamu serta pengemudi kendaraan dinas operasional;
Menyelenggarakan administrasi barang investarisasi Dinas mulai dari rencana
kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan dan
perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;

Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi, informasi dan
koordinasi pelaksanaan pameran;

Menyiapkan bahan pengusulan kebutuhan formasi pegawai, kenaikan pangkat,
perbantuan/perpindahan wilayah pembayaran gaji dan batas usia pensiun karena telah
mencapai batas usia;

Menyiapkan bahan pelaksanaan mutasi pegawai, meliputi peningkatan status,
pengangkatan dalam jabatan, penyesuaian ijasah, peninjauan masa Kkerja,
pemberhentian sementara, pemberhentian dan pensiun;

Menyiapkan pelaksanaan pelayanan penyelesaian karpeg, karis/karsu, askes, taspen,
cuti, kenaikan gaji berkala dan pemberian penghargaan PNS;

Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian, meliputi absen, pelaksanaan apel,
pembinaan mental, tindakan administratif, promosi, diklat dan tugas/izin belajar;
Menyiapkan berkas pengiriman sumber daya manusia untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan, kursus dan pembinaan lainnya dibidang penanaman modal dan perizinan;
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K.

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

c. Analis Keuangan

Analis Keuangan mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan urusan administrasi

keuangan yang meliputi urusan penyusunan aggaran Dinas, administrasi gaji, administrasi

perjalanan dinas.

Rincian tugas Analis keuangan Keuangan, adalah sebagai berikut :

a.
b.

Mengumpulkan/mengolah data keuangan untuk bahan penyusunan laporan keuangan;
Menyiapkan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja Dinas, baik
belanja langsung maupun tidak langsung;

melaksanakan Verifikasi pertanggung jawaban keuangan dan bimbingan tindak lanjut
hasil pemeriksaan;

Mencatat dan mengklarifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta menyiapkan
bahan tindak lanjut;

Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian keuangan;

Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang

penanaman modal,meliputi pengkajian dan pengembangan penanaman modal, serta pengawasan

penanaman modal.

Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Bidang Penanaman Modal

mempunyai fungsi:

a. penyusunan program, penilaian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kebijakan untuk

pengembangan Penanaman Modal;

b. penelitian dan pengkajian potensi pengembangan Penanaman Modal;

c. penyusunan rumusan bahan hubungan kerjasama dan investasi antara pemerintah daerah,

swasta maupun dengan pihak lainnya;

d. pemberian rekomendasi perizinan dan pelayanan fasilitas dibidang Penanaman Modal;

e. pengelolaan dan pemberdayaan penanaman modal;

f.  pengembangan penanaman modal di dalam negeri/penanaman modal asing didaerah;



pelaksanaan kegiatan pengkajian Penanaman modal dalam negeri dan luar negeri;

h. pemberian dorongan dan kemudahan bagi pengembangan penanaman modal;

I. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaanpengkajian,
pengembangan dan pengawasan penanaman modal;

J.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
Pasal ini, Bidang Penanaman Modal dibantu oleh:

a. Analis Kebijakan Muda Bagian Pelayanan Penanaman Modal;

b. Analis kebijakan Muda Bagian Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal;

c. Analis kebijakan Muda Bagian Pengawasan Penanaman Modal.

Masing-masing  Seksi  dipimpin  oleh  seorang Kepala Seksi yang dalam

melaksanakantugasnyaberkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

a. Seksi Pelayanan Penanaman Modal
Seksi Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas:

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis dan rencana program kegiatan pelayanan
penanaman modal;

b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi lain terkait
pelaksanaan perizinan dan non perizinan penanaman modal;

c. Membantu melaksanakan program kegiatan Pelayanan Penanaman Modal,

d. Menyiapkan bahan dalam rangka rencana pelaksanaan penanaman modal untuk dibahas
pada rapat Tim BKPRD/Tim Teknis Perizinan dan/atau instansi lainnya sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku;

e. Menyiapkan dan melaksanakan pelayanan perizinan penanaman modal sebagai bagian
dari penyelenggaraan PPTSP meliputi pendaftaran, pemerosesan dan pencetakan
dokumen perizinan penanamanan modal serta melaksanakan apliSeksi Sistem
Pelayanan Operasional Prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku;

f.  Membantu melaksanakan pelayanan non perizinan penanaman modal sesuai dengan
prosedur dan peraturan yang berlaku;

g. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait berkenaan
dengan pelayanan penanaman modal;

h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan Pelayanan
Penanaman Modal;

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



b. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengkajian, Pengembangan dan Kerjasama

Penanaman Modal

Analis Kebijakan Muda Bagian pengkajian, Pengembangan dan Kerjasama Penanaman
Modal mempunyai tugas:

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis dan rencana program kegiatan pengkajian,
pengembangan serta kerjasama penanaman modal;

b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengkajian penanaman
modal;

c. Membantu melaksanakan program kegiatan pengkajian, pengembangan dan kerjasama
penanaman modal;

d. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi/lembaga terkait
berkenaan dengan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal,
pengembangan dan kerjasama penanamanan modal sesuai dengan prosedur dan
peraturan yang berlaku;

e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengkajian,
pengembangan dan kerjasama penanaman modal;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengendalian, Pengawasan dan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Analis Kebijakan Muda Bagian pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan Penanaman

Modal mempunyai tugas:

a. Merumuskan bahan kebijakan teknis dan rencana program kegiatan pengendalian,
pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal;

b. Menyiapkan bahan-bahan dalam rangka kegiatan pengendalian, pengawasan dan
pelaksanaan penanaman modal;

c. Membantu melaksanakan program Kkegiatan pengendalian, pengawasan dan
pelaksanaan penanaman modal;

d. Menyiapkan bahan —bahan dalam rangka koordinasi dengan instansi terkait berkenaan
kegiatan pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal;

e. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian,
pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal;

f. Membantu melakukan pemeriksaan lapangan terkait proses penerbitan perizinan
penanaman modal sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku;

g. Membantu penyelenggaraan apliSeksi LKPM Online dalam rangka pengendalian,

pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal;



h. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan pengendalian,
pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal;

I.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Informasi, Promosi dan Pengolahan Data
Bidang Informasi Promosi dan Pengolahan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepala Kepala Dinas.Untuk melaksanakan
tugas Bidang Informasi Promosi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

a. Penyusunan petunjuk teknis di bidang informasi promosi dan pengolahan data;

b. Menyebarluaskan informasi mengenai pelayanan perizinan dan nonperizinan;

c. Melaksanakan promosi dan publiSeksi mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan;
d. Menyusun database perizinan dan nonperizinan yang sudah terbit;

e. Menyelenggarakan penyuluhan/sosialisasi tentang perizinan;

f.  Mengkordinasikan dengan lembaga lain dalam rangka pelaksanaan tugas dalam bidang

informasi promosi dan pengolahan data;
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Bidang Informasi Promosi
dan Data dibantu oleh :

a. Analis Kebijakan Muda Bagian Informasi;

b. Analis Kebijakan Muda Bagian Promosi dan PubliSeksi;

c. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengolahan Data .

Masing-masing Analis Kebijakan Muda dipimpin oleh seorang Analis kebijakan Madya yang
dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Analis

Kebijakan Madya.

a. Analis Kebijakan Muda Bagian informasi
Analis Kebijakan Muda Bagian Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan
pelaksanaan,evaluasi koordinasi dan penyusunan bahan-bahan informasi perizinan dan

nonperizinan. Analis Kebijakan Muda Bagian informasi mempunyai rincian tugas :

a. Menyusun rencana Program Kerja dan kegiatan di bidang Informasi Investasi yang
berbasis Kinerja;

b. Memberi pelayanan informasikepada pemohon perizinan dan nonperizinan;

c. Menyelenggarakan dan mengelola sistem informasi investasi;
Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka memberikan informasi

perizinan dan nonperizinan;
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Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan
penyajian informasi promosi penanaman modal;

Melaksanakan penyajian informasi promosi usaha dan penanaman modal dalam dan luar
negeri;

Melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka informasi perizinan dan
nonperizinan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

. Analis Kebijakan Muda Bagian Promosi

Analis kebijakan Muda Bagian Promosi mempunyaitugas menyelenggarakan perencanaan

pelaksanaan,evaluasi koordinasi dan penyusunan bahan-bahan promosi perizinan dan

nonperizinan;Seksi promosi mempunyai rincian tugas :

a.
b.

Menyiapkan bahan petunjuk teknis mengenai promosi perizinan dan nonperizinan;
Menyelenggarakan kegiatan promosi dalam dan luar negeri, pencarian peluang investasi
serta melaksanakan kerjasama investasi dalam dan luar negeri;

Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka promosi/pameran
pembangunan;

MelaksanakanpubliSeksi,penyebarluasan informasi serta peluang investasi dalam dan
luar negeri;

Melaksanakan koordinasidenganberbagaipihakdalam penyelenggaraan promosi dan
kerjasama investasi dalam dan luar negeri bagi pengembangan penanaman modal dan
investasi didaerah;

Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan bidang promosi
dan kerjasama investasi dalam dan luar negeri;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Analis Kebijakan Muda Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan

Analis kebijakan Muda Bagian Pengolahan Data dan Pelaporan mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan, evaluasi koordinasi dan penyusunan data

perizinan dan nonperizinan. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengolahan Data mempunyai

rincian tugas :

a.

Menyusun rencana program kerja dan kegiatan dibidang pengolahan data dan pelaporan
yang berbasis kinerja;

Mengolah data perizinan dan nonperizinan;

Mengkoordinasikan petugas pengolahaan data dan pemeriksaan data

Melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka menyusun database

perizinan dan nonperizinan;
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e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Perizinan

Bidang Perizinan mempunyai tugas melasanakan sebagian tugas Dinas dibidang Perizinan dan
non Perizinan yang meliputi Verifikasi, pendaftaran, pemerosesan, serta penetapan dan
penerbitan izin;

Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bidang perizinan

mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelayanan Perizinan;

b. Pemberian arahan dan petunjuk teknis mengenai verifikasi, pendaftaran dan pemerosesan
Perizinan kepada Petugas Pelayanan;

c. Pembinaan dan pengendalian setiap penetapan dan penerbitan Perizinan;

d. Penetapan pemberian Perizinan Sesuai kewenangannya;

e. Pelaksanaan pembinaan petugas pelayanan Perizinan;

f.  Pengendalian,evaluasi,pelaporanterhadapPerizinanyang dilaksanakan;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) Pasal

ini Bidang Pelayanan Perizinan dibantu oleh :

a. Analis Kebijakan Muda Bagian Verifikasi Izin;

b. Analis Kebijakan Muda Bagian Pendaftaran dan Pemerosesan Izin;

c. Analis Kebijakan Muda Bagian Penetapan dan Penerbitan Izin.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
a. Analis Kebijakan Muda Bagian Verifikasi Perizinan

Analis Kebijakan Muda Bagian Verifikasi izin mempunyai tugas melaksanakan Verifikasi

permohonan perizinan berdasarkan pelimpahan kewenangan.Rincian tugas Seksi Verifikasi

izin adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan verifikasi dokumen permohonan perizinan berdasarkan kewenangan
yang dimiliki;

b. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan perizinan;

c. Membuat surat penolakan terhadap berkas permohonan perizinan;

d. Menyiapkan dan menyusun laporan serta mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi
Verifikasi perizinan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
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6.

b. Analis Kebijakan Muda Bagian Pendaftaran dan Pemerosesan Izin

Analis Kebijakan Muda Bagian Pendaftaran dan Pemerosesan Izin mempunyai tugas

menyiapkan, melayani dan mengolah pengajuan perizinan berdasarkan pelimpahan

kewenangan.Rincian tugas Analis Kebijakan Muda Bagian Pendaftaran dan Pemerosesan

Izin adalah sebagai berikut:

a.

Melaksanakan pendaftaran permohonan perizinan berdasarkan kewenangan yang
dimiliki;

Melaksanakan pembuatan berita acara hasil pelaksanaan penelitian dokumen/lapangan
dalam rangka pemerosesan perizinan;

Melaksanakan pemeroses dokumen permohonan perizinan;

Melaksanakan penyerahan dokumen perizinan yang telah diterbitkan;

Menyiapkan dan menyusun laporan dokumen perizinan serta mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan seksi pendaftaran dan pemerosesan izin;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Analis Kebijakan Muda Bagian Penetapan dan Penerbitan Izin

Analis Kebijakan Muda Bagian Penetapan dan Penerbitan Izin mempunyai tugas

melaksanakan pelayanan penetapan dan penerbitan perizinan berdasarkan pelimpahan

kewenangan. Rincian tugas Seksi Penetapan dan Penerbitan 1zin adalah sebagai berikut:

a.
b.

C.

o

Melaksanakan pelayanan penetapan permohonan perizinan dan penerbitan perizinan;
Melaksanakan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
Melaksanakan penerbitan perizinan;

Menyampaikan data jumlah perizinan yang telah selesai diproses kepada pimpinan;
Menyiapkan dan menyusun laporan tentang retribusi serta mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan Seksi Penetapan dan Penerbitan 1zin; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan

Bidang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepala Kepala Dinas;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengawasan,Pengendalian, dan Pengaduan mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan tatalaksana dan prosedur tetap perizinan;

b. Pengawasan pengendalian evaluasi dan pelaporan perizinan

c. Pengkoordinasian dengan instansi lain dalam pengawasan perizinan;
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d. Menerima dan menyelesaikan pengaduan tentang perizinan dan non perizinan;

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Bidang

Pengawasan, Pengendalian, dan Pengaduan dibantu oleh :

a. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan perizinan;

b. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengaduan Pelayanan Perizinan;

c. Analis Kebijakan Muda Bagian Pendataan Perizinan.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Analis Kebijakan Muda yang dalam melaksanakan

tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Analis Kebijakan Madya.

a. Analis Kebijakan Muda Bagian Pengawasan dan pengendalian

Analis Kebijakan Muda Bagian Pengawasan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas:

a.

Mengkoordinasikan dan melaksanakanpengawasan serta pengendalianpelayanan
perizinan;

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian administrasi serta alurperizinan sesuai
dengan sistem prosedur dan peraturan yang berlaku;

Melaksanakan Pengawasan Internal dan Exsternal dokumen permohonan perizinan dan
nonperizinan;

Mengkoordinasikan dengan instansi lain dalampengawasan danpengendalian pelayanan
perizinan;

Memberikan pertimbangan teknis mengenai pelayanan perizinan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Analis Kebijakan Muda Bagian pengaduan

Analis Kebijakan Muda Bagian Pengaduan mempunyai rincian tugas :

a.

b.

Menyiapkan bahan petunjuk teknis mengenai pengaduan perizinan dan nonperizinan;
Menerima,menganalisa, dan memberikan pertimbangan atas pengaduanyang berkenaan
dengan pelayanan perizinan;

Melaksanakan koordinasidengan instansi terkait mengenai penyelesaian atas
pengaduanyangberkenaan dengan pelayanan perizinan dan non perizinan;

Memberi arahan dan petunjuk teknis kepada petugas penerima pelayanan pengaduan
perizinan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

c. Analis Kebijakan Muda Bagian Pendataan

Analis Kebijakan Muda Bagian Pendataan mempunyai rincian tugas :
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1.2.

1.3.

2 o T @

Menyiapkan bahan petunjuk teknis mengenai pendataan perizinan dan nonperizinan;
Melaksanakan koordinasi dengan instansi teknis dibidang pendataan;

Melaksanakan pendataan perizinan dan non perizinan;

Memberikan laporan hasil pendataan perizinan dan non perizinan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja ( RENJA ) Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat Barat adalah :

a.

Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Evaluasi Pembangunan
daerah;

Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian lingkungan
Hidup strategis dalam Penyusunan Pembangunan Jangka menengah daerah ;

Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang standar Pelayanan Minimal;

Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
Permendagri Nomor 050/5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan
inventarisasi, klarifikasi, dan komenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah

Perda Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2007 tentang Tentang Rencana Pembanguna
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2010 tentang Rencana tata Ruang Wilayah
(RTRW) Tahun 2009-2025;

Perda Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2019 tentang Rencana Pembangun Jangka
Panjang Tahun 2004-2024;

Perda Kab. Tubaba Nomor tahun 2012 tentang pajak Daerah;

Inpres Nomor 3 tahun 2006 tentang Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;

Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Permendagri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Permendagri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Unit

Pelayan Perizinan Terpadu di daerah;

Maksud dan Tujuan

Maksud penetapan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasarpelaksanaan

kegiatan bagi unit-unit organisasi di Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan dalammencapai

keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Tujuan penetapan rencana kerja ini adalah :
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1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk
mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk
pencapaian tujuan organisasi;

2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian Kinerja yang akan
digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;

3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan
DPM-PPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam berpikir, bersikap dan bertindak

untuk pencapaian tujuan organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan
BAB | PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunanrancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud
dan tujuan sertasistematika penulisan, sehingga substansi pada bab—bab berikutnya dapat
dipahami denganbaik.
BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2021
BAB 11l TUJUAN DAN SASARAN OPD
BAB IV PENUTUP.

BAB Il
EVALUASI RENANA KERJA
ANGGARAN TAHUN 2024 SAMAPAI DENGAN TRIWULAN I

Rencana Kerja DPM& PTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah penjabaran perencanaan
tahunan dan Rencana Strategis DPM& PPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut. Tercapai
tidaknya pelaksanaan kegiatan — kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan
Laporan Akuntabilitas Kinerja . Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan.
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Evaluasi dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan dan
pelaksanaan rencana pembangunan sehingga program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan
pembangunan daerah. Evaluasi yang dilakukan meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan
dana,dan kendala yang dihadapi sehingga diharapkan tercapainya konsistensi antar kebijakan baik
makro dan mikro maupun kebijakan dan pelaksanaan, menyelaraskan program dan perencanaan serta

tercapainya efektifitas perencanaan.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SPD Tahun 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan Ke-1 Tahun 2024
a. Pencapaian program Tahun 2024

Dari pagu anggaran sebesar Rp. 5,438,392,642.00

dana yang terserap sampai dengan tri wulan I sebesar 26.90

%. teralisasi sebesar Rp 1,463,060,328.00

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2024 : Rp. ,- 5,438,392,642.00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2024 Rp. ,-1,463,060,328.00

Untuk Lebih jelas dapat dilihat rincian pada Tabel 2.1

17



Rencana Tahun 2024

Prakiraan Maju Rencana Tahun

Urusan / 2025
Bidang Qrusan In<‘1|ka'For Lokasi Target Cf‘;\palan Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Sumber Dana Catat
Kode Pemerintah Kinerja Kerja an
Daerah dan Program / APB TR APB Penti Target Capaian Pagu
Program / Kegiatan ABPD PERUBAH D PERUBAH APBD PERUBAH PERUBAH D PERUBAH ng Kinerja Indikatif
Kegiatan 2024 AN 202 ANA 2022 202 | AN
AN AN
2 2
(1) (2) (3) (4) 5 6 7 g 9 10=9-8 11 12 13 14 1
PROGRAM ersentase
PENUNJANG | P
tingkat
URUSAN layanan TUBAB | TUBABA
5.03-01 PEMERINTAHA ur‘Lsan AR R 1 thn 4.798.478. H#REF! H#REF! APB | APBD 90% 3.420.238.
N DAERAH emerintah 642 D 663
KABUPATEN/ Zaerah
KOTA
Perencanaan, Merencanakan
Penganggaran |, dan
dan evaluasi mengevaluasi | TUBAB | TUBABA
xxx.01.2.01 |\ o eria Kinerja AR R 1 thn 5.000.000 | 5.000.000 | - SPB APBD thn 5.200.000
Perangkat Perangkat
daerah Daerah
Penyusunan
Tersusunnya
xxx.01.2.01 | Dokumen Dokumen TUBAB | TUBABA
.01 Perencanaan | o - ngkat AR R 1 thn 5.000.000 | 5.000.000 | - APB | APBD thn 5.200.000
Perangkat D
daerah
Daerah
Administrasi Luor::‘ar::r:‘a:’r;gr;
5.03.01.2.02 E::‘aa:g;; laporan Z‘;BAB ;UBABA 100 % 3.364.084. | 3.364.084. | _ APB | APBD 100% 3.021.358.
& Administrasi 642 642 D 663
Daerah
Keuangan
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Perangkat
Daerah

jumlah orang

Penyediaan yang
50'23'01'2'02 Gaji dan menerima gaji ;ﬁBAB ;UBABA 12 BIn 3.269.524. | 3.269.524. | APB | APBD 12 bin 2.957.960.
) Tunjangan ASN | dan tunjangan 642 642 D 663
ASN
Pelaksanaan Jumlah
dokumen
Penatausahaa
n dan Penatausahaa
.03.01.2.02 BAB BAB
>03.01.2.02 | o o jianyveri | 793N | TUBAB | TUBABA |, Bin | 94.560.00 |94.560.00 APB | APBD 12 bin 63.398.00
.03 L Pengujian/Veri | AR R -
fikasi o 0 0 D 0
fikasi
Keuangan
SKPD Keuangan
SKPD
Administrasi f:;:?:i;:::it
5.03.01.2.06 Umum Umum TUBAB | TUBABA 95 % 35.000.00 | 26.310.00 APB | APBD 95% 64.680.00
Perangkat AR R
Perangkat 0 0 D 0
Daerah
Daerah
Penyediaan jumlah paket
5.03.01.2.06 | Peralatandan | "eradtandan e | tugasa -
0 Perlengkapan Perlengkapan AR R 12 Bin 12.440.00 2.000.000 | 5.440.000 APB | APBD 12 bin 38.480.00
Kantor yang 0 D 0
Kantor .
disediakan
Jumlah Paket
Penyediaan Barang
5.03.01.2.06 | Barang Cetakan dan TUBAB | TUBABA -
.05 Cetakandan | Penggandaan | AR R ! Tahun (1)2'000'00 6.000.000 | 6.000.000 SPB APBD 1th 6.200.000
Penggandaan | yang
Disediakan
Penyelenggara | jumlah laporan -
>.03.01.2.06 an Rapat Penyelenggara TUBAB | TUBABA 12 BIn 50.000.00 | 10.310.00 | 39.690.00 | APB | APBD 12 bin 20.000.00
.09 . AR R
Koordinasi dan | an Rapat 0 0 0 D 0
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Konsultasi Koordinasi dan
SKPD Konsultasi
SKPD
Pengadaan Tersedianya i
>.03.01.2.07 | Peralalatan ) Peralatan dan | TUBAB | 1) \gap | 1 unit | 23.000.00 20.000.00 | APB | APBD
.06 dan mesin mesin lainnya | AR 3.000.000 -
. ) . 0 0 D
lainnya (Pingger Print)
Penyediaan jumlah .
Penyediaan
Jasa Jasa i
Sﬁ:::r“a"g Penunjang ;';BAB ;UBABA 100 % 1.341.354. | 277.272.0 | 1.064.082. | APB | APBD 100% 287.000.0
Pemerintahan Urusan 000 00 000 D 00
X.xx.01.2.08. Daerah Pemerintahan
02 Daerah
Penyediaan Jumlah !aporan
Jasa Penyediaan i
Komunikasi, Jasa . TUBAB | TUBABA 12 Bin 984.000.0 | 55.200.00 | 928.800.0 | APB | APBD 12 bin 57.000.00
Komunikasi, AR R
Sumber Daya 00 0 00 D 0
X.xx.01.2.08. Air dan Listrik Sumber Daya
02 Air dan Listrik
Penyediaan jumlah -
5:03.012.08 | | belayanan | PeNYediaan | TUBAB | TUBABA |, BIn 357.354.0 | 222.072.0 | 135.282.0 | APB | APBD 12 bin 230.000.0
.04 Jasa Pelayanan | AR R
Umum Kantor 00 00 00 D 00
Umum Kantor
jumlah
Pemeliharaan kendaraan
. dalam
Barang Milik .
Daerah Pemeliharaan i
x.xx.01.2.09 | Penunjang Barang Milik | TUBAB | TUBABA | o % 53.040.00 | 42.300.00 | 10.740.00 | APB | APBD 95% 42.000.00
Daerah AR R
Urusan . 0 0 0 D 0
. Penunjang
Pemerintahan
Urusan
Daerah

Pemerintahan
Daerah




Penyediaan jumlah
Jasa kendaraan
Pemeliharaan, | dinas
Biaya perorangan
Pemeliharaan, | atau - 2 unit kendaraan
)(;'ZXX'OLZ'O& Pajak dan kendaraan ;ERJBAB :;UBABA 12 BULAN 53.040.00 | 42.300.00 | 10.740.00 | APB | APBD roda 4 dan 2 unit | 42.000.00
Perizinan dinas jabatan 0 0 0 D kendaraanroda2 | 0
Kendaraan yang dipelihara
Dinas dan
Operasional dibayarkan
atau Lapangan | pajaknya
2.18.01.2.09 | Pemeliharaan | Jumlah TUBAB | TUBABA
Peralatan dan | Peralatan yang 12 Bulan 5.000.000 | 5.000.000 APBD Laptop, Printer 5.000.000
.008 . . . AR R
Mesinnya akan diservice
URUSAN
PEMERINTAH
2.18 BIDANG Z::BAB ;UBABA 395.476.0 | 495.476.0 | 100.000.0 | APB | APBD 450.549.0
PENANAMAN 00 00 00 D 00
MODAL
Program berkembangny
Pengembanga | aiklim
2.18.02 n Iklim penanaman TUBAB | TUBABA APB | APBD 1 peta 10.000.00
AR R - - -
Penanaman modal D 0
Modal
Pembuatan Terciptanya
Peta Potensi peta potensi
2.18.02.2.02 | Investasi investasi ;l;BAB ;UBABA i i i APB | APBD 1 peta 10.000.00
Kabupaten/Kot | kabupaten/kot D 0
a a
Penyusunan Tersusunnya
Rencana Rencana
2.18.02.2.02 Umum Umum TUBAB | TUBABA APB | APBD 1 dok 10.000.00
.01 AR R - -
Penanaman Penanaman D 0
Modal Modal
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terlaksananya

:rogran? Promos! TUBAB | TUBABA
x.18.03 romost Penanaman Y v 30.000.00 | 30.000.00 APB | APBD 40.000.00
Penanaman AR R -
Modal 0 0 D 0
Modal
Penyelenggara | Terselenggara
an Promosi nya Promosi
Penanaman Penanaman
2.18.03.2.01 | Modalvang | Modalyang | TUBAB | TUBABA 30.000.00 | 30.000.00 APB | APBD 2 event 10.000.00
Menjadi menjadi AR R -
0 0 D 0
Kewenangan wewenang
Daerah daerah
Kab/Kota kab/kota
Pelaksanaan
. Terlaksananya
Kegiatan Promosi
2.18.03.2.01 | Promosi Penanaman | 1OPAB | TUBABA APB | APBD 2 event 10.000.00
.02 Penanaman AR R - -
modal daerah D 0
Modal Daerah kab/kota
kab/kota
Program Pelayanan
2.18.04 Pelayanan Penanaman | UBAB | TUBABA APB | APBD 1keg 10.000.00
Penanaman Modal AR R - - D 0
Modal
Pelayanan Pelayanan
Perizinan dan | Perizinan dan
Non Perizinan | Non Perizinan
Dibidang Dibidang i
2.18.04.2.01 | Penanaman | Penanaman | TUBAB | TUBABA 808.400.0 808.400.0 | APB | APBD 1keg 10.000.00
Modal yang Modal yang AR R
A oo 00 00 D 0
menjadi menjadi
wewenang wewenang
Daerah Daerah
kab/kota kab/kota
Penyediaan Tersedianya -
3.18.04.2.01 Pelayanan Pelayanan TUBAB | TUBABA 808.400.0 808.400.0 | APB | APBD 1 keg 10.000.00
.01 AR R
terpadu Terpadu 00 00 D 0
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perizinan dan
Nonperizinan

Perizinan dan
Nonperizinan

berusaha berusaha
terintegrasi Terintegrasi
secara berusaha
elektronik secara

Elektronik
Program

Pengendalian

Pengendalian

2.18.05 Pelaksanaan | Pelaksanaan | TUBAB | TUBABA 375.476.0 | 375.476.0 APB | APBD 1keg 10.000.00
Penanaman Penanaman AR R -
00 00 D 0
Modal Modal
Pengendalian | Mengendalian
Pelakasanaan | Pelakasanaan
Penanaman Penanaman
2.18.05.2 m:::.l d‘;a"g m::zl d‘ga"g ;l;BAB ;UBABA 375.476.0 | 475.476.0 | 100.000.0 | APB | APBD 1keg 369.749.0
) ) 00 00 00 D 00
wewenang wewenang
daerah daerah
kab/kota kab/kota
koordinasi dan
simkronisasi TUBAB | TUBABA
2.18.05.2.01 | pemantauan | pokumen AR R 32.520.00 | 32.520.00 | oak | DAK 1 lapo 33.820.00
penanaman Laporan 0 0 0
modal Kegiatan
koordinasi dan
2.18.05.2.02 | Sinkronisasi TUBAB | TUBABA 280.620.0 | 280.620.0 DAK 1lap 291.900.0
pembinaan Dokumen AR R - DAK
00 00 00
penanaman Laporan
modal Kegiatan
Koordinasi dan | Dokumen
sinkronisasi Laporan
2.18.05.2.03 | pengawasan Kegiatan TUBAB | TUBABA 42.336.00 | 42.336.00 DAK 1lap 44.029.00
AR R - DAK
penanaman 0 0 0
modal
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Program Terlaksananya
Pengelolaan Pengelolaan
Data dan data Dan
2.18.06 Sistem Sistem ;LF‘:BAB :;UBABA 20.000.00 | 120.000.0 | 100.000.0 | APB | APBD 1 apl 20.800.00
Informasi Informsi 0 00 00 D 0
Penanaman Penanman
Modal Modal
Pengelolaan Terlaksananya
data dan Pengolahan
informasi data Dan
perizinan dan Informasi
non perizinan perizinan dan
2.18.06.2.01 | yang Non Perizinan ;L;BAB ;UBABA 20.000.00 | 120.000.0 | 100.000.0 | APB | APBD 1 apl 168.000.0
terintegrasi yang 0 00 00 D 00
pada tingkat Terintegrasi
daerah pada Tingkat
Kab/Kota daerah
kab/kota
Pengolahan,
penyajian, dan | Terlaksananya
pemanfaatan Pengolahan,
data dan Penyajian, dan
2.18.06.2.01 | informasi Pemanfaatan | TUBAB | 1,5 paR 20.000.00 | 120.000.0 | 100.000.0 | APB | APBD 1apl 168.000.0
.01 perizinan data dan AR
. 0 00 00 D 00
berusaha Informasi
terintegrasi berusaha
secara Terintegrasi
elektronik
JUMLAH 5.173.954. HREF! HREF! 3.870.787.
642 663
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2.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.

Berdasarkan Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan
Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk
perencanaan Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat
menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam
proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui
musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan
diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu
ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan
mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk
membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan kegiatan yang diinginkan seperti
kebanyakan usulan selama ini. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan
institusi pelayanan dan perizinan dalam hal ini DPM& PPTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat
semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah

menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kabupaten Tulang Bawang
Barat mengalami peningkatan. permasalahan yang DPM& PPTSP Kabupaten Tulang Bawang
Barat dalam peningkatan kualitas adalah Sumber Daya Manusia yang masih terbatas dan sarana

dan prasarana yang terbatas.

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan penyampaian informasi,
jangkauan yang global dan transparansi. Oleh karena itu dalam era otonomi daerah ini untuk
mewujudkan pemerintahan yang good governance salah satu upayanya adalah menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi atau yang populer disebut e-Government. Pelaksanaan e-
Government yang telah diimplikasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari

internal pemerintahan.

Pelayanan Perizinan merupakan suatu masalah yang sangat kompleks, perizinan merupakan
salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan dipengaruhi
oleh beberapa faktor. Faktor — faktor tersebut sangat menentukan dalam rangka pencapaian
pelayanan perizinan yang efektif. Pelayanan perizinan dapat terlaksana apabila unsure yang
terlibat dalam proses yang terlibat dalam proses pelayanan dapat berperan dengan baik.
Kesatupaduan unsur — unsur tersebut akan menentukan efektifnya pelayanan. Oleh karena itu,
untuk lebih terarah dan sistematisnya pembahasan masalah tersebut akan menentukan efektifnya

pelayanan perizinan.
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BAB Il
RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional
Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
(PTSP) merupakan pedoman, mengatur kisi-kisi dan tata cara membangun sistem pelayanan
perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta
sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya
dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari
awal permohonan sampai pada terbit dokumen dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan
wewenang penandatanganan dokumen izin/non izin dari Bupati kepada kepala DPM&PTSP dan

penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, system prosedur, persyaratan dan biaya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan
(Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka
merealisasikan visi dan misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai
melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPM&PTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat
di lihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
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Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang Barat

TARGET
TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA KINERJA

TAHUN 2022

Mewujudkan pertumbuhan
ekonomi daerah yang tinggi
berdasarkan struktur
perekonomian yang kuat,

distribusi pendapatan yang Meningkatnya nilai Nilai investasi 201.749.
yang merata,dan investasl (Rupiah) 350.000
berkelanjutan berlandaskan
pada potensi daerah

IKM 77

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik

Membangun Tata Kelola Indeks RB 80
Pemerintahan Yang Efektif,
Efisien, Transparan,
Akuntabel, Taat Hukum,
Demokratis, Responsif dan
Parstisipatif

Nilai Sakib B

3.3. Program dan Kegiatan
Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan.
Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program.

adapun rencana program dan kegiatan DPM&PTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat
dilihat pada tabel 3.2.
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BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud
nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang
mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base
Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam
menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya
akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down

effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Tulang Bawang Barat adalah Program Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran
Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang

Bawang Barat.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) DPM & PTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat menjadi
pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan Kinerja
DPM& PTSP. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat
digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi
seluruh jajaran DPM& PTSP Kabupaten Tulang Bawang Barat. RENJA juga memberikan
umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di
masa mendatang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa

yang akan datang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat
Kepala Dinas,

Drs. AHMAD HARIYANTO, MM

Pembina Utama Muda
NIP: 197304081992031002
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BERITA ACARA HASIL PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM
RENSTRA/RENJA SKPD
KE DALAM KEMENDAGRI NOMOR 50 TAHUN 2024

Pada hari ini  tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh Empat bertepat di Badan Perencanaan
Pembangunan dan Inovasi Daerah (BAPPERINDA) Kabupaten Tulang Bawang Barat, telah
dilaksanakan pembahasan SKPD tentang nomenlatur program dan kegiatan dalam renstra/renja
SKPD dari program dan kegiatan berdasarkan kemendagri 13 Tahun 2006 ke dalam kepmendagri
Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Klarifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan
Inovasi Daerah dan Keuangan Daerah dengan hasil sebagaimana terlampir dalam berita acara ini :

Panaragan, Juni 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Satu Pintu Kepala BAPPERINDA
Kabupaten Tulang Bawang Barat Kabupaten Tulang Bawang Barat
Drs AHMAD HARIYANTO, MM Ir. YUDIANSYAH, SP.,M.Si
Pembina Pembina
Nip: 19630620 198603 1 007 Nip: 19740725 199903 1 004
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Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA)
Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat

tahun 2024 telah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dinas Kominfo Kabupaten Tulang Bawang Barat dibentuk atas pertimbangan
menyatukan urusan komunikasi dan informasi yang terpisah antara Bagian Humas
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Bidang
Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibentuk pada akhir tahun 2015.
Penyatuan urusan dimaksud sejalan dengan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Komunikasi dan Informasi berdasarkan Permen Kominfo RI nomor
22/PER/M.KOMINFO/12/2010, dimana dijelaskan bahwa urusan komunikasi dan

informasi melaksanakan fungsi pelayanan umum.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan
wujud nyata dari pelaksanaan rencana pembangunan yang berbasis kinerja yang
mengacu kepada RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika dan RKPD
Kabupaten Tulang Bawang Barat. Diharapkan nantinya RENJA Perubahan Tahun

2024 ini dapat menjadi dasar pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024.

Guna meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang
Bawang Barat Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut
berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan tahun 2024

ini..

NIP. 19710726 199902 1 002



Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga atas Peaturan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Komunikasi dan

Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Rencana Kerja Perubahan Dinas komunikasi dan Informastika Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan
Program dan kegiatan di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tulang Bawang Barat. Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan adalah
menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan,
penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana
Kerja Perubahan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyusun dokumen

pelaksanaan anggaran.

Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem
perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan renja
SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian dapat
dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat ke dalam program dan kegiatan SKPD
sedemikian rupa sehingga berkonstribusi kepada pencapaian tujuan dan
capaian program SKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka
menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Renstra SKPD yang dilanjutkan

dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani



Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024

antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan
penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi
menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah
kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi
daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai
rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang
Barat Tahun 2024 ini disusun dengan landasan hukum ketentuan perundang-

undangan yang terkait dengan pembangunan daerah, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten
Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Keuangan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

S. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025;

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Perlindungan
Infrastuktur Informasi Vital;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional;

11.Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas
Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi
Informasi dan Komunikasi Nasional.

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara
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Penyusunan, Pengendalian, dan [Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

14.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M
PPN/04/2010, Nomor PMK RPJMD Tulang Bawang Barat I- 6 95/PMK
07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014;

15.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor
22 /PER/M.KOMINFO/12/2010 tanggal 20 Desember 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;

16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatia Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan
Informatika Tahun 2015-2023;

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 - 5889 tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18.Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun
2005-2025;

19.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2016;

20.Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tulang Bawang
Barat 2005-2025;

21.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun
2016 Momor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang
Barat Nomor 74);

22.Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang

Bawang Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah untuk mengefektifkan proses
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pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam

perencanaan kerja tahunan dalam mencapai tujuan tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Dinas Komunikasi Informatika

Kabupaten tulang Bawang Barat adalah :

Sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun
2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan Evaluasi

program, kegiatan dan sub kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024, meliputi :

1.

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan
tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD memuat evaluasi
pelaksanaan Renja SKPD dan capaian Renstra SKPD, Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD, Penelaahan usulan program,
kegiatan dan sub kegiatan masyarakat.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah memuat informasi
tergambar dalam bentuk tabel sasaran program/kegiatan/sub kegiatan,
rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan SKPD tahun 2024 dan
perkiraan maju tahun 2025, maping program/kegiatan/sub kegiatan SKPD
tahun 2024.

. Bab IV Penutup memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian,

baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan
anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan

rencana tindak lanjut.
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BAB 2

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra

Evaluasi pencapaian sasaran menunjukan capaian kinerja sasaran dari
kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam kurun
waktu satu tahun anggaran , baik penilaian atas keberhasilan maupun
kegagalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

perencanaan strategis (data terlampir)
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EVALUASI HASIL RKPD/RENJA

OPD DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN | TAHUN 2024

SKPD : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REALISA
REALI sl
SASI | KINERJA | REALISAS
| KINERJA
CAPAI | DAN e
REALISAS| REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN AN | Ancea | , DAN
CAPAIAN KINER | RAN N PERAN
INDIKATOR |  TARGET A, JA | RENsTR | o 8| PERAD
KINERJA RENSTRA o TARGET KINERJA DAN DAN | ApDSD | RENSTRA | G
N | Kod | PROGRAM/ | PROGRAM | PERANGKAT | RENSTRA ANGGARAN RENJA TAHUN ANGG | TAHUN | PRSP ;
0| e | KEGIATAN | (OUTCOME) | DAERAH PADA BERJALAN YANG DI EVALUASI ARAN
DAERAH S/D .(AKHIR | PENAN
IKEGIATAN | TAHUN 2023 (2024) RENJA | (AKHIR
(OUTPUT) SID 2026 RENJAFD PD | TAHUN | _TAHUN | GGUNG
TAHUN LALU PELAKSA | JAWAB
YANG | PELAKS
(2023) | A NAAN
DI* | ANAAN | cen A PD
EVALU | RENJA
TAHUN
ASI PD 2024
(2024) | TAHUN
2024)
13 = 14 =
5 6 7 8 9o | 10 | 11 12 , 15
o, ; ) 6412 | 13/5X100%
K| RP K RP K | SATUAN | RP K RP K E K § K § KIRP | K| RP | K | RP
PROGRAM :
Penunjang Diskomi
Urusan 2.930.000.00 2.825.677.68
prusan ; p 2.694.133.026 2.934.219.204 mfo
Daerah
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Kegiatan
Perencanaan
’ Diskomi
Penganggara 40.000.000 0 35.000.000 35.000.000 mfo
n, Kinerja

Perangkat
Daerah

Sub
Kegiatan :
Penyusunann Diskomi
Dokumen 10.000.000 0 3| Dok 5.000.000 5.000.000 mfo
Perencanaan

Perangkat
Daerah

Sub
Kegiatan :
Koordinasi Diskomi
dan 5.000.000 0 2 Dok 5.000.000 5.000.000 mfo
Penyusunan

Dokumen
RKA- SKPD

Sub

Kegiatan :
Koordinasi 0 2 Dok Diskomi
dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 mfo
Perubahan

RKA-SKPD

Sub

Kegiatan :
Koordinasi 0 1 Dok Diskomi
dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 mfo
Penyusunan

DPA-SKPD

Sub
Kegiatan :
Koordinasi Diskomi
dan 5.000.000 0 1] Dok 5.000.000 5.000.000 mfo
Penyusunan

Perubahan
DPA- SKPD
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Sub
Kegiatan :
Koordinasi
dan
Penyusunan
Laporan
Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

5.000.000

Dok

5.000.000

5.000.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Evaluasi
Kinerja
Perangkat
Daerah

5.000.000

Dok

5.000.000

5.000.000

Diskomi
mfo

Kegiatan :
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

2.160.000.00
0

1.785.528.88
8

1.824.657.026

1.882.780.004

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Penyediaan
Gajidan
Tunjangan
ASN

2.000.000.00
0

12

1.618.568.88
8

15

Orang/Bu
lan

1.693.377.026

1.753.180.004

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Pelaksanaan
Penatausaha
an dan
Pengujian
Verifikasi
Keuangan
SKPD

160.000.000

166.960.000

Dok

131.280.000

129.600.000

Diskomi
mfo

Kegiatan :
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

160.000.000

62.674.619

160.000.000

208.473.200

Diskomi
mfo
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Sub
Kegiatan :
Penyediaan
Komponen _ _
InstaFI)asi 10.000.000 | 1 1.000.000 1 Paket 10000000 Diskomi
A 10.000.000 mfo
Listrik/Penera

ngan
Bangunan
Kantor

Sub

Kegiatan :
Penyediaan Diskomi
Peralatan dan 15000000 | 3 | 15101.500 | 12 | Paket 15.000.000 15.000.000 mfo
Perlengkapan

Kantor

Sub
Kegiatan :

. Diskomi
Eﬁrg:ﬁlaan 5.000.000 | 3 4.430.000 10 Paket 5.000.000 5000000 mfo

Tangga

Sub

Kegiatan :
Penyediaan Diskomi
Barang 100000000 | 2 | 39 139000 | 3 | Paket | g5 000.000 128473.200 mfo
Cetakan dan

Penggandaan

Sub

Kegiatan :
Penyelenggar
aan Rapat Diskomi
Koordinasi 30.000.000 | 2 | 11.004.119 | 20 | Paket 50.000.000 50.000.000 mfo
dan

Konsultasi

SKPD

Kegiatan :
Pengadaan
Barang Milik
Daerah Diskomi
Penunjang 150.000.000 660.616.118 39.000.000 163.750.000 mfo
Urusan
Pemerintah

Daerah
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Sub
Kegiatan :
Pengadaan
Mebel

30.000.000

10

Paket

15.000.000

15000000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Pengadaan
Peralatan dan
Mesin
Lainnya

120.000.000

70.900.000

11

Unit

24.000.000

148750000

Diskomi
mfo

Kegiatan :
Penyediaan
Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

340.000.000

294.858.059

502.086.000

502.086.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik

80.000.000

60.516.059

Layanan

75.600.000

75.600.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Penyediaan
Jasa
Pelayanan
Umum Kantor

260.000.000

234.342.000

Laporan

426.486.000

426.486.000

Diskomi
mfo

Kegiatan :
Pemeliharaa
n Barang
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

80.000.000

22.000.000

133.390.000

142.130.000

Diskomi
mfo

10
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Sub
Kegiatan :
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
, Biaya
Pemeliharaan
, Pajak dan
Perizinan
Kendaraan
Dinas
Operasional
atau
Lapangan

50.000.000

22.000.000

Unit

71.390.000

80.130.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Pemeliharaan
Peralatan
Mesin dan
Lainnya

10.000.000

Unit

12.000.000

12.000.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Pemeliharaan
/Rehabilitasi
Gedung
kantor dan
Bangunan
lainya

20.000.000

Paket

50.000.000

50000000

Diskomi
mfo

PROGRAM :
Pengelolaan
Informasi
dan
Komunikasi
Publik

6.430.000.00
0

4.898.870.00
0

7.796.236.000

7.322.312.600

Diskomi
mfo

11
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Kegiatan :
Pengelolaan
Konten dan
Perencanaan
Media
Komunikasi
Publik
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/K
ota

6.430.000.00
0

4.898.870.00
0

7.796.236.000

7.322.312.600

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Pengelolaan
Konten dan
Perencanaan
Media
Komunikasi
Publik

400.000.000

287.720.000

Dok

379.160.000

450.164.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Pelayanan
Informasi
Publik

30.000.000

Dok

75.000.000

75.000.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Layanan
Hubungan
Media

6.000.000.00
0

38
20

4.603.540.00
0

12

Layanan

7.342.076.000

6.797.148.600

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Kemitraan
Dengan
Pemangku
Kepentingan

50.000.000

7.610.000

Diskomi
mfo

PROGRAM :
Pengelolaan
Aplikasi

Informatika

2.400.000.00
0

1.785.805.50
0

1.101.000.000

1.444.640.200

Diskomi
mfo

12
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Kegiatan :
Pengelolaan
Nama
Domain yang
Telah
Ditetapkan
Oleh
Pemerintah
Pusat dan
Sub Domain
Di Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/K
ota

400.000.000

300.000.000

410.000.000

490.000.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Penyelenggar
aan Sistem
Jaringan Intra
Pemerintah
Daerah

400.000.000

16

300.000.000

16

OPD

410.000.000

490.000.000

Diskomi
mfo

Kegiatan :
Pengelolaan
E-
Government
Di Lingkup
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota

2.000.000.00
0

1.485.805.50
0

691.000.000

954.640.200

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Pengembang
an Aplikasi
dan Proses
Bisnis
Pemerintah
Berbasis
Pemerintah
Berbasis
Elektronik

300.000.000

459.123.000

Unit

221.000.000

229.500.000

Diskomi
mfo

13
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Sub
Kegiatan :
Pengembang
an dan
Pengelolaan
Ekosistem
Kabupaten/
Kota Cerdas
dan Kota
Cerdas

1.700.000.00
0

1.026.682.50
0

Dok

470.000.000

725.140.200

Diskomi
mfo

Program :
Penyelengga
raan Statistik
Sektoral

20.000.000

46.200.000

50.000.000

50.000.000

Diskomi
mfo

Kegiatan :
Penyelengga
raan Statistik
Sektoral di
Lingkup
Daerah
Kabupaten/K
ota

20.000.000

46.200.000

50.000.000

50.000.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Koordinasi
dan
Sinkronisasi
Pengumpulan

Pengelolaan,
Analisis dan
Diseminasi
Data Statistik
Sektoral

10.000.000

46.200.000

Dok

30.000.000

30.000.000

Diskomi
mfo

14
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Sub
Kegiatan :
Membangun
Metadata
Statistik
Sektoral

10.000.000

Dok

20.000.000

20.000.000

Diskomi
mfo

Progam :
Penyelengga
raan
Persandian
Untuk
Pengamanan
Informasi

35.000.000

450.000

25.000.000

25.000.000

Diskomi
mfo

Kegiatan :
Penyelengga
raan
Persandian
Untuk
Pengamanan
Informasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota

35.000.000

450.000

25.000.000

25.000.000

Diskomi
mfo

15
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Sub
Kegiatan :
Pelaksanaan
Keamanan
Informasi
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Ko
ta Berbasis
Elektronik dan
Non
Elektronik
Kesehatan
Keluarga dan
Lingkungan
dengan
Menerapkan
Perilaku
Hidup Bersih
dan Sehat

10.000.000

450.000

1 Laporan

15.000.000

15.000.000

Diskomi
mfo

Sub
Kegiatan :
Penyediaan
Layanan
Keamanan
Informasi
Pemerintah
Kabupaten/Ko
ta

25.000.000

10.000.000

10.000.000

Diskomi
mfo

TOTAL RATA RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : adanya motivasi internal pegawai yang memiliki tanggungjawab

Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : masih kurangnya koordinasi SDM

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : breafing (pengarahan pimpinan)

Tindak Lanjut Yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya : evaluasi secara berkala

16
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2.2 Capaian Renja Perangkat Daerah dan Analisa Kinerja Pelayanan
Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah penjabaran perencanaan tahunan
dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang
Bawang Barat tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan
atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan
akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk
perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban

yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat ini menyajikan
dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari
hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat selama Triwulan Pertama
untuk mengambil sikap pada triwulan selanjutnya dengan memperhatikan
dari Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui
tahapan sebagai berikut :

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah
ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran
dan hasil.

Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia,
laporan, buku dan sebagainya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan
penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing — masing jenis indikator
yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja

kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

17
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2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh
karena itu untuk mewujudkan pemerintahan yang Baik (good governance)
salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan
informasi atau yang populer disebut Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE Pelaksanaan SPBE yang telah diimplementasikan harus
dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan,
masyarakat dan pihak swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tulang Bawang Barat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemanfaatan Iptek wuntuk basis data perencanaan dan evaluasi
pembangunan masih rendah;

2. Pelayanan publikyang belum merata berbasis IT (relasi
database);

3. Pemanfaatan Iptek untuk keterbukaan informasi pembangunan masih
rendah;

4. Terbatasnya SDM yang menguasai teknologi informasi;

5. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi;.
Hal tersebut dapat terlihat dari masih belum optimalnya Pemanfaatan
teknologi informasi dan pemasaran wisata melalui pembuatan materi
promosi dan pengelolaan website, belum optimalnya Pengembangan
jaringan kerjasama promosi pariwisata melalui pihak - pihak ketiga
(agent wisata), belum terlaksananya promosi pariwisata nusantara di
dalam dan luar negeri melalui pameran — pameran, Jumpapers, Talkshow
di radio dan TV, penulisan artikel dan promosi melalui famtrip. Belum
optimalnya pengembangan statistic kepariwisataan melalui profil desa
wisata, penyusunan buku statistic kebudayaan dan pariwisata, dan
belum optimalnya pengembangan kemitraan melalui; pengembangan
SDM bidang kebudayaan dan pariwisata berkerjasama dengan lembaga
lain, pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata

dan budaya.
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2.4.

2.5.

Capaian Renja Perangkat Daerah dan Analisa Kinerja Pelayanan

Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah
unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Tulang Bawang
Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupeten Tulang
Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Peraturan
Daerah KabupatenTulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74) Perubahan
atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun

2020.

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD

Teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan
penyampaian informasi, jangkauan yang global dan transparansi. Oleh
karena itu untuk mewujudkan pemerintahan yang Baik (good governance)
salah satu upayanya adalah menggunakan teknologi komunikasi dan
informasi atau yang populer disebut Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE).

Pelaksanaan SPBE yang telah diimplementasikan harus dapat memenuhi
harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan pihak

swasta.

Sementara itu permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tulang Bawang Barat berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut;

1. Pemanfaatan Iptek untuk basis data perencanaan dan evaluasi
pembangunan masih rendah;

2. Pelayanan publik yang belum merata berbasis IT(relasi database);

3. Pemanfaatan Iptek untuk keterbukaan informasi pembangunan masih
rendah;

4. Terbatasnya SDM yang menguasai teknologi informasi;

S. Terbatasnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan
komunikasi;. Hal tersebut dapat terlihat dari masih belum optimalnya
Pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran wisata melalui
pembuatan materi promosi dan pengelolaan website, belum
optimalnya Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata

melalui pihak - pihak ketiga (agent wisata), belum terlaksananya
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promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri melalui
pameran — pameran, Jumpapers, Talkshow di radio dan TV, penulisan
artikel dan promosi melalui famtrip. Belum optimalnya pengembangan
statistic kepariwisataan melalui profil desa wisata, penyusunan buku
statistic kebudayaan dan pariwisata, dan belum optimalnya
pengembangan kemitraan melalui; pengembangan SDM bidang
kebudayaan dan pariwisata berkerjasama dengan lembaga lain,
pembentukan forum komunikasi antar pelaku industry pariwisata dan

budaya.
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BAB 3

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Rencana kerja kegiatan adalah untuk meningkatkan kelancaran pelayanan
dan pelaksanaan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa kegiatan :

NO/KODE
KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1 2
2-16. URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2-16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
2-16.01.2.01 Kegiatan Perencanaan,Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2.16.01.2.01.0001 | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.16.01.2.01.0002 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2.16.01.2.01.0003 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD
2.16.01.2.01.0004 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

2.16.01.2.01.0005 | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
2.16.01.2.01.0006 | Realisasi Kinerja SKPD
2.16.01.2.01.0007 | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2-16.01.2.02
2-16.01.2.02.01
2-16.01.2.02.03

2-16.01.2.06

2-16.01.2.06.01
2-16.01.2.06.02
2-16.01.2.06.03
2-16.01.2.06.05
2-16.01.2.06.09

2-16.01.2.07

2.16.01.2.07.0005
2.16.01.2.07.0006

2-16.01.2.07
2-16.01.2.07.02
2-16.01.2.07.04

2-16.01.2.09

2-16.01.2.09.02

2-16.01.2.09.06
2-16.01.2.09.09

2-16.02

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Sub Kegiatan Penatausahaan dan Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan Penyediaan Rumah Tangga

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya

Sub Kegiatan pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
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2-16.02.2.01

2-16.02.2.01.04
2-16.02.2.01.06
2-16.02.2.01.07

2-16.03
2-16.03.2.01

2-16.03.2.01.03

2-16.03.2.02

2-16.03.2.02.07

2-16.03.2.02.09

2-20.

2-20.02
2-20.02.2.01
2-20.02.2.01.01

2-20.02.2.01.03

2-21.02

2-21.02.2.01

2-21.02.2.01.03

2-21.02.2.01.02

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik

Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Diterapkan oleh Pemerintah
Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnhis Pemerintahan Berbasis
Elektronik

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabpuaten/Kota Cerdas
dan Kota Cerdas

URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengelolaan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral

Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN
INFROMASI

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/Kota

3.2 Pendanaan Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Kegiatan Pembangunan
Daerah (RPD) dibutuhkan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai Tahun 2024.
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Rencana Kerja Tahun 2024 Perkiraan Maju 2025
Uruﬁ:ﬁi‘:ang Indikator T
Pemerintahan Kinerja carggt P
Kode Daerah dan Program ; Lokasi Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Sumber Dana azala Ind?l?autif
R Kegiatan .
Program/K.eglatan/ Sub Kegiatan Kinerja
Subkegiatan APB
Jumlah Perub
APBD Perubah APBD Perubaha APBD 2024 Perubaha Perubah D ahan
2024 an 2024 2024 n 2024 n 2024 202
an a 2024
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 (10)8_ 9- -11 -12 -14
Jumlah
Dokumen
PROGRAM Perencanaan,
PENUNJANG Laporan -
02.16.01 | URUSAN Capaian TES:Sa Tl'f;‘:t')a Doktzm o Doktzm o 2'93218519' 909.309. | DA | DAU 262%2369'
PEMERINTAHAN Kinerja dan 200 u
DAERAH Ikhtisar
Realisasi
Kinerja
Jumlah
Dokumen
Hasil
o | e
PERENCANAAN,
PENGANGGARAN, | Lencana Kab. Kab. y 35.000.00
1.2.01 ! Induk dan 80% 80% 35.000.000 0 35.000.0 | DA DAU
KINERJA Anggaran Tubaba Tubaba 00 U 0
PERANGKAT Pemerintaha
DAERAH .
n Berbasis
Elektronik
Pemkab
Tubaba
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Jumlah
Penyusunann Dokumen i
120101 | Dokumen Perencanaan Kab. Kab. 3 3 5.000.000 5.000.00 | DA | DAU 5.000.000
Perencanaan Tubaba Tubaba Dokumen | Dokumen
Perangkat Daerah Perangkat 0 v
g Daerah
Koordinasi dan Jumlah
Penyusunan Dokumen Kab. Kab. 2 2 y
1.2.01.02 Dokumen RKA- Penyusunan Tubaba Tubaba Dokumen | Dokumen 5.000.000 5.000.00 | DA DAU 5.000.000
SKPD Dokumen 0 U
RKA- SKPD
Koordinasi dan JDuokaar:en Kab Kab 2 2 y
1.2.01.03 Perubahan RKA- ) ) 5.000.000 5.000.00 | DA DAU 5.000.000
SKPD Perubahan Tubaba Tubaba Dokumen Dokumen 0 U
RKA-SKPD
lah
Koordinasi dan :Duomkuamen Kab Kab 1 1 §
1.2.01.04 Penyusunan DPA- ’ ’ 5.000.000 5.000.00 | DA DAU 5.000.000
SKPD Penyusunan Tubaba Tubaba Dokumen | Dokumen 0 U
DPA-SKPD
Koordinasi dan Jumlah
Penyusunan Dokumen Kab Kab 1 1 §
1.2.01.05 Perubahan DPA- Penyusunan Tubaba Tubaba Dokumen | Dokumen 5.000.000 5.000.00 | DA DAU 5.000.000
SKPD Perubahan 0 u
DPA- SKPD
Jumlah
Koordinasi dan Dokumen
Penyusunan
Penyusunan
Laporan Capaian Laporan Kab Kab 4 4 §
1.2.01.06 o . Capaian ] ' 5.000.000 5.000.00 | DA DAU 5.000.000
Kinerja dan Ikhtisar . Tubaba Tubaba | Dokumen | Dokumen
e Kinerja dan 0 u
Realisasi Kinerja Ikhtisar
SKPD .
Realisasi
Kinerja SKPD
. Jumlah -
12.01.07 | EvaluasiKinerja Dokumen Kab. Kab. 4 4 5.000.000 5.000.00 | DA | DAU 5.000.000
Perangkat Daerah Kinerja Tubaba Tubaba Dokumen | Dokumen 0 U

24




Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023

Perangkat
Daerah
Persentase
omran | e,
ADMINISTRASI .
1.01.01.02 | KEUANGAN k?:;r.';"a'“as' Tfs;a TLIfI::t')a 80% 80% 1'8?)2'180' DA | DAU 1'8232':83'
PERANGKAT ol r: ot U
DAERAH &
Daerah yang
dilaksanakan
Jumlah Orang
1.01.01.02 | Pewnyediaan Gaji | V"8 Kab Kab 5 15 1.753.180 ) 1.697.103
o1 dan Tunjangan ASN menerima gaji | L Tubaba orang/bul | orang/bul 004 1.753.18 | DA DAU 026
dan an an 0.004 u
tunjangan
Jumlah
Pelaksanaan Dokumen i
1.01.01.02 | Penatausahaan dan | Penata Usaha Kab. Kab. 5 5 129.600.00 129.600 DA DAU 176.880.0
.03 Pengujian/Verifikasi | dan Pengujian | Tubaba | Tubaba | dokumen | dokumen 0 060 ' U 00
Keuangan SKPD Verifikasi /
Keuangan
Persentase
comran |t
ADMINISTRASI . -
1.01.01.06 | UMUM EZE’:ngall’;i'an TES:Ba Tfs:t')a 80% 80% 208'407 3.20 208.473. | DA | DAU 160'(?000‘0
PERANGKAT Daeragh 200 U
DAERAH
yang

dilaksanakan
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Jumlah Paket
Penyediaan rnir'cr:l):s?en i
1.01.01. K | lasi Kab. Kab. 10. .
01.01.06 | Komponen Instalasi | ;i /pe s ab ab 1paket | 1paket | 10.000.000 10.000.0 | DA | DAU 0.000.00
.01 Listrik/Penerangan Tubaba Tubaba 0
ngan 00 u
Bagunan Kantor
Bangunan
Kantor
. Jumlah Paket
Penyediaan Penyediaan -
1.01.01. . . 15. .
01.01.06 | Peralatan dan Peralatan dan Kab Kab 12 paket 12 paket | 15.000.000 15.000.0 | DA DAU >-000.00
.02 Perlengkapan Tubaba Tubaba 0
Perlengkapan 00 u
Kantor
Kantor
Jumlah Paket
Penyediaan Penyediaan -
1.01.01.06 Peralatan Rumah Peralatan Kab. Kab. 10 paket 10 paket 5.000.000 5.000.00 | DA DAU 5.000.000
.03 Tubaba Tubaba
Tangga Rumah 0 U
Tangga
Penyediaan Barang | Tersedinya -
1621'01'06 Cetakan dan Barang Tfs:Ea Tfs:k')a 3 paket 3 paket 128'4073'20 128.473. | DA DAU 80'080'00
' Penggandaan Cetakan 200 U
Jumlah
Laporan
Penyelenggaraan Penyelenggar -
1681'01'06 Rapat Koordinasi aan Rapat TES:Ba Tllflj:k')a 20 paket 20 paket | 50.000.000 50.000.0 | DA DAU 50'080'00
' dan Konsultasi SKPD | Koordinasi 00 u
dan
Konsultasi
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omray [T
PENGADAAN Daerai
BARANG MILIK Penunjang )
DAERAH Kab. Kab. ) ) 163.750.00 65.000.00
1.01.01.07 PENUNJANG Urusan. Tubaba Tubaba 80% 80% 0 163.750. | DA DAU 0
Pemerimtaha 000 u
URUSAN " Milik
PEMERINTAH MILIK Dearah yang
DAERAH dilaksanakan
Jumlah Paket -
1.01.01.07 Pengadaan Mebel Mebel yang Kab. Kab. 10 paket 10 paket | 15.000.000 15.000.0 | DA DAU 15.000.00
.05 . Tubaba Tubaba 0
disediakan 00 U
Pengadaan Jumlah Unit -
10'21'01'07 Peralatan dan peralatan dan TES:Ba Tfs:l:.)a 11 unit 11 unit 148'7;0'00 148.750. | DA DAU 50'080'00
) Mesin Lainnya Mesin Lainya 000 U
Persentase
KEGIATAN Penyediaan
PENYEDIAAN JASA Jasa i
PENUNJANG Penunjang Kab. Kab. o o 502.086.00 329.886.0
1.01.01.08 URUSAN Urusan Tubaba Tubaba 80% 80% 0 50360086. DUA DAU 00
PEMERINTAH pemerintah
DAERAH Daerah yang
terlaksana
Jumlah
Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan -
10'(2)1'01'08 Komunikasi, Sumber | Jasa TES:Ba TES:Ba 3layanan | 3layanan | 75.600.000 75.600.0 | DA DAU 75'680'00
) Daya Air dan Listrik | Komunikasi 00 U
Sumber daya
Air dan Listrik
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Jumlah
Laporan
Penyediaan
Penyediaan Jasa Jasa -
1.01.01. Kab. Kab. 426.486. 254.286.
01.01.08 Pelayanan Umum Pelayanan ab ab 3 laporan 3 laporan 6.486.00 426.486. | DA DAU >4.286.0
.04 Tubaba Tubaba 0 00
Kantor Umum 000 U
Kantor yang
di
sediakan
KEGIATAN Persentase
PEMELIHARAAN Pemeliharaan
BARANG MILIK Barang Milik
DAERAH Dearah Kab. Kab. 142.130.00 175.000.0
0, 0,
1.01.01.09 PENUNJANG Penunjang Tubaba Tubaba 80% 80% 0 DUA DAU 00
URUSAN Urusan
PEMERINTAH Pemerintah
DAERAH Daerah
Jumlah Unit
Kendaraan
Di
Penyediaan |nas.
. Oprasional
Jasa Pemeliharaan, atau )
1.01.01.09 | Biaya Kab. Kab. . . 90.000.00
02 Pemeliharaan Pajak Lapangan Tubaba Tubaba 3 unit 3 unit 80.130.000 80.130.0 | DA DAU 0
yang 00 U
dan L
Perijinan Kendaraan Dipelihara
. dan dibayar
Pajak dan
Perijinan
Jumlah
Pemeliharaan Peralatan -
1.01.01. Peral Kab. Kab. 15. .
010109 | peralatan eralatan dan ab ab 3 unit 3unit | 12.000.000 12.000.0 | DA | DAU >-000.00
.06 . . Mesin Lainnya | Tubaba Tubaba 0
dan Mesin Lainnya 00 U
yang
di Pelihara
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Jumlah
Pemeliharaan
/Reh
Pemeliharaan/Reha | abilitasi
1.01.01.09 | bilitasi Gedung Kab. Kab. 70.000.00
.09 Gedung Kantor dan | Kantor dan Tubaba | Tubaba 1 paket 1 paket >0.000.000 50'880'0 DUA DAU 0
Bangunan Lainnya Bangunan
Lainnya
yang di
Pelihara
PROGRAM
Kualifikasi
PENGELOLAAN -
02.16.02 | INFORMASI DAN rnit)er::;";aan TES:& Tfs:k')a 85% 85% 7'322‘361026 7.322.31 | DA | DAU 8‘11%8 00.
KOMUNIKASI Publik (KIP) 2.600 U
PUBLIK
Persentase
diseminasi
dan
e
PENGELOLAAN oublik yang
INFORMAS! DAN dilaksanakan -
?021.16.02.2 gg;l:.?KNIKASI cesuai (.jengan Tllj(sal:)t.)a Tllj(tz:\;)lé)a 85% 85% 7.322.361020. 232231 | DA DAU 8.1?)(2).(())00.
PEMERINTAH Iitrateg.'k . 2600 1 U
DAERAH omunikasi
KABUPTEEN/KOTA (STRAKOM)
dan
SOP yang
telah
ditetapkan

29




Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023

02.16.02.2
.01.04

Pengelolaan Konten
dan Perencanaan
Media Komunikasi
Publik

Jumlah
Dokumen
Hasil
Pengelolaan
Konten dan
Perencanaan
Media
Komunikasi
Publik

Kab.
Tubaba

Kab.
Tubaba

3 Dok

3 Dok

450.164.00
0

450.164.
000

DA

DAU

450.000.0
00

02.16.02.2
.01.06

Pelayanan Informasi
Publik

Jumlah
Dokumen
Hasil
Pelayanan
Informasi
Publik

Kab.
Tubaba

Kab.
Tubaba

3 Dok

3 Dok

75.000.000

75.000.0
00

DA

DAU

90.000.00
0

02.16.02.2
.01.07

Layanan Hubungan
Media (Publikasi)

Jumlah
Layanan
Hubungan
Media

Kab.
Tubaba

Kab.
Tubaba

1.200
Layanan

1.200
Layanan

6.797.148.
600

6.797.14
8.600

DA

DAU

7.600.000.
000

02.16.03

PROGRAM
APLIKASI
INFORMATIKA

Indeks
(Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik
(SPBE)

Kab.
Tubaba

Kab.
Tubaba

60%

60%

1.444.640.
200

1.444.64
0.200

DA

DAU

1.200.000.
000
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Daerah

Penyelenggar
aan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten
Tubaba

Persentase
kegiatan
(event),
KEGIATAN perangkat
PENGELOLAAN daerah dan
NAMA pelayanan
DOMAIN YANG publik pada
TELAH Pemerintah
DITETAPKAN OLEH Daerah yang
2.16.03.2. | PEMERINTAH dimanfaatkan Kab. Kab. 490.000.00 400.000.0
01 PUSAT secaradaring | Tubaba | Tubaba 80% 80% 0 498'00000' DUA DAU 00
DAN SUB DOMAIN dengan
DI memanfaatka
LINGKUP n domain dan
PEMERINTAH sub domain
DAERAH Instansi
KABUPATEN/KOTA | Penyelenggar
a Negara
sesuai dengan
PM Kominfo
Jumlah
Dokumen
Penatalaksan
aan dan
Pengawasan
Nama Domain
Pgnyelenggaraan dan Sub i
2.16.03.2. SlstemJarlngan Domain Kab. Kab. 16 OPD 16 OPD 490.000.00 490.000. | DA DAU 400.000.0
01.03 Intra Pemerintah dalam Tubaba Tubaba 0 000 U 00

31




Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023

KEGIATAN Persentase

PENGELOLAAN E- perangkat
2.16.03.2. | GOVERNMENTDI | daerah yang Kab. Kab. 954.640.20 800.000.0
02 LINGKUP menggunakan Tubaba | Tubaba 60% 60% 0 DA DAU 00

PEMERINTAH layanan pusat u

DAERAH data

KABUPATEN/KOTA | pemerintah

Pengembangan Jumlah i
2.16.03.2. | Aplikasi dan Proses . Kab. Kab. . . 229.500.00 250.000.0
02.07 Bisnis Pemerintahan \:!S:/ers/peng Tubaba Tubaba 4 Unit 4 Unit 0 22265000' DUA DAU 00

Berbasis Elektronik Jung

Pengembangan dan

Pengelolaan i
2.16.03.2. | Ekosistem Jumlah Kab. Kab. 725.140.20 550.000.0
02.09 Kabupaten/Kota hospot/wifi Tubaba Tubaba 1 Dok 1 Dok 0 725.140. | DA DAU 00

200 U
Cerdas dan Kota
Cerdas
Kematangan

Program Indeks Kab Kab Rintisan | Rintisan )

2.20.02 Penyelenggaraan | Pembangun ab- av- 50000000 50.000.0 | DA DAU 95000000
. e Tubaba | Tubaba (1 (1
Statistik Sektoral | an Statistik 00 U
(IPS)

Kegiatan

Penyelenggaraan | Tersedianya -
2.20.02.2 ye'engs Ya | ab, Kab. 100

Statistik Sektoral Buku Profil 100 Buku 50000000 50.000.0 | DA DAU 95000000
.02 o Tubaba Tubaba Buku

di Lingkup Daerah | Daerah 00 u

Kabupaten/Kota
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Jumlah
Dokumen
Koordinasi
Koordinasi dan dan
Sinkronisasi Sinkronisasi
Pengumpulan, Pengumpula 1 -
2.20.02.2 Pengolahan, n Kab. Kab. Dokume 1 30.000.00 30,0000 | DA DAU 45.000.00
.01.01 . Tubaba Tubaba Dokumen 0 0
Analisis dan Pengolahan, n 00 U
Diseminasi Data Analisis dan
Statistik Sektoral Diseminasi
Data
Statistik
Sektoral
Jumlah
Membangun Metadata 1
2.20.02.2 ... | Statistik Kab. Kab. 1 20.000.00 ’ 50.000.00
01.03 Metadata Statistik Sektoral Tubaba | Tubaba Dokume Dokumen 0 20.000.0 | DA DAU 0
Sektoral n 00 u
yang
Dihimpun
P
rogram Pemenu Pemenuh
Penyelenggaraan Kab Kab han an - £0.000.00
2.21.02 | Persandian Untuk an- @ | Kerangk 25.000.000 25.000.0 | DA | DAU s
Tubaba | Tubaba Kerangka 0
Pengamanan a Dasar 00 u
. Dasar (Il)
Informasi (n)
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Persentase
sistem
elektronik
yang telah
menerapkan
prinsip
sistem
manajemen
yang telah
Kegiatan menerapkan
Penyelenggaraan | prinsip-
Persandian untuk | prinsip

2.21.02.2 Pengama.nan manajemen Kab. Kab. 10% 110% 25 000.000 0 250000 | DA DAU 60.000.00
.01 Informasi keamanan Tubaba Tubaba 00 U 0
Pemerintah informasi

Daerah (SMKI) dan
Kabupaten/Kota atau aplikasi
persandian
dibanding
jumlah
sistem
elektronik
yang ada
pada
pemerintah
daerah
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Jumlah
Laporan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Keamanan Keamanan
Informasi Informasi
Pemerintahan Pemerintaha -
20.110.;)2.2 Daerah n Daerah TEs:t;a Tfs:Ba 1Lap 1Lap 15'080'00 15.000.0 | DA DAU 30'080'00
o Kabupaten/Kota Kabupaten/ 00 U
Berbasis Kota
Elektronik dan Berbasis
Non Elektronik Elektronik
dan Non
Elektronik
Penyediaan Jumlah
Perangkat
Layanan
Keamanan Daerah yang
2.21.02.2 Informasi Telah Kab. Kab. 1PD 1PD 10.000.00 10.000.0 | DA DAU 30.000.00
.01.04 . Menggunaka | Tubaba Tubaba 0 0
Pemerintah 00 u
n Layanan
Daerah Keamanan
Kabupaten/Kota .
Informasi
11.776.172 12.133.86
JUMLAH .004 9.026

Program, Kagiatan dan Subkegiatan SKPD Sesuai Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021
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BAB 3

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Tulang Bawang Barat Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau
pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan
Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman
melaksanakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mewujudkan

sasaran guna mencapai tujuan.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dalam rangka
mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah

diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 mempunyai arti strategis
karena didalamnya memuat uraian program kegiatan yang akan dilaksanakan.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam perencanaan strategis
telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, Evaluasi
pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, Tujuan dan sasaran yang menggambarkan pencapaian
rencana strategis, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sabagai acuan penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran tahun 2024 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan
capaian realisasi anggaran Renstra dan perkiraan capaian realisasi anggaran tahun berjalan.

Panaragan, 2024
Kepala Dinas

HERLIYANTI,SE.,MM
NIP. 19751202 200701 2 006



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)
adalah dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk Periode 1 (satu) Tahun.

Sebagai Dokumen Rencana Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Dinas
Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulang Bawang Barat
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program kegiatan
pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara subtansial merupakan
penerjemahan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang ditetapkan
dalam Renstra SKPD sesuai arahan operasional dalam Rencana Pembangunan
Daerah (RPD) kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024-2026.

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam
KUA dan PPAS dan Perencanaan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024.

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan
program kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Mengingat arti strategis dokumen renja SKPD dalam mendukung Penyelenggaraan
Program Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan
penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tatacara dan
alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 08 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor
01 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Perencanaan Penganggaran dan
Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



